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ABSTRAK
SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA DALAM
TINJAUAN MAQASID SYARI’AH

Dia Tri Caang
NIM. 18913010

Aksi klitih tercermin dalam beragam aktifitas kenakalan
remaja  yang dikenal oleh warga Yogyakarta. Seperti aksi
menghentikan pengendara kendaraan bermotor dengan aksi
kekerasan yang identik dengan penganiayaan dan Gank (geng).
Berbagai motif menjadi alasan-tersendiri-dari adanya kejahatan begal
dan klitih tersebut. Baik ity “motif, pergaulan, lingkungan maupun
hanya demi kesenangan semata.

Tujuan penelitian |ipi vadalah zuntuk  menjelaskan  dan
menganalisis proses penanganan terhadap,para pelaku tindak pidana
klitifr yang masih di bawah umur/diiYogyakarta serta menganalisis
sanksi tindak pidana &fitih yang diakukan anak di bawah umur di
Yogyakarta perspektif magashid syari'ah. Jenis penclitian yang
digunakan dalam ppenehitian ini-adatab hukum nommanf vang bersifat
kualitatif yang digali sumber-sumber kepusiakaan (Library: research).

Hasil penelitian im*~adalahi 1\ "P€nanganan terhadap anak
pelaku tindak pidanas klitih™din YoEyakaitan dilakukan  dengan
menerapkan pasal pada KUHP. dengan pertimbangan melihat
kondisi korban dan dasar yuridisnya yaitu Pasal 351 KUHP.
2.Scorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan
pertanggung jawaban. Sedangkan jika pelaku tindak pidana Klitih
yang berusia diatas 15 tahun akan diberikan sanksi pidana atas
perbuatannya karena sudah baligh sudah dianggap cakap secara
hukum. Yang menjadi tujuan hukum (magashid al-syuri ah) menurut
al-Syathibi. bukan untuk membalas dendam tetapi bertujuan untuk
mewujudkan  kelangsungan  hidup.  keamanan. keadilan. dan
ketentraman dalam masyarakat.

Kata kunci: anak dibavweal umur, Kitih, magashid svart ah. prdana.
sanksi.
Xiv



ABSTRACT
SANCTIONS OF CRIMINAL ACT PERFORMED BY
UNDERAGE CHILDREN IN YOGYAKARTA IN THE
PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA
Dia Tri Caang
NIM. 18913010

Among people of Yogyakarta, the act of Klitih is known to
be reflected in various activities of juvenile delinquency such as
stopping motorists with violence that are identical to persecution and
gangs. Various motives become the reasons for the existence of these
thugs and klitih either from assoeiation.-environment or for the sake
of pleasure.

This study aims to explain and 'analyze the process of
handling the actors of k/itil in Yogyakarta in which the actors mostly
are the underage people as well as| to amalyze the sanctions for
criminal acts committed by them-in-¥ogyakaita in the perspective of
magqdshid sharia. The type of ‘research) used here is normative law
which is qualitative in nature based on the sources of library
research.

The results of this study-showed,that: |. Handling of children
as the actors of Alitilh crimes=in—Yogyakarta was carried out by
applying an article in thé [Criminal Gode [considerifig the condition of
the victims and the juridical basis, i.e. Article 351 of the Criminal
Code. 2. A child under 15 years old is not liable; meanwhile. actors
of klitilh above 15 years old will be given criminal sanctions for the
actions as they have been in puberty and is considered legally
capable. The goal of law (maqashid al-syarrah) according to al-
Syathibi is not to take revenge but 10 realize survival, security.
Justice. and peace in society. Keywords: underage children, klitih,
magashid syari’ah, criminal, sanction.

June 07. 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translaied by a Center for International Language
and Cultural Studtes of Islamic University of Indonesia CILACS Ul JI. DEMANGAN
BARU NO 24 YOGYARKARTA. INDONESLA. Phone/Fax: 0274 540 255
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya aksi kekerasan berupa penganiayaan yang
akhir-akhir ini dilakukan oleh remaja, merupakan masalah yang
sangal serius dan harus diselesaikan. Banyaknya penganiayaan
yang dilakukan oleh remaja baik berupa kekerasan fisik maupun
psikis.

Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh
anak biasanya disebabkan olch, berbagai faktor, antara lain
perkembangan zaman ang semakin maju dan terciptanya
teknologi  komunikasi |yang" semakin canggth. mendorong
terwujudnya globalisasiiy angamierdpakan proses perubahan
sosial yang tak terhindarkan.

Salah satu bentuk-kejghatai yang akhir-akhir ini sering
terjadi  di Yogyakarta “dandilakekan oleh anak marak
diperbincangkan adalah “kfitih terhadap pengguna jalan yang
sangat mengganggn! Réamanans ketertibam;\ dan meresahkan
masyarakat. Awalnyva dkSiidi jalanan\seperti ini ditenggarai ulah
segelintir orang saja. Namun. lama kelamaan aksi dilakukan
secara terkoordini dengan | keloimpok| Aang  berbeda-beda.
Tindak pidana &fitil seperti ini sering terjadi pada wilayah yang
rawan. gelap dan ketika korban itu sendirian di motor. Kasus ini
pun cukup membuat kita terhenvak. pelakunya adalah anak yang
usianya masih belasan tahun. Anak vang seharusnya lebih



2

banyak berada dirumah dan di lingkungan sekolah untuk
kegiatan ekstra kurikuler. namun ternyata mereka menghabiskan
waktunya dengan aksi-aksi kriminal baik itu di siang hari
maupun di malam hari.

Mulanya istilah “klitih™ tidak merujuk pada suatu hal
yang negatif. Dalam bahasa Jawa, klitih atau “nglithilr”
diartikan sebagai suatu aktivitas keluyuran atau mencari angin
di luar rumah.? Pemaknaan itu saat ini sudah tidak lagi
relevan. Kini, istilah klitih dimaknai sebagai aksi kekerasan
Jalanan yang dilakukan oleh remaja menggunakan benda-benda
tajam untuk melukai sampai menyebabkan hilangnya nyawa
korban. 3

Bermotor dengan aksi kekerasan vang identik dengan

penganiayaan dan Gank (geng). Berbagai motif menjadi alasan
tersendiri  dari adanya | kejahatan ~begal Kejadian Kklitih
meresahkan masyarakat sejak lama. Pemerintah daerah setempat
juga  sudah  berusaha’ _melakukan  penertiban  dan
menangkap pelaku. namun setiap tahun aksi klitih muncul dan
terus meneror aktifitas masyarakat.
Aksi klitih tercerminidalam beraganr-aktifitas kenakalan remaja
yang dikenal oleh warga, Yogyakarta. Seperti aksi menghentikan
pengendara kendaraan "dan “kfififi terSebut.  Baik itu  motif,
pergaulan, lingkungan imaupan, hariya-dénii keSenangan semata.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat
peningkatan jumlah kasus kejahatan jalanan atau biasa disebut
klitih di wilayahnya sepanjang 202]. Catatan Polda DIY,
laporan kejahatan jalanan masuk sebanyvak 58 kasus sepanjang
2021. meningkat, 6 kasus dibanding pcriode sebelumnya.
Sebanyak 40 kasus di antaranya terselesaikan dengan total 102
pelaku diproses hukum.

* Nurhadi, “Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta. Ini Anti dan Sejarah
Awal Mulanya™ dikutip dari  fwps. nasional.rempo.co-read 1544480 kliik-
kembali-terjadi-di-yogyvakaria-ini-arti-dan-sejurafi-avcal-nndam-a full&view ~ ok
diakses pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 jam 22.15 WIB

3 ibid.




Dari 102 pelaku pada tahun ini. 80 orang di antaranya
masih berstatus pelajar dan sisanya merupakan pengangguran.
Modus operandi paling banyak secara berurutan adalah
penganiayaan. kepemilikan senjata tajam (sajam), dan
perusakan.’ Dalam beberapa kasus korban tindak pidana klitil
ada yang sampai meninggal dunia. Ketentuan pidana tentang
kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang
dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku
ke Il Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu
dimulai pasal 338 sampai pasal 350.

Pengaturan fenomena ilitih yang disertai dengan sebuah
kejahatan di Yogyakarta ini-belum-diatur secara khusus kedalam
KUHP. Melalui asas fex Specialis derogat legi generalis. hukum
pidana anak membenarkan, ‘andang-undang lain difuar KUHP
vang bertalian dengan miasalahi-anak seperti ketentuan hukum
vang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentanyg Sistem Peraditan-Pidana~Anak.

Sudanvadi. penyuluh)Hukum “di Legal Smart Channel
menjefaskan bahwa dalam hal pidana anak dikenal dengan
istilah diversiyaiwy pevgalihan-penyelesaian\perkara Anak dari
proses peradilan pidang~ke preses, di luar peradilan pidana.
Diversi dapat dilahukan™atas persetujuan korban dan ancaman
pidananyva dibawih |7 (fujph\tahun)<dad\bukan merupakan
pengulangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila
korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan
terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk
{pasal 11): perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan
kembali kepada orang tua/wali: keikutsertaan dalam pendidikan
atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3
(tiga) bulan: atau pelayanan masyarakat. pasal 20 disebutkan
dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap

'UNN Indonesia. "Klitih Jogja Meningkat, 58 Kasus pada 2021", dikutip
dari https: www.ennindonesia.com/nasional 20211229151650-12-740152/Klitih-
jogja-meninekiat-58-kasus-pada-202 1. diakses pada hari senin tanggal 3 Januari
2022 jam 15330 WIB.
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berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang
pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas
umur I8 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. pasal
21 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12
(dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan
kembali kepada orang tua/wali: atau mengikutsertakannya dalam
program pendidikan. pembinaan. dan pembimbingan di instansi
pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang
kesejahteraan sosial. baik di-tingkat-pusat maupun daerah, paling
lama 6 (enam) bulan. pasdl 32 menjefaskan bahwa penahanan
terhadap anak tidak beleh" ditakukan dalam hal anak
memperoleh jaminan dari; orang tha’Wali dan atau lembaga
bahwa anak tidak melarikan diri. tidak ‘akan menghilangkan atau
merusak barang bukti. dan/atat’ tidak—akan mengulangi tindak
pidana. Penahanan terhadap anak hanya/dapat dilakukan dengan
syaral sebagai berikut: a. anak telah berumur 14 (empat belas)
tahun atau lebihy dan'b. diduga mélakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjaray7-¢tujuh) jahun atau lebih. pasal 69 ayat
I menjelaskan bahwa anak “hainva“dapat dijatuhi pidana atau
dikenai tindakan berdasarkdn Kewentuan-ddlamm Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat 2 menjelaskan
bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya
dapat dikenai tindakan. pasal 70 menjelaskan bahwa ringannya
perbuatan. keadaan pribadi anak. atau keadaan pada waktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan
dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan
dan kemanusiaan.’

* Legal Smant Channel. “Konsuliasi Hukum™ dikutip dari

https://1sc.bphn.go.id/konsulta
5iView?id=381#:~ tex1=pasal %2069%20avat®»20 1 °s20menjelaskan.tahun%20hany
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Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan
usia anak. berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat
dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak.
Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan
Diversi  terlebih  dahulu tetapi juga melihat ancaman
hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya
dibawah 7 (tujuh) tahun. ®

Dalam pandangan hukum pidana Islam. bagi orang
yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama,
maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat
berat. yvakni dengan hukuman gishash. Tujuan diadakannya
hukum gishash  adalah;-mmtuk—melindungi hak Allah atas
hamba dalam masyarakat._ terutama menyangkut hak hidup
SESCORING.

Ada dua macam“eperbuatan melanggar hukum yang
bakal dikenakan hukam gishash) | yakni: pembunuhan yang
dilakukan  terhadap' —erang “yang-. sebanarnya tidak layak
dibunuh (pembunuhanctanpal hak). dan pencedaraan terhadap
ang

12
-

gota badan tanpa hak.”

Penjelasan di\atas_imenunjokkan /bahwa setiap perbuatan
hukum yang mengakibatkan ilangpya nyawa sescorang maka
dapat werkena nya “hukim gishash-diver. Namun. akibat
perkembangan [ zaman, ( padaysaat Stu) pula mulai banvak dari
para mtelektual Islam yang menjadikan materi-materi asing
sebagai  sebuah pendekatan dalam menentukan hukum. salah
satunva  adalah  melalur  pendekatan sosial (termasuk di
dalamnya Hak Asasi Manusia) dan maksud-maksud hukum
(Mugashid AI-Syari'ah).® Bahwa yang menjadi tujuan hukum
{Magashid Al-Syart 'ah) menurut al Syathibi. sebagaimana yang

a%o20dapat®«20dikenai%20tindakan, diakses pada hari senin tanggal 3 Januari
2022 jam 16.00 WIB.

ihid

“Abhdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, Qishash Pembalasan
vang ek, Cakarta: Khairul Bayan. 2003). him.19

" Suvitno. “Maghasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam
Kitab Al-Muswatagat - Vieaddib, Vol 05 No 01 Januari-Juni 2015, him.77
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diuraikan panjang lebar dalam kitab A/~Muwafagat, bukan untuk
membalas bunuh bagi orang yang membunuh, melainkan ayat
tentang gishash tadi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan
hidup, keamanan. keadilan, dan ketenteraman dalam
masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis ingin
melakukan suatu penelitian tentang sanksi bagi para pelaku
tindak pidana klitih dilakukan anak dibawah umur di
Yogyakarta dalam tinjauan Magashid Syari'ah.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok yang akan
dikaji dalam pembahasan i1 adalah :

I. Bagaimana sanksi yang diterapkan Polda DIY terhadap
tindak pidana k/itih yang \dilakukar anak di bawah umur di
Yogyakarta ?

2. Bagaimana sanksi tindak-pidana-klitih yang dilakukan anak
di bawah umur di Yogyakarta/\dalam tinjauan Magashid
Syari ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitianyang hendak dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Menjelaskan dan menganalisis sanksi yang diterapkan
Polda DIY terhadap tindak pidana #&/itih  yang
dilakukan anak di bawah umur di Yogyakarta

b. Menjelaskan dan menganalisis sanksi tindak pidana
klitih yang dilakukan anak di bawah umur di
Yogyakarta dalam tinjauan Magdashid Syari’ah.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari adanya penelitian ini dapat

memberikan berbagai manfaat dalam bidang akademik dan

secara praktis sebagai berikut :



a. Secara teoritis dapat menambah keilmuan dalam
bidang hukum yang secara spesifik membahas
tentang tindak pidana kfitih dengan harapan akan
menunjang kemampuan mahasiswa mengenai hukum
formil dan materil.

b. Secara praktis dapat berguna sebagai referensi atau
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak
pidana kfitih, dan kepolisian dalam menangani kasus
klitih.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah; pembahasan dalam penulisan tesis
ini maka penulis membagi tesisqini dalam lima bab. yanu :

Bab satu dalams tesis inio |merupakan bab vang
menguraikan kerangka dasarfpyang dijadikan landasan dalam
penulisan tesis ini, yamg memuat—latar belakang masalah,
pertanyaan penelitian. tujuan dan manfaat penelitian. sisternatika
pembahasan.

Bab kedua meupakan _bab. yang menjelaskan kajian
penelitian terdahuluyanhgmemuat-keterafigan=keterangan dari
penelitian sejenis yaig.lélah dilakukan sebelumnya berupa
laporan  penelitian  dan  jurnal  hasil  penelitian  svang
mengelaborasi konsep sebagai penyémpurnaan dan menghindari
plagiasi. Adapun teori yang digunakan mengenai permasalahan
ini yaitu teori politik hukum pidana. klitih yang mencakup
pengertian dan sanksinya, dan teori magashid syari'ah As-
Syatibi  yang menjabarkan pemikiran As-Syatibl tentang
magashid syart ah.

Bab ketiga dalam tesis ini merupakan bab vang berisikan
kerangka metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian.
pendckatan penelitian. sumber data. dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab yang memuat hasil dan
analisis penelitian yang mencakup pembahasan mengenai sanksi
tindak pidana kfitih yang dilakukan anak di bawah umur di
Yogyakarta dalam tinjavan Magashid Syart ah
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Bab lima adalah bab terakhir dalam tesis ini yang memuat
kesimpulan berupa hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum
yang telah diperoleh dan dianalisa. Saran-saran yang memuat
anjuran  kepada  peneliti yang akan datang guna
menyempurnakan terhadap penelitain ini yang telah dilakukan.
Sebagai pelengkap dalam penulisan ini juga dicantumkan daftar
pustaka.



BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN
LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis, pada
penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang
terkait dengan tindak pidana klitih yang dilakukan anak di
bawah umur di Yogyakarta yang menjadi pembanding bahwa
penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Ira Dwi Septia— & Mukhtar Zuhdy pada tabun 2020.
melakukan penelitian fentang periegakan hukum pidana terhadap
perbuatan klitih yang disertai kekerasan di wilayah hukum
kabupaten Bantul. nietode yang” digunakan dalam penulisan
hukum ini adalah penglitian hukuf normatit’!

Berdasarkan ‘penelitian—vyang  dilakukan diperoleh
informasi bahwa padacdasarnya banyak kasus kejahatan klitih
yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Tindak kejahatan yvang
dilakukan| gleh“pelaku Klitiftidak hange\sebatas peneaniayaan
namun juga seperticvandalisme) pengeroyokan. pengerusakan

" ima Dwi [SepfianidamyVuKHIEE Zahdy . “Pencgahan Hukum Pidana
Terhadap Perbuatan Kfivili Yarfg DiSentai Nekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten
Banwl”, Indonesian Jowrnal Of Crimined Fav And Criminclogy (11C1C). Vol. ]
No. 2 Juli 2020. him.108-116.
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fasilitas umum, miras, tawuran dll. Kasus tersebut ada yang
sudah ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang
dalam proses penyelidikan sesuai laporan dari pihak korban.'

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana
dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan
kekerasakan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu
dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya
Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi
kejahatan).?

Moh Alviyan pada tahun 2020, melakukan penelitian
tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan
Kematian Perspektif Hukum-Pesitif-dan Hukum Pidana Islam,
pendekatan yang digunakan dalam’ penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif, yaitu derigan mengambil beberapa
aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan
maupun pembunuhan yang-bersumber dari hukum pidana Islam
dan hukum pidana.’

Hasil dari penelitian ini dibagi. menjadi tiga aspek. Yang
pertama dalam hukum Islam ada beberapa macam jenis
hukuman yaitu, gisas, diyat;~ta’zir.-penghalahgan pelaku dari
mendapat  wasiat dan g~warisap. ,serta adanya kifarah.
Penganiayaan yang menyebabkan® ‘kématian dalam hukum
pidana islam dapat [dikate€gorikamsebagdi-pémbunuhan disengaja
yang tersalah (qar! al-khata’). Sementara yang kedua, di dalam
hukum pidana positif sanksi terhadap pelaku penganiayaan ada
dua macam. yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu
juga dapat disertai pidana tambahan. Tindak pidana
penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 351-358 KUHP. Maka
dari itu Antara hukum pidana Jslam dan hukum pidana positif

' thid

* ibid

* Moh Alviyan, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan
Kematian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana [slam™. Reclrensindent
Jowrnal Vol.l No.l April 2020, him. 71-81
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sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan yang
menyebabkan kematian serta pembunuhan dan telah mengatur
keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu.
Kedua sistem tersebut juga pada dasarnya sama dalam
merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum
tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik
penganiayaan maupun pembunuhan. yaitu adanya hukuman
penjara dalam hukum pidana positif. sedangkan dalam hukum
pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara. *

Andi Ristianto pada tahun 2017. melakukan penelitian
tentang proses hukum terhadap anmak vang melakukan tindak
pidana kekerasan. penelitian ini merupakan penelitian normatif
yang mana penelitian berfoktis pada norma positif yang berupa
peratutan perundang-undangan.-Peraturan perundang-undangan
tersebut akan dikaitkan dengan [teori*tteori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum pésitif“yang—menyangkut permasalahan
bagaimana proses hukum/bagi/anak sebagai pelaku tindak
pidana.’

Hasil dari peneclitian_ i\ adalah: A-Pengrapan hukum
pidana terhadap anaky grang melakukan tindak pidana sudah
sesual dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anaky Kenab-t hdange-U/ndang Hukum
Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang tersebut dijadikan pedoman dalam menangani
kasus anak. Selain itu dalam menangani kasus anak. kepekaan
penyidik. penuntut umum dan hakim sangat diperlukan. Perkara
anak menggunakan jalan diversi. Meskipun tidak memenuhi
syarat diversi. perkara anak tetap dapat dilakukan diversi jika
korban dan anak sebagai pelaku undak pidana kekerasan sudah
mencapai kesepakatan untuk berdamai. 2)Jika kedua belah pihak

1z
Ibid

* Andi Ristianto. “Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

Pidana Kekerasan™, Jwrnal Fukultas ki Universites 1tma Java Yogvakaria,
2017 him.1-10.
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memutuskan untuk berdamai, maka perkara tersebut tidak
dilanjutkan di ranah hukum. Jika kedua belah pihak tidak
mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka penuntut umum
akan meneliti perkara tersebut. Kemudian jika syarat diversi,
yaitu anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh)
tahun penjara, serta bukan merupakan pengulangan tindak
pidana, tidak terpenuhi, maka perkara akan dilimpahkan ke
pengadilan, schingga anak sebagai pelaku tindak pidana
kekerasan akan diproses di persidangan. 3) Dalam menjatuhi
putusan, hakim harus mempertimbangkan kondisi korban.
pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan
kepada korban, adanya ~lembaga—permasyarakatan vyang
membuat anak pelaku tindak kekerasan jera atau tidak. serta
penggunaan senjata tajam Ketika, anak melakukan tindak
kekerasan. Selain itu hakinijuga harus mempertimbangkan masa
depan anak sebagai pelaku findak Kekerasan.®

Ngurah Arya Kusuma,-Anak-Agung Sagung Laksmi Dewi
dan | Made Minggu Widyantara pada-tahun 2021, melakukan
penelitian tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
penganiayaan yang ‘mengakibatkan.Jvka | bérat ~penelitian ini
adalah penelitian hukum ¢secara pormative. dengan mengkaji
Kitab Undang-Undang Hukum™ Pidana” tentang tindak pidana
penganiayaan serta mergkaji berdasarkan bahan-bahan hukum
dari literature sebagai proses untuk menemukan aturan hukum
dan prinsip hukum.” Penelitian ini juga mengidentifikasi dari
pengertian, dasar dalam hukum, masyarakat hukum. subjek
hukum, hak dan kewajiban hukum. hubungan hukum dan objek
hukum dalam memberikan penjelasan tentang sanksi pidana
penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam dan
kewajiban hukum untuk melindunginya. Pendekatan masalah
dilakukan dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan

& Ibid.

7 Ngurah Arya Kusuma, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat™. Jurnal Analogi Thkum.
Vol. 3 No.1 2021, hlm. 11-16.
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hukum pidana, pendekatan konseptual terhadap doktrin yang
berkembang dalam hukum untuk menjelaskan isu hukum dalam
penelitian ini.*

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan
hakim dalam memutuskan suvatu perkara seperti perkara
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus didasari
oleh teori dan hasil penelitiaan dari hakim yang mempelajari
kasus ini, hakim harus menyediakan suvatu keadilan, maka
dahulu menelaah tentang keaslian kejadian yang diajukan
kepada hakim kemudian hakim memberi penilaiaan terhadap
peristiwa tersebut serta menghubungkan melalui hukum dan
peraturan yang berlangstng, Kemudian selesai meneliti dan
menelaah  suatu  peristiwa _tersebul| barulah hakim dapat
memutuskan atau menjatuhkan) putusan pidana terhadap
peristiwa yang sedang ditanganii"Hakim juga diwajibkan untuk
menegakkan hukum dap”keadilan dengan cara tidak memihak
siapapun bisa juga disebutdcngan netral.’

Surwandono. S.. &“Bahart! DM, K.. pada tahun 2020
melakukan penelitian entang adyokasi_grup publik facebook
“info cegatamyjegja™ dalam-penceeahan aksipremanisme “klitih™
di Yogyakarta. Indohésial Suidi Aini, menggunakan metode
penelitian mixed-niethod yakni metode analisis isi dan metode
analisis  wacana. N LAnalisis N [Kontén /~digunakan  untuk
mengidentifikasi struktur pemberitaan dalam kelompok media
sosial Info Cegatan Jogja dalam kurun tiga bulan dari Oktober-
Desember 2019 dimana aksi Klitih meningkat cukup tingei.'®

Hasil penelitian ini menemukan bahwa grup publik
Facebook “Info Cegatan Jogja™ dapat memobilisasi kesadaran
masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan berkomunikasi secara
intensif untuk mendorong aparat penegak hukum mengambil

* Ihid

! Ibid.

" Surwandono S.. dan Bahari D. M. K. “Advokasi Grup Publik
Facebook “'Info Cegatan Jogja™ dalam Pencegahan Aksi Premanisme “Klitih™ di
Yogyakarta. Indonesia™. Seciens. Vol. 8 No.2 2020_ him. 364-380
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tindakan tegas terhadap aksi Klitih. Grup Facebook “Info
Cegatan Jogja” telah menjadi saluran penting bagi pendidikan
solidaritas masyarakat dalam menghadapi premanisme jalanan
“Klitih” di Yogyakarta. !

Ahmad Fuadi, dkk. pada tahun 2019. melakukan
penelitian tentang faktor-faktor determinasi perilaku Kklitih,
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan metode studi kasus. Sejalan dengan Raharjo (2017)
penelitian ini menempatkan klithih sebagai unit analisis untuk
dianaljsis secara terinci dan mendalam tentang peristiwa, dan
aktivitas, pada tingkat perorangan. sekelompok orang, untuk
memperoleh pengetahuan ,mendalam—tentang kasus Klithih.'?
Penelitian ini dilaksanaan di’Balaj Perlindungan dan Rehabilitasi
sosial remaja, dengan |jumflah’ subjek sebanyak 3orang.
Penelitian ini adalah kualitatif Studi-Kasus yang bertujuan untuk
untuk mengungkap menggali iebih dalam pada kasus tertentu
dan menjelaskannya secara detail dan-ilmiah.'?

Hasil dari penelitian lini" menunjukkan bahwa Latar
belakang orang tua, Keluarga bermasalah, Hubungan dengan
kelompok, Hubunganidengan-lingkungan. daf-Kariakter Individu
sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku klitih. Sedangkan
yang menjadi faktor "determminasi” perilaku klitih adalah
Konformitas dengantenan) Kelompok= Sehing@a klitih hanyalah
sebuah sarana bagi sang anak agar ia bisa mendapatkan kembali
perhatian orang tua dan bisa juga melampiaskan emosi.

Ahmad Putra Sartika Suryadinata. pada 2020 melakukan
penelitian tentang menelaah fenomena klitih di Yogyakarta
dalam perspektif tindakan sosial dan perubahan sosial Adax
Weber. Penelittan ini menghubungkan fenomena klitih di
Yogyakarta dengan pandangan Max Weber melalui dua teorinya.

" fhid

7 Ahmad Fuadi, dkk., “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih™,
Jurnal Spirits, Vol. 09 No.2 Mei 2019. hlm.88-98.

13 1hid.

" Ibid.
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yaitu aksi sosial dan perubahan sosial. Penelitian ini bersifat
kualitatif dengan analisis deskriptif dan melalui sumber-sumber
yang akurat.'”

Hasil penelitian ini adalah: Pertama. tindakan pelaku yang
melakukan semacam permainan dan sebagai bentuk pengakuan
oleh teman sebayanya: Kedua, orang tua, lembaga pendidikan
dan masyarakat belum optimal dalam memberikan pengawasan
kepada remaja dan siswa. , sehingga banyak remaja di zaman ini
yang terlibat dalam berbagai kenazkalan: Ketiga, target aksi
klitoris adalah pengendara yang melewati kawasan tertentu pada
malam hari. Secara keseluruhan fenomena yang terjadi sesuai
dengan tcori Max Webercbahwa “manusia memiliki suatu
tindakan vang dilakukan; dengan rasa emosi. mengutamakan
kepentingannya sendiri,sselingea tidak lagi memperhatikan
norma vang ada dan berpikirtidaktasional. '®

Zainurl. Yanto. Hartanti |padd’ tahun 2020 melakukan
penelitian tentang tinjawan kriminofogis terhadap kejahatan
penganiavaan vang dilakukan—eleh=anak (klithih) di Daerah
Istimewa Yogyakarta. penelitian ini adalah penelitian hukum
vuridis  empieig | Penelitian— iniv mémpergmakan pendekatan
vuridis normatif. vaitd Ghatu penelitiap yang mengungkapkan
suatu masalah. keadaan atau peristiva dengan memberikan suatu
penelitian secara [myémy eluruly NMuas dan| mendalam dari sudut
pandang ilmu hukum. yaitu dengan meneliti asas-asas hukum,
kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukum.'”

Dari penelitian tersebut. penulis kemudian
menggambarkan proses penegakan hukum terhadap tindak
pidana kejahatan penganiavaan yang dilakukan oleh anak
(klithih). secara rinci mengenai proses penanganannya. deskripsi

!

“Ahmad Putra Sartika Suryadinata. “Menelaah Fenomena Klitih Di
Yogyakarta Dalam Perspektil Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber™,
Jwenad Asketik: A gama duin Perubahan Sosial - Vol 3 No.1 Juli 2020, him.1-2]

* thid

' Zainuri. Yamo. Hartanti. ~Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan
penganiay aan yang dilakukan oleh anak (Klithihy di Daerah [stimewa Yogyakana™
Kefion Hasil Penelitian Hhue. Vol3 No.2 2020, him. 351-365
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para pelaku, dan faktor-faktor yang melingkupi dan menjadi
pertimbangan pada proses pelaksanaannya di lapangan, sehingga
dapat ditemukan gambaran kronologis yang lebih jelas dan
akurat.'®

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dengan korban
persekusi acak antara lain faktor keluarga yang tidak harmonis
bagi pelaku, karena orang tua bercerai. Sebagian besar anak
diasuh oleh salah satu orang tua saja atau diasuh oleh kakek dan
neneknya, kemudian kebebasan atau kontrol orang tua kurang,
terutama dalam pergaulan setelah proses pembelajaran di
sekolah, pengaruh teknologi-berupa kendaraan yang mampu dan
mudah didapat, alat komunikasi vang |kurang terkontrol dan
berdampak negatif. psikolog temaja pada masa transisi baik
biologis maupun sosial. safiksthukum sang tidak menimbulkan
efek jera/shock therapy bagi pelaku @nak. serta upaya Polri
dalam menanggulangi kejahatan‘inre-termasuk melibatkan upaya
persuasif, upaya pre-emptive) prevenuf dan represif berupa
hukuman untuk kasus anak berat. Benwuk pembinaan ke sekolah
sckolah di Yogyakarta. \wiengikuti, Diklat Upacara setiap hari
senin, upaya penyuluhanslainnya. patroli pada jam sekolah
dengan menyasar anak sekolalyahg membolos. nongkrong pada
Jam sekolah, sertd ['mengusut) danl-méngusut, peristiwa yang
terjadi baik yang melibatkan anak pelaku maupun korban,
dengan teknik dan Standard Operating Procedure yang ada.?

Anggito Wijanarko. dan Rahnalemken Ginting pada tahun
2021 melakukan penelitian tentang kejahatan jalanan klitih oleh
anak di Yogyakarta. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Bagaimana pengertian dan faktor vang mempengaruhi kejahatan
jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang
dilakukan kepolisian dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial
Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis

3 Jhid
1 fbid
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Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah
penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan
penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Objek
penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial
Remaja.~

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan
jalanan klitth merupakan suatu tindak kejahatan, faktor
terjadinya kejahatan jalanan klitih terdiri dari faktor internal
vang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal
pada anak yang disebutkan dalam social learning theory.
Langkah-langkah vang,dilgkukan—~Polda DIY dan Balai
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial’Remaja dalam pencegahan
kejahatan jalanan khitih| adalabh/upaya |pre-emtiv. Preventif dan
represif.”!

Akira Assa padiz tahun 20Y9. melakukan penelitian
tentang kajian hukum tindak pidapa—penganiayaan berat oleh
anak di bawah umur. penulis-menggunakan metode penelitian
hukum normatif.

Hasil penelitianVberkesimpulan bahwasTindak Pidana
Penganiavaam Berat dj atundalam hukum positif Indonesia yaitu
dalam Buku [I KUHP tentang Kejahatan. Penganiayaan adalah
suatu  bentuk  perbuatan (vanoy dapaty mérugikan orang lain
terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa
orang lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur
tentang penganiavaan. Ada tiga kategori penganiayaan yaitu:
penganiayaan ringan. penganiayaan berat dan penganiayaan
vang mengakibatkan kematian. Dan terhadap pelakunya
dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang

' Anggito Wijanarko. dan Rahnalemhken Ginting . “Kejahatan Jalanan
Klitih Oleh Anak Di Yogvakana™. Recidive . Vol.10 No.l1 Januari- April 2021.
him. 23-28

“hid,

“ Akira Assa, “Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh
Anak di Bawah Umwr™, Lex € rimen, Vol .8 No. 3 April 2019, him. 83-94
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berlaku dalam pasal-pasal tersebut. Di dalam ilmu hukum
dikenal adanya asas persamaan dalam hukum yang di sebut
equality before the law artinya setiap orang mendapat perlakuan
yang sama dalam hukum tanpa membedakan agama, suku, ras,
status sosial dan lain sebagainya. Seorang anak yang melakukan
tindak pidana penganiayaan berat harus
mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya
tersebut. Penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah umur
sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berbeda
dengan orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana anak di
bawah umur diterapkan peraturan hukum berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2614 tentang, Perlindungan Anak dan
Undang-undang Nomor |11 Tahun? 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.**

Ria Putriliana Waskit: dik.—pada tahun 2020. melakukan
penelitian tentang penanganan| terhadap anak pelaku tindak
pidana penganiayaan yang-ierlibat dalam geng motor di wilayah
Badung. penelitian ini menggunakan'metode penelitian hukum
empiris. Metode empiris adalah suatu kegiatan penelitian yang
dilakukan secara_langsung ke_lapangan. yang-dalam penelitian
ini ialah di lingkungangPolres oBadung. Pendekatan yang
digunakan adalah pendeKatan ‘sosiologis™

Hasil penelitiaq | mehunjokan- bahwa\ urgensi modus
operandi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh
anggota geng motor anak ialah demi mempersiapkan rencana
yang digunakan pelaku menjalankan tindak  pidana
penganiayaan scketika dengan membawa senjata tajam untuk
melukai korban. Pelaku juga nekat melukai korban jika korban
melakukan perlawanan. Modus operandi yang dipakai pelaku
dalam penganiayaan ini dilakukan dengan terencana baik karena
pelaku membawa senjata tajam. Implementasi perlindungan

B thid

* Ria Putriliana Waskit. dkk.. “Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung™, Jurnal
Interpreiast {ukim. Vol 1 No. 2 2020, hlm. 175-180.
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hukum kepada anggota geng motor anak dalam mejakukan
tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Badung
direalisasikan dengan melakukan proses arestasi kepada anak
yang diduga melakukan kenakalan berdasarkan bukti yang
cukup serta jangka waktu minimal dalam satu hari perlu
memperhatikan hak anak sebagai terdakwa anak; termasuk
pertimbangan akan hak anak untuk mendapat bantuan hukum di
setiap tingkat pemeriksaan sesuai tata cara yang ditentukan oleh
undang-undang.”*

Iftikar Fathivah pada tahun 2020. melakukan penelitian
tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar
secara bersama-sama {suatu—penelitian di wilayah Kepolisian
Resor Sabang). penelitian_ini merupakan penclitian  hukum
bersifat yvuridis empiris (s0siologis).| penelitian ini menggunakan
data primer dan sekundernsebagai“sumber datanya. Data primer
didapatkan dari penelitian |lapangin. sedangkan data sekunder
didapatkan dari penelitianképustakaan.”®

Hasil penelitianzini//menemukan bahwa faktor penyebab
terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak-
anak secara bersantetsaiiial dapabDdilihat-dario2 sudut pandang.
vaitu faktor inrern dan~faktor extern.Faktor intern adalah karena
adanya suatu persclisthanKarena sakit hati. karena batin vang
masih terlaluf lebih. Dilthat/dari faktof \exrern adalah karena
kurangnya pengawasan dari orang tua. adanya organisasi yang
cenderung negatif dan kurangnya norma agama vang melekat
dalam diri remaja tersebut. Upaya dalam menanggulangi anak
pelajar yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana
penganiavaan sccara bersama-sama harus dilakukan dan bukan
hanya upaya dari penegak hukum saja namun masvarakat dan

= thid

* Itiikar Fathiyah. “Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh
Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah kepolisian Resor
Sabang )" [ A\ Bidung ke Pidana @ Vol, 4 No.3 Agostus 2020, him. 425-440.
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keluarga juga ikut serta dalam menanggulanginya. Upaya ini
terbagi atas upaya preventif dan upaya represif.?’

Noercholis Rafid dan Saidah pada tahun 2018, melakukan
penelitian tentang sanksi pidana bagi anak yang berhadapan
dengan hukum perspektif figih jinayah, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tindak pidana anak beserta sanksi pidana yang
diberikan sebagai upaya preventif. Dengan menggunakan data
kualitatif dan melalui pendekatan yuridis dan teologis
normatif.?®

Hasil penelitian menunjukan kesimpulan bahwa tindak
pidana anak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan
dengan Undang-undang yang-terdapat-dalam KUHP. Penyebab
kenakalan anak disebabkar oleh faktor internal yaitu keluarga
dan eksternal yaitu kondisi lingkuhgan, Dalam yurisprudensi
tidak ada sanksi pidana | terhadap anak atas kejahatan yang
dilakukannya. karena dianggap |belurn |cakap secara hukum,
tetapi hakim boleh memberikan-sanksi terhadap tindakan
pendidikan agar anak dapat/menjodi lebih baik. Pelanggaran
pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan
hukum harus dibebankankepada-erang|tuanya\atdu diserahkan
kepada negara untuk diberikan sanksi berupa pembinaan. Ini
karena anak di bawah umurbelim diampuni.®

Abnan Pancasilawati” pada —tahun| 2018, melakukan
penelitian tentang penerapan sankst dalam meminimalisir
kejahatan anak ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. menjelaskan
bahwa Implementasi penerapan perundang-undangan baik
secara nasional maupun internasional terkait penerapan
restorative justice sebagai salah satu alternatif dalam proses
pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan

2 thid

™ Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak yang
Berhadapan dengan Huokum Perspektif Figth Jinayah™, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 11
No. 2 Juli-Desember 2018. him. 321-34}

2 bid
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hukum telah dilaksanakan, namun demikian belum secara
menyeluruh dan masih sebatas pada aparat penegak hukum dan
para pemerhati yang berkomitmen dan integritas serta memiliki
perhatian terhadap masalah-masalah anak.*® Bentuk-bentuk
pelaksanaan restorative justice yang diterapkan pada masing-
masing tingkatan proses peradilan pidana berupa pengembalian
anak kepada orang tua, diversi dengan menyerahkan anak ke
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). dan pelaksanaan integrasi
sosial melalui pemberian CB, CMB. dan PB bagi anak yang
terlanjur menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.
beberapa faktor kendala pelaksanaan restorative justice sebagai
salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak
berkonflik dengan hukym. aptara7lain faktor sarana fisik
bangunan dan faktor noms fistkyfaktor substansi hukum. Karena
restorative justice belum seeara”tegas diatur dalam undang-
undang. meskipun didalam undang-undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Pidana Anak telal dratur namun sampai saat in
belum dinvatakan berlaku?"Adapun’ faktor lain yaitu [akKior
struktur hukum dan faktor budaya hukum.*'

Jamillahspada’ tahun-2017 melakukam perelitian tenang
penanggulangan terhaddp| anak, berhadapan dengan hukum
dalam tindak pidana penganiayaan. menjelaskan bahwa Tindak
Pidana Penganiayaan yang dilakikanolelCanak yang masih di
bawah umur atau anak yang masih dalam lindungan Undang-
Undang adalah suatu tindakan vang tidak terpuji. sikap jahat
anak itu timbul atau datang dari abad ke abad tidak perna hilang
atau lepas dari kehidupan anak itu sendiri.* Kejahatan anak itu
sendiri datang dari pergaulan dalam lingkungan rumah tempat
tinggal atau adanya faktor-faktor vang datang dari luar seperti

* Abnan Pancasilawati. “Penerapan Sanksi dalam  Meminimalisir
kejahatan Anak Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak™. FENOMEN.1. Vol 10 No. 2 2018, hlm. 171-1¢,

U Thid

* Jamillah, “Penanggulangan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum
dalam Tindak Pidana Penganiayaan™ JPPU VA Jumal [lmu Pemerintahan dan
Sosial Politik 5 (1) 2017, him. 60-70
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modernisasi. Penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan
hukum dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan sedini
mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah
mengetahui sebabsebab terhadap anak berhadapan dengan
hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang sebagian besar
adalah kaum anak/remaja. Disamping itu perlu diungkapkan
sebab-sebab munculnya para pelaku tindak pidana serta
beberapa sebab yang ada kaitannya dengan bidang sosial,
ckonomi kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-
akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta
dampak yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan
masyarakat. Secara global upaya-penanggulangan terhadap anak
berhadapan dengan hukunt’dalam tindak pidana penganiayaan
dapat dilakukan secara moralistik dan abolionistik.*?

Hasil penelitian berkesimpulan “bahwa penanggulangan
terhadap anak berhadapan dengam hukum dalam tindak pidana
penganiayaan akan lebih baik-dansefektif jika dilakukan sejak
dini (upaya preventif) secara simultan dan holistik yaitu sinergi
peran keluarga/orang tua, masyarakat termasuk pemuda, aparat
kepolisian  dan ) | ‘individu™ yang™ bersdngkiitan. Usaha
penanggulangan terhadap @nak berhadapan dengan hukum dan
tindak pidana penganiayaan-—Khususnya bagi kaum/remaja
tersebut di atas sesbia, dengdn upaya-penanggulangan kejahatan
pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan
(crime prevention) yang banyak dipakai oleh Negara-negara
yang telah maju vakni moralistic dan abolisionistic.>

Datu Jatmiko pada tahun 2021 melakukan penelitian
tentang kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik
sosial dan kekerasan di Yogyakarta, dalam tulisan ini bertujuan
untuk mendapatkan informast mengenai peristiwa klithih yang
akhir-akhir ini terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¥ Ibid.
* thid,
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pendeckatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofts dan
sosiologis merupakan pendekatan vang dilakukan untuk
melakukan penalaran dan penyusunan suatu dala secara
sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini
sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang sejarah
adanya klithih, penyebab klithih dan solusi mengatasi terjadinya
ktithih.*®

Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa Kklithih
merupakan jenis kenakalan remaja yang mengarah pada konflik
sosial dan kekerasan di masyarakat. Klithih pada awalnya adalah
sebuah ajang yang digunakan olech para remaja untuk
menunjukkan eksistensipya di dalam-pergaulan antar remaja di
Yogyakarta. Pada akhirnya klithih akhirnya berubah menjadi
ajang untuk menciptakan; s¢buah® konllik sosial dan keherasan
dengan menyasar siapd; saja.yang |berada di jalan raya.’*
Penyebab umum terjadimya klithih $clain untuk menunjukkan
eksistensi  kelompok remajanyas—peer gcroup juga harena
lemahnya pengawasan dan//comrol=sosial oleh keluarga dan
sekolah karena sebagian besar pelakunya adalah remaja anak
sekolah. Dalam’ perspektifisosiologid tidakfadasjaw aban tunggal
dalam menjclaskan realitasysosial tegmasuk fenomena klithih ini
karena sosiologi merupaKafiilinu sosial berparadigma ganda.™
Demikian juga “dalam( meénjelaskan Aealitas  Klithib  di
Yogyakarta. Tinjavan klithih di jalanan Kota Yogyakarta ini
vital dilakukan agar supaya penjelasan tidak parsial schingea
dapat mengungkapkan pemabaman yang universal dan
menyeluruh.  Pilihan  teoretik  tersebut  memiliki  implikasi
metodologis vang selanjutnya diharapkan berakhir pada
ditemukannya langkah penyelesaian yang tepat oleh seluruh
pihak yang terkait. Langkah solutif untuk pencegahan dan

=

** Datu Jatmiko. “Kenakalan remaja klithih vang mengarah pada honflik
sosial dan kekerasan di Yogvakana™ Humanika Kajian Hmiah Mata Koliah
e, Vol 210 No, 2. 2021, him. 129-150.
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mengatasi  terjadinya  klithih  perlu  dilakukan  untuk
mengembangkan relasi sosial menjadi lebih harmonis dan
humanis sekaligus mengurangi terjadinya penyakit sosial yang
berupa klithih.?®

Brian Septiadi Daud dan Irma Cahyaningtyas pada tahun
2020 melakukan penelitian tentang Criminal Justice System
Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice
Restorative Presfective menjabarkan bahwa sistem peradilan
pidana anak sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara.
Anak adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan untuk dijaga.
dan dibimbing demi masa depan yang baik. Dalam pasal |
angka 1 UU no. 11 Tahun-2012disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan sistem| Peradilan anak adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara ‘@anak” ,yang berhadapan dengan
hukum dari tahap penyidikan“sampai tahap pembinaan setelah
menjalant  tindak pidanaZ Penelitian’ | ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis<sistem—peradilan anak (SPPA)
yang berkonflik dengan hukum/dan/untuk mengkaji pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum berdasarkan Undang-Utidarig Nomor )/4-Takun 2012.%

Metode penelitian yyang digunakanjadalah untuk melihat
susunan pengaturan ini adalah  penelitian hukum  yuridis-
normatif, penelitian “ini merupakan— peneliian yang dicoba
dengan sistem mengkaji peraturan perundang-undangan vang
berlaku atau diterapkan pada suatu kasus dan konsep hukum
tertentu. Metode pengumpulan bahan hukum dengan metode
dokumen adalah dengan mengumpulkan studi kepustakaan yang
terdapat pada bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis
secara deduktif.*

8 Ihid

* Brian Septiadi Daud dan Irma Cahyaningtyas, “Criminal Justice System
Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective ",
Jurnal Hukum Prasada, Vol. 7 No. 1 Maret 2020, him. 14-26.

M Ibid.
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Hasil dari penelitian ini adalah untuk melihat proses
sistem peradilan anak berdasarkan subsistem, komponen, proses
pencapaian keadilan restorative justice dan proses pelaksanaan
perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.*'

Muhaimin pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang
Reconstruction Of The Juvenile Criminal Justicesysiemand The
Giving Of Diversion menyebutkan bahwa anak bukan untuk
dihukum tetapi untuk diberi bimbingan dan perkembangan. agar
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang normal. sehat dan
cerdas. Terkadang anak mengalami situasi yang membuat
mercka melakukan tindakan: ilegal.~Meski begitu, anak yang
melanggar hukum tidak| layak_dihukum. apalagi dijebloskan ke
penjara. Undang-Undang/Nemor 11 Fahun 2012 entang Sistem
Peradilan Pidana Anakumeémuneut adanva reoricntasi tujuan
pemidanaan yang berdampak pada berjalannya Sistem Peradilan
Pidana Anak. Rumusan tujuafi mekansime restorative justice dan
diversi yang diakui sebagar meRantsme penanganan tindak
pidana yang_dilakukan oleh__anak menuntut_bahwa kinerja
subsistem peraditan’ pidana-'berubah  orfemasitva. Rumusan
masalah dalam penelitidd ini adalab) bagaimana konstruksi dan
rekonstruksi pemberian diversi.™” Penclitian ini menggunakan
metode analisis deskeiptif dan pendekatan yunidis normatif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa anak merupakan
bagian dari warga negara yang harus dilindungi sebagai generasi
penerus kepemimpinan bangsa Indonesia. Konstruksi ideal saat
ini bagi anak yang berkonflik dengan hukum menerapkan
Sistem Peradilan Anak dimana anak berusia 7 tahun dapat
diberikan diversi dalam proses persidangan. Pasal 21 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

U thid,
= Muhaimin. “Reconstruction Of The lusenile Criminal Justicesy stemand

The Giving Of Diversion™ . Juwrnal Penelittanr fukam De Jyre. Vol 21 No. 2 Juni
2021, hlm.253-266.
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Pelaksanaan Diversi, anak di bawah umur 12 tahun yang
melakukan/diduga melakukan tindak pidana selanjutnya
dikembalikan kepada orang tuanya dan diikutsertakan dalam
pendidikan, pembinaan, dan program pembinaan pada instansi
pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
pada instansi yang membidangi kesejahteraan sosial.*

Dewi Setyowati pada tahun 2020 melakukan penelitian
tentang Diversion in the Child Criminal Justice System as an
Effort 1o Implement Restorative Justice menjelaskan bahwa
sistern peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(selanjutnya disebut UU SPPA)-adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak/yang berkonflik dengan Undang-
undang dari tahap penyidikan sampaj déngan penyidikan. tahap
pembinaan setelah menjalani tihdak pidana.* Penerapan SPPA
melibatkan banyak pihak yang terdiri dari kepolisian. kejaksaan.
penasthat hukum, pengadilan.“dan_lembaga pemasyarakatan.
serta tumbuh kembang ahak.) Salah “satu (strukwr) penegak
hukum di SPPA yang memiliki peran penting adalah kejaksaan.
Kejaksaan sebagai Kejaksaan-yang iclah dibetikan-kewenangan
untuk menyelesaikan permasalahan ,anak yang berhadapan
dengan  Hukum  (selamjuthya’ disebut  ABH) dengan
menggunakan divet$hontuksmewdjidkan Keadilan Restoratif.
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 1 ULl SPPA.Y

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum/normatif
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu
sama lain. Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan
kehakiman, dengan fungsi yang sangat dominan scbagai asas
dominus litis, mengontrol proses perkara yang menentukan

* thid,

* Dewi Setyowati, “Diversion in the Child Criminal Justice System as an
Effort to Implement Restorative Justice™, ULREN Unram Law Review. Vol. 4 No. |
April 2020, hlm.64-73.

3% Ihid



27

dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan
diajukan ke Mahkamah berdasarkan alat bukti yang sah menurut
Undang-undang, dan sebagai pelaksana ambtenaar pelaksana
putusan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Uji
materi UU SPPA merupakan perjuangan dalam rangka menjaga
hak konstitusional para penegak hukum dalam menjalankan
tugasnya dan tidak dimaksudkan untuk menolak diversi dalam
penanganan ABH. Ketentuan ini terkait dengan perlindungan
terhadap profesi penegak hukum yvang dijamin oleh konstitusi.
Meski Mahkamah Agung telah menyatakan pasal 96 UU SPPA
yang diterapkan inkonstitusional atau dicabut. bukan berarti
membiarkan pencgak hukumpolise, hakim. dan jaksa tidak
melaksanakan kewajibandiversi.™

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis yang
berkaitan dengan sanksii tindakopidana k/itih yang dilakukan
anak dibawah umur diZYogyakarta”dalam tinjavan magqéshid
svari'ah belum  ditemukan-ulisan— ang membahas tentang
sanksi tindak pidana klicshe vang dilakikan anak di bawah umur
di Yogyakarta dalam tinjauan_ Magashid _Syvart'ah. Pada
penelitian sebelnmny avelabodifakukan beberapapenclitian yang
terkait dengan tindak pidana klwh di Yogvakarta yang menjadi
pembanding bahwa penelitian int beium  pernah  diteliti
sebelumnya.

Setelah dilakukan kajian pustaka terhadap penelitian
terdahutu maka ditemukan perbedaan antara tesis ini dengan
penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi perbedaan dari
penelitian ini dengan penelitian yang berkaitan dengan sanksi
tindak pidana klirihi vang dilakukan anak di bawah umur di
Yogyakarta dalam tinjauan wmcegasiid svar 'ah adalah dalam
penelitian ini berangkat dari permasalahan pro dan kontra
tentang penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana kfitih

 Thid
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di Yogyakarta yang sebagian besar masih dibawah umur dan
berstatus pelajar.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori politik hukum
pidana, klitih, dan maqasid syarT’ah As-Syatibi sehingga lebih
sepesifik dari sekedar hukum Islam secara umum. menggunakan
pendekatan yuridis normatif dalam membahas dan menganalisa
pasal-pasal dalam KUHP kemudian dianalisis dari sudut
pandang magasid syari’ah guna mengetahui hasil secara
obyektif dari sudut pandang pelaku dan korban sehingga tidak
hanya terfokus kepada satu subyek hukum saja.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terfokus
pada pembahasan tentangfenomena, klitih di Yogyakarta,
penyebab serta upaya pépanggulangan tindak pidana Kklitih,
sanksi tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur pada
tindak pidana lainnya yang “dilakukan|anak di bawah umur,
belum ada yang secara|khusus|menibahas mengenai sanksi
tindak pidana &litih yangdilaKukan—-anak di bawah umur di
Yogyakarta dalam tinjavan‘magashid-syeri ah.

B. Kerangka Teori

1. Politik Hukum Pidana
Politik hukum™ adalah * legal policy atau garis
kebijakan resmiNientafig) hukum yang/akan diberlakukan
baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan
penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan
negara.'’ Dengan demikian politik hukum merupakan
pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan
sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut
atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan
untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam

pembukaan UUD 1945.

17 Moh. Mahfud MD., Palitik Hukum di Indonesiv. (Depok: Rajawali
Pers, 2019), him.!
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Mantan ketua perancang kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP) Sudarto mengemukakan bahwa politik
hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan
negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan di
pergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-
citakan. Pada tahun 1986. Sudarto mengemukakan kembali
bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan
peraturan-peraturan vang batk sesuai dengan keadaan dan
situasi pada suatu waktu.™

Istilah ~PohtikHukum, Pidana™ dapat pula disebut
dengan istilah TKebijaksanaan Hukum Pidana™* Dalam
kepustahaan asing. istilab” poljtik hukum pidana ini sering
dikenal dengan |berbagaisistifah. antara lain penal politik,
criminal policy |\ atau strufrechispolitick. Pengertian politik
hukum pidana. antargfai:

Mcenurut MareNCAncek) Penal Policy adalah suatu
ilmu sckhaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan
praktis./untuk vmemungkinkan [pératuran  hukum  positif
dirumuskan sceara lebth/haik dan untuk memberi pedoman
tidak hanra kepada pembuat undang-undang. tetapi juga
kepada péngadilah_yanyg imencsapKan undang-undang dan
Juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan
pengadilan.™

Menurut A, Mulder, Strafrechispolitiek ialah garis
kebijakan untuk menentukan : Seberapa jauh ketentuan-
ketentuan  pidana  sang  berlaku  perlu  dirubah atau
diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah
terjadinva tindak  pidana. Cara bagaimana penyidikan.

B thid  hlim.2

" Edi Ribut Harwanto. Pofitik Huknm Pidana. (Jakara: Sai Wawai
Publishing. 2019) him.54
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penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus
dilaksanakan.”

Soerjono Soekanto. mengatakan. politik hukum
pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-
nilai dan menerapkan nilai-nilai  tersebut  dalam
kenyataannya.  Politik untuk  mencegah terjadinya
delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka
politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara
rasional mengorganisasikan reaksireaksi sosial rasional
mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap
delinkuensi dan kejahatan,*

Disamping  beberapa ——pengertian  yang telah
dikemukakan di atas.” pengertian; politik hukum pidana
dapat pula dikemukakan®berdasarkan pengertian politik
kriminal. Politik kriminalu(erintingl policy) adalah usaha
rasional untuk menanggulangi ke¢jahatan. Politik hukum
pidana mengejawantah-dalam bentuk Penal (hukum pidana)
dan Nonpenal (tanpa”hukum.pidana). Dengan demikian,
sebagai bagian dari politik kriminal. politik hukum pidana
dapat diartikan sebagai [“Suatg, uSaha |ydng #asional untuk
menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana”.*?

Bertolak | dari| bébcrapa, draidn-mefigenai pengertian
politik hukum pidana yang dikemukakan diatas. maka
secara umum dapat dinvatakan. bahwa politik hukum
pidana adalah : “suatu usaha uniuk menanggulangi
kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional,
yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sebagaimana
telah dikemukakan diatas. bahwa politik hukum pidana
sebagat salah satu usaha penanggulangan kejahatan,

N Jbid
2 Ihid., hlm.54-55
3 Ihid , hlm.55
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mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana
yang rasional”.**

Pembaharvan hukum pidana yang menyeluruh harus
meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi),
hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum
pelaksanaan pidana (Strafvollstreckuengsgesetz). Ketiga-
tiga bidang hukum pidana itu harus bersama — sama
dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui
yang lain tidak. maka akan timbu! kesulitan dalam
pelaksanaannya. dan tujuan dari pembaharuan itu tdak
akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari
pembaharuan itu ialah penanggilangan kejahatan. Ketiga
bidang hukum itur erat) sekali hubungannya. Usaha
penanggulangan  kejahatan dengan hukum pidana pada
hakikatmya juga merupakambagian dari usaha penegakan
hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena
itu sering pula dikatgkan “batnwva bahwa politik atau
kebijakan hukum pidana—merapakan bagian pula dari
kebijakap penegak hukum. (laay, enforcement policy). Di
samping “itu usaha=penangeulangdn kefahatan lewat
pembuatan  undafig-¢ndapg A (bukum) pidana  pada
hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha
perlindungan imasyarakat| (soctalJnelfare). Oleh karena itu
wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana
juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik
sosial (sociul ‘i'JoIilc‘_l').55

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum
pidana (penal policy) harus ditindak lanjuti melalui
kebijakan pencgakan hukum pidana yang secara teorilis
dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja
direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi: (1) tahap
penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap

Hhid

T Maroni,  Pengamar Polivik Hhdoon Pidana, (Bandar Lampung: CV.
Anugrah Utama Raharja, 2016). him.33
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formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang
berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan
pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap
eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap pemberian
pidana “in abstracto" sedangkan tahap kedua dan ketiga
disebut tahap pemberian pidana “ir concreto” 5

Urgensi adanya pembaharuan hukum pidana di
Indonesia dikarenakan alasan pesatnya perkembangan
kejahatan dalam masyarakat, di samping alasan lainnya
yaitu alasan politis. alasan sosiologis dan alasan praktis.
Ketiga alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik yang
menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaharuan
hukum.”’

Dipandang dari sudat politik; negara Indonesia yang
telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang
diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol
dan merupakan suatu-keb#nggaan-dari suatu negara yang
telah merdeka dari jerat/penjajahan politik. Sebaliknya,
KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari
penjajahanolehNnegara_yang, membuat=KUHP tersebut.
Dengan demikian. dari~sudut politik sudah waktunya bagi
negara untuk mempunyar KUHP Nasional sendiri sebagai
identitas politik dari sebliah riegara yang merdeka.>®

Alasan kedua berasal dari sudut sosiologis.
Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan
dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu
berkembang. Int berarti bahwa nilai-nilai sosial dan
kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam
pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk
mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-
nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam

¢ Ihid,

57 Ihid . him.34

*® Hanafi Amrani. Politik Pembaruan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ull
Press. 2019). him_11
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masyarakat tentang apa yang baik, yang benar. yang
bermanfaat. atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam
KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir
kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum
pidana. sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan
hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk
mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu
aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan
bangsa. *°
Dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi
KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda. maka
merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda
agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat. Hal tersebut juga
vang dwnggap seringkall berpotensi terjadinya  salah
menafsirkan  makna  atwran dalam KUHP. Ditambah.
Kiranya hal ini tidakmungkin diharapkan dari bangsa vang
sudah merdeka dan-mempunyai_bahasa nasionalnva sendiri.
Maka dari sudut pandang-ini’ KUHP yang sekarang inipun
harus diganti dengan KUEPE Nasicnal *
2. Kilitih dan AKkibat' Hulcumnya
Kiitih adalah< gerilaku  agresivitas yang dilakukan
dengan sengaja untuk melukai seseorang. Nelitih-klitih
dalam  konteRs |_kenakalan "temaja~~adalah berkeliling
menggunakan kendaraan yang dilakukan sekelompok
oknum kelompok pelajar dengan maksud mencari pelajar
sckolah lain yang dianggap sebagai musuh.®!
Mulanya istilah “&litilr" tidak merujuk pada suatu
hal yang negatif. Dalam bahasa Jawa. klitih atau “nglithil™
diartikan scbagai suatu aktivitas keluyuran atau mencari

T hid _hlm 12

" Thiel.

‘Ahmad Fuadi . Titik Muti'ah . Hartosujono, “Faktor-Faktor Determinasi
Perilaku Klitih™, Jurnal Spirits, Vol 9 No.2 Mei 2019. him.90
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angin di luar rumah. ®* Pemaknaan itu saat ini sudah tidak
lagi relevan. Kini, istilah kiitih dimaknai sebagai aksi
kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja
menggunakan benda-benda tajam untuk melukai sampai
menyebabkan hilangnya nyawa korban. ¢

Klitih tidak hanya mengancam pelajar tetapi juga
mengancam mahasiswa, orang dewasa, dan masyarakat
umum. Banyak korban aksi brutal remaja tersebut, ada luka
ringan. luka parah. bahkan ada yang meninggal dunia.
Korban perbuatan klitih yang didasari dengan kejahatan itu
sendiri tidak memandang umur yang menjadi korban
kejahatan itu sendiri. Mereka melakukan perbuatan klitih
itu hanya untuk bersenang senang-atau membalas dendam,
misal saling ejek antarsekglah ataupun mencari korban asal
asalan untuk kesenangan“mereka $endiri. Perbuatan yang
mereka lakukan bisa jadi péngaruh tinuman beralkohol.

Perbuatan klitih—ini-yang-disertai kejahatan seperti
pembunuhan ataupun “penganiayaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338
KUHP Tentang \Rembunuhat, dan 354-KUHP Tentang
Penganiayaan yangy emengakibatkan korban meninggal
dunia. Pasal tersebut para pelaku terancam hukuman 15
Tahun penjara. | Tefsangka |dibawah-umiir akan diproses
sesuai dengan sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 80
Ayat 2 dan 3 UndangUndang No 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada
pasal 45 KUHP menetapkan mengenat kriteria dan usia
anak. anak yang dapat diajukan ke pengadilan karena

"> Nurhadi. “Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Ini Arti dan Sejarah
Awal Mulanya” dikutip dari  fuips: nasional tempo.coread 1544480 klitih-
kembali-terjadi-di-vogyakarta-ini-arti-dan-sejarah-avwal-nulanya/full & view - ok
diakses pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 jam 22.15 WIB
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kejahatan yang dilakukan yaitu bila anak tersebut telah
mencapai usia 16 tahun.®

Anak yang melakukan tindak akan dimintai
kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab anak tersebut
telah melanggar ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor
11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menetapkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut anak adalah anak yang tetah berumur 12
(dua bélas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
menetapkan anak addlah; seseorang yang belum berusia 13
(dclapan belas) tahun, termasukZ anak yang masih dalam
kandungan.  Anak) yang berhadapan dengan hukum
merupakan anak yang telah mclahggar undang-undang. dan
akan  dikenai  |pertanggungjanaban  pidana  atas
perbuatannva.®®

Tindak pidana-klitih-yang-terjadi di Yogyakarta ada
juga yang dilakukan oleh.orang yang sudah dewasa alau
lebih dari=8 Tahun. Pelakutindak ‘pidana-ni tidak semua
dari kalangan pdlajad tetapi ada juga dari mahasiswa
ataupun tidak sekolah.

3. Teori Maqasid Syarialt As-Syatibi
a. Magqasid Syariah
Salah satu konsep penting dan fundamental
yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah
konsep Magashid Syari'ah yang menegaskan bahwa
Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara
maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui

* Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU11P)

* Hartanto An Gie Saputra. “Pembaharuan Batas Usia Anak dalam
Undang-LUindang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dikaithan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak™  JOM Fakwlias Tlekum
{ wiversitas Rian. Vol 3 No. 2 Oktober 2016, hlm.2
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oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam
keberislaman. Adapun ruh dari konsep  Magdshid
Syari'ah adalah  untuk  mewujudkan  kebaikan
sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik
manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan
dengan inti dari Magashid Syari’ah tersebut adalah
maslahat, karena Islam dan maslahat laksana
saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Kata ‘magasid’ adalah bentuk jamak (plural) dari
kata ‘magsad’, yang berarti tuntunan, kesengajaan dan
tujuan” Kata syariah menurut bahasa artinya ‘jalan
menuju sumber mata-air-atau_jalan ke arah sumber
kehidupan. Maqgashid Al-Syari’ah ialah 'Al-Ma aniy
al-latiy syuri‘at lahd¥alahkam' artinya ‘makna atau
nilai yang menjadiv tujuan~ disyariatkannya suatu
hukum’ Dalam Ilmu Usid al“Figh, bahasan magdashid
al-syarr'ah bertujuan-entuk—mengetahui tujuan-tujuan
yang hendak dicapai perumusnya (Allah swt. dan rasul-
Nya}) dalam mensyariatkan hukum dalam Islam. Tujuan
hukum,_ini| merupakari salah satu faktor pénting dalam
menetapkan hukwm, Islam yang dihasilkan melalui
ijtihad.%

Ibn | Ashur ) (Wi 1393 H/\ /1973 M)
memberikan definisi yang menarik bahwa magashid
al-syart’al adalah nilai atau hikmah yang menjadi
perhatian syari” dalam seluruh kandungan syariat, baik
yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-
nilai itu memuat nilai universal syariah semisal
moderasi (al-wastiyah), toleran (ai-tasamuh) dan
holistik (al-shumul). *Alal al-Afasi (w: 1394 H /
1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa
maqgashid al-syart’ah adalah tujuan utama (al-ghayah)

" Andi Muhammad Akmal, “Kehujjaan Maqasid Al-Syar’iyah™, .lsh-
Nhalabah Vol. 4 No. 1 Januari 2018, him.22



37

daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan
oleh syari’ sebagai landasan dalam setiap hukum
syariat. Menurutnya.  magashid al-syart'ah menjadi
dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan
dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua
pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa
magashid al-syari 'ah bisa  mencakup  tujuan-tujuan
yang bersifat universal yvaitu menegakkan maslahat
dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan
hukum yang bersifat partikular  semisal tujuan-
tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.®’

Secara gartisc besar. “para ulama memberikan
gambaran tentang teogi Maqd@shid Svert 'ah yaitu bahwa
Magashid Syarijuh harus berpusat dan bertumpu dalam
lima pokok kemaslahatanm yaitu : kemaslahatan agama
(hifz  al-din).| Zkemaslahatan jiwa (hifz  al-nafs).
kemaslahatan “—akal” (k= «al-agl). kemaslahatan
keturunan (hifz"¢l-nast)/dan’kemaslahatan harta (hifz
al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi
tersendiri.“yaita peringkat-pokoliprimes (Jharuriyvar).
peringkat kebutthan/sekunde\{jjivary dan peringkat
pelengkap/tersier  (fehsinnvar).  Dalam  penetapan
hukumnyay | unilan| “peringkat Aimi  akan  terlihat
kepentingannya  manakala  berientangan  dalam
kemaslahatannya. Peringkat dherwrinvaer menduduki
tempat pertama. kemudian Aajjiivat mendahului
peringkat tahsiniyat. Bisa diartikan bahwa peringkat
ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat
pertama dilengkapi oleh peringkat kedua. *

Dharuriyyar dimaknai sebagai kebutuhan vang
tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam
rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan

“" Musolli, *Magasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada lsu-lsu
kontemporer”, 4s-Turas, Vol.5 No.1 Januari-Juni 2018 him.63
" thid., hlm.64
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(al-umur al-khamsah), baik dengan menegakkan sendi-
sendi yang utama, menetapkan Kkaidah-kaidahnya,
menolak kesengsaraan (al-mafasid) yang atau akan
yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat
pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi
kelima pokok tersebut. Hajjivar adalah satu kondisi
yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok,
namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal
rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi
musafir. Sedangkan tahsiniyyar diartikan sebagai
kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat
manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya.
tentu  memperhatikan__ dan; | kesesuaian  dengan
kepatutannya.®®

b. Konsep Maqasid Syariali As-Syatibi

Berbicara masalah “Magdshid Sywi’ah adalah
berbicara apa maksud /dari-/Pensyariatan Agama.
Memperhatikan bebagai_persoalan yang dibicarakan
Al-Qur’an dan \berbagai\tujuan |daei\ penjelasan Al-
Qur’an dapat | kita tapgkap jbahwa tujuan dari
pensyariatan Islam itu adalah untuk memberi rahmat
sekalian alam. Islam) melalui~penjelasan Al-Qur'an
lelah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini,
manfaatnya. bagaimana caranya memanfaatkan yang
benar dan yang menyebabkan kerusakan.”

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah
Magqgashid Syari’ah yang secara literal berarti tujuan
penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Miwwafaqgat
karya gemilang Asy-Syatibi. Magashid Syari’ah
menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul figh yang

™ thid.

" Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf. *"Konsep Magasid Syariah
Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat™, 4/-Vaebsur , Vol.15 No.l Maret
2021. him.34
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berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara
etimologi magasid berasal dari kata ga-sa-da yang
berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara
terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan
rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari® dalam
setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan
manusia.

1) Pembagian Magashid Syari’'ah Menurut  Asy-

Syatibi

Magashid ~ Syari'ah secara  umum  dapat

dikelompokkan menjadi dua katagori  yaitu:

pertama yafg <berkaitan, dengan tujuan syariah

(Tuhan). Kedua yang betkaitan dengan tujuan para

Mukallaf (orang yvango telah mampu  bertindak

hukum). Jadi, dapatdililiat dari dua sudut pandang

yaitu:”!

a) Magashid-Syari afrtTujuan Tuhan)
Magashid’Syari“alr-mengandung empat aspek
yail
(1) Tujuan—" awal’| dari™\ ~syariat  vakni

kémdslahatan diduiia dan diakhirat
(2) Syariat scbagai sesuatu yang harus di
pahami.
(3) Syariat sebagai suatu hukum takiif yang
harus dilakukan
(4) Tujuan svariat adalah membawa manusia
ke bawah naungan hukum.
Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan
hakikat maqasid alsyariah. Aspek kedua
berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat
dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan
vang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan
dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan

! ibid. him.33-36
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syariat dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan. 1Ini juga berkaitan dengan
kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
Aspek yang terakhir berkaitan dengan
kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah
dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam
istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat
berupaya membebaskan manusia dari kekangan
hawa nafsu.

b) Magasid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)
Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu
menurut asy=syatibi— terbagi kepada tiga
tingkatan| “yaitu  kebutuhan  dharuriyar
kebutuhan Hajiyat."dan-kebutuhan rafisiniyat.
(1) Kebuthhan dharuriiar

Dharariyat| | lalaly kebutuhan yang harus
ada dan ketiadaanya akan menghancurkan
kehidupan/ | “secara’/ total. Bila tingkat
kebutshan ini tidak terpenuhi. akan
terancam_keselamatan umat.manusia baik
di duniaymaupun diakhirat kelak. Menurut
imam™ asy-syatibi” ada lima hal yang
termasuk ) 'dalam “katagori ini. yaitu
memelihara agama. memelihara jiwa.
memelihara akal. memelihara kehormatan
dan keturunan. serta memelihara harta.
Dan supaya lebih terperinci lagi Magashid
Syari’ah di dalam dharurivar  terbagi
menjadi lima yang disebut dengan «f-
kulivat al-khamsah yaitu: pertama. hifd:-
din artinya terjaga norma agama dari hal-
hal yang mengotorinya baik dari sisi
akidah maupun amal. Kedua. hifdz nafs
yaitu melindungi hak hidup setiap individu
dan masyarakat secara kolektif sera segala
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hal yang dapat mengancam jiwa. seperti
pemberantasan penyakit menular dan
hukuman bagi pelaku pembunuhan dan
sebagainya. Ketiga, hifdz agl mencegah
terjadinya cacat pada akal yang dapat
mengganggu daya pikir dan kreativitas.
karena akal sangat urgen sekali dalam
menumbuhkan semangat menggali nilai-
nilai agama sehingga harus di jaga dari
hal-hal yang merusaknya seperti minuman
keras, narkotika dan lain sebagainya.
keempat,  Aifd= nashl. melangsungkan
kelestarian, generasi dengan memudahkan
proses (“permikahan. menghindari setiap
kebijaksanaan <“yang dapat memutus
kelangsungan Widup scperti  vasektomi,
tubektorii, dan—sebagainva. kelima. hifdz
matomengembangkan  sumber-sumber
perekonomian rakyat. menjamin hak milik
pribadi~ [dan~.menjaga\ keamanan harta
tersebut. Setiap avat hukum bila diteliti
akan ditemukan alasan pembentukannya
yany tidaky lain Grdalahhuntuk memelihara
lima pokok diatas.

Kebutuhan Heajiver

Hajiyar ialah kebutuhan dimana bila tidak
terwujudkan tidak sampai mengancam
keselamatannya. namun akan mengalami
kesulitan. Jlafiver vang dimaksud untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan
pemeliharaan terhadap lima unsur pokok
lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal
yang diperlukan manusia dengan tujuan
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membuat ringan. lapang, nyaman, dalam
menanggulangi kesulitan-kesulitan beban
yang harus dipikul dalam mengarungi
kehidupan. Dalam katagori ibadat islam
mensyariatkan beberapa hukum rukhshah
(keringanan)  bilamana  kenyataannya
mendapat kesulitan dalam menjalankan
perintah Allah. Misalnya seperti islam
membolehkan tidak berpuasa bagi orang
yang berjalan jauh dengan syarat diganti
dan demikian juga dengan orang yang
sakit. Dalam katagort Muamalat. hukuman
diyat| bagi _pembunuh tidak sengaja dan
menanggithkan hukuman potong
langanatas, scorang | vang mencuri karena
terdesak untuk menyelamatkan jiwanya
dari kelaparan,
(3) Kebutuhantahsinivat

Tahsinivat ialah tingkat kebutuhan yang
apabila fidak\terpenuhiftidakDmengancam
eksistensi salah satu dari lima pokok diatas
dan” tidak™ pula " menimbulkan kesulitan.
Tingkat Kebutuhan-wu berupa kebutuhan
pelengkap. Tahsinivar ini  juga dapat
disebut suvatu yang diperlukan untuk
menjadi  kehidupan lebih indah dan
harmoni yang dapat menghiasi kehidupan
sosial dan menjadikan manusia mampu
berbuat dalam urusan-urusan hidup secara
lebih baik. Dalam lapangan ibadat menurut
Abd. Wahab Khallaf. umpamanya islam
mensyariatkan bersuci baik dari najis
maupun dari hadas. baik pada badan
maupun pada tempat dan lingkungan.
Islam menganjurkan berhias ketika hendak
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ke masjid. menganjurkan memperbanyak
ibadah sunnah. Dan dalam lapangan
muamalat islam melarangkan boros, kikir.
menaikan harga dan lain-lain.

2) Syarat- Syarat dalam Memahami Magashid

Syari ah Bagi Asy-Syatibi

Menurut iman asy-syatibi ada tiga syarat yang

dibutuhkan dalam rangka memahami magqasid Al-

syariah. Ketiga syarat itu adalah:™

a) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab
Seseorang yang akan memahami Al-Qur an
termasuk™ kandungan, maqgasid Al-syariahnya
menurtls Asy-Syatibi - harus memiliki
pengetaifuan tentang | bahasa arab termasuk
didalamnya “pengetahuan tentang kebiasaan-
kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan
bahasa “mettka. 7 Berdasarkan atas tingginya
bahasa Al-Qurian “maka pengetahuan tentang
bahasa arab pada hakikatnya _mesti dimiliki
ol¢h orang—yang “ngin'mendalami kandungan
Al-Qudrtan]  Pengetohvan  dan kemampuan
bahasa arab dalam  memahami Al-Qurian
{kandupean/aspekSyariatitya) bagt Asy-Syatibi
menjadi tolak ukur pemahaman syariat itu
sendiri.

b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah
Menuruta syatibi. sunnah merupakan sumber
kedua ajaran agama setelah Al-Qurian. Bagi
asy-syatibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat
secara rasional dan tekstual. Secara rasional.
sunnah merupakan penjabaran dari Al-Qur an.
Ini berarti sunnah scbagai penjabar. menepati
posisi yang lebih rendah dari posisi yang

o Ihid  hIm 36-37
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dijabarkan. Apabila al-quran yang dalam
istilah asy-syatibi disebut mubayyan tidak ada,
maka hadis sebagai bayyan tidak diperlukan.
Akan tetapi jika tidak ada bayyan, maka
mubayyan tidak hilang.
¢) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat

Sebab-sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk
adanya pertanyaan umat yang harus dijawab
oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk
munculnya peristiwa-peristiwa tertentu. Ayat-
ayat Al-Quran yang turun dengan latar
belakang tertentu; hanya dapat dipahami secara
sempurna| dpabila lataf/belakang yang menjadi
sebab turunya“ayat’ ity dapt diketahui dengan
baik. Oleh “karema 4tu. bagi asy-syatibi,
pengetahuan tetang sebab turunnya ayat adalah
mutlak diperlukan untuk ' memahami kandungan
al-quran. Sebab'turun.ayat menurut Asy-Syatibi
merupakan faktor—faktor ekstern_yang cukup
menentukanmaksid-dari suatu-ayal

4. Magqasid Syariah menuaruatSyaitibi
Secara umuin, kitall A/ Minwvafagat bexisi 5 kajian inti,
yaitu:”?
1) Bagian I berisi pendahuluan
2) Bagian Il berisi kajian tentang hukum-hukum
syariat

7 Berdasarkan Al Muawafaqat. editor Syekh Abdullah Diraj. Dar Al
Hadist —Cairo 2006. Kitab Al Muwafaqat dibagi kedalam 2 Jilid, 4 juz, dan 5
bagian. Pada jilid pertama terdapat juz | yang berisi bagian 1 dan 2, dan juz 2 berisi
bagian 3. Selanjumnya pada jilid Kedua terdapat juz 3 berisi bagian 4. dan juz 4
berisi bagian 4 dan 5. Dikutip dari anikel Herdiansyah, “Al Muwafaqat Karya
Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W: 790 H/1388 M)(Kajian Historis, dan
Kandungan Isi Kitab)”, Jurnal Hukum Das Sollen. Vol. 3 No. 1 2019, him.6
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3) Bagian Il berisi kajian tentang Magashid
Syart ah dan segala yang berhubungan dengannya
dari hukum-hukum syariah

4) Bagian VI Membahas tentang dalil-dalil sumber
pengambilan hukum.

5) Bagian V berisi kajian tentang ljtihad dan Tagl/id.
Jika kita perhatikan secara menyeluruh dari pembagian
diatas. dapat disimpulkan bahwa kitab Al Muwafaqat
berisi pembahasan inti yang selalu dikaji dalam kajian
Ushul Figh. Hanya saja Imam Syatibi selalu
menyertakan ruh  Magashid dalam setiap
pembahasannya. Dimulai dari mugaddimah hingga akhir
kitabnya tentang ijtihad.

Jika diatas merupakan cakupan isi kandungan Al
Muwalagat secara ‘umumy” maka dalam pembahasan ini
akan diulas secarazkhusus tentang bagian ke tiga yang
terdapat dalam Al-Muwafagat, vaitu tentang Magdashid
SvertT'ah. Pembahasan™-Maqashid Syariah dalam Al
Muwalagat, dapat , dibagi. kedalam ,4 _bagian yaitu:”?
Mgaddimal.\ Magasid: \Syam? \Magasid~"Mukallaf. dan
terahir  penutup| Gahg  Berigi Akajian  khusus tentang
bagaimana cara mengetahui Maqgashid Syari'.

Diawal “pembahasan’ [{€ntang AMagashid  Syari ah
dalam kitabnva Al Muwafagat. lmam Syatibi membagi
Magashid tberdasarkan  sumber asalnya) kepada dua
macam. Yuitu Muagashid syari'(Allah Swt) dan Aagashid
Mukallaf (manusia sebagai hamba).

Magashid Svari' terbagi empat macam, yaitu:”

1y Magashid Svari' dalom meletakkan syariat untuk

permulaan (tujuan utama syariat diturunkan).

™ Herdiansyah, “Al Muwafagat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W:
T90H:1388M) (Kajian Historis. dan Kandungan 1si Kitab)™. Jurnal Hukem [as
Soflen Nal, 3 No. | 2019, him.6-7.

T thid  him.7
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2) Magashid Syari’ dalam meletakkan syariat untuk
dipahamt. (adanya syariat agar dipahami).

3) Magashid Syari’ mengenai tata cara manusia
masuk ke dalam koridor syariat dan bagaimana
mengamalkan syariat tersebut.

4) Magqashid Syari’ jika manusia sudah berada dalam
koridor syariat.

Sebelum menerangkan secara rinci empat macam

Magashid  Syari’ inilah Imam Syatibi memberikan

pendahuluan tentang apakah hukum-hukum

syariat itu mengandung illah atau hikmah.

Pendahuluan ini sangat penting dalam pembahasan

Magashid selanjutnya.  Karéna jika hukum-hukum

syariat tanpa illah atau’ Rikmah, maka pembahasan

tentang Magashidi Svawigh takkan pernah  hadir.

Karcna inti kajian Maqgdashid adalah tentang Hllah

atau hikmah (tujuan)” diturunkannya hukum-hukum

tersebut. Dalam hal’Zini.‘para-tilama terbagi kedalam
dua kelompok. kelompok pertama_berpendapat,
bahwa' hukum ‘syaniat [TidakDmengandung iflah atau
hikmah sama sekali. Pendapat ini dipelopori oleh Imam
Arrazi. Sedangkan kefompok = Kedua  berpendapat,
bahwa hukum( —hukum syariat mengandung
hikmah. vakni memelihara kemaslahatan umat
manusia di dunia dan di akhirat. pendapat ini
dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. vang kemudian
disepakati para ulama figh kontemporer, termasuk

Imam Syatibi. Sctelah  meyakinkan bahwa hukum-

hukum syariat mengandung hikmah. Maka

kemudian lmam syatibi mulai merinci pembahasan

Maqashid Syari' sebagai berikut:’®

1) Maqashid Syari’ dalam meletakkan syariat untuk
permulaan  (tujuan utama syariat diturunkan)

o thid
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Dalam pembahasan pertama tentang
magqashid syart’ ini. Imam Syatibi
membaginya kepada 13 masalah (sub bahasan). Inti
pembahasan dari ketiga belas 13 masalah
ini adalah bahwa tujuan diberlakukannya syariat
ialah demi keberlangsungan kehidupan dialam
raya berserta isinya. Yang kemudian bisa dirinci
kedalam 3 bagian:”’

a) Tingkatan Magashid berdasarkan
kemaslahatan. beserta hubungan tingkatan
satu dengan yang lain. (Macam Magashid
syariahc berdasatkan  kemaslahatan terbagi
ligac yaitu Darurivvat  (primer).  Hajivvot
(sekunder). Tafisinivyar (lersier);  Hubungan
ketiganya saling| melengkapi satu  dengan
vang Jain; Y Syarat-syarat menjadi
pelengkap: Barwurinvar sumber  asal Hajivvat
dan’Fahsiniviat)

b) Tinjauan _ Mashalih  (kemaslahatan) dan
Mafasid (kervsakan) datamJsyariat.

¢) Sydrial terjaga sepanjang masa.

2) Magqgashid Syari' dalam meletakkan syvariat untuk

dipahami!

Pembahasan bagian kedua ini terbagi ke dalam 5

masalah. Inti pembahasannya ialah bahwa svariat

ini diturunkan dalam bahasa Arab. dan bersifat

unni. Yang kemudian bisa dirinci menjadi 4

bagian:™

a) Al Quran berbahasa Arab seluruhnya.
tidak ada campuran bahasa ‘Ajam(Asing)di
dalamnya.

T Ihid . him .8

™ thid
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b) Penerjemahan dan penafsiran Al Qur'an
kedalam bahasa asing.

c) Syariat bersifat wmmi, karena diturunkan
kepada Nabi dan penduduk yang mayoritas
unuimi.  (Artinya syariat turun  dengan
kemudahan untuk dipahami)

d) Cara menggali hukum syariat berdasarkan

Nash-nashsyariat, (apakah melalui
pemahaman tersurat atau tersirat, atau kedua-
duanya).

3) Magashid Syari’ mengenai tata cara manusia
masuk ke dalam_—koridor. syariat dan bagaimana
mengamalkan Syariat tersebut.

Pembahasan | ‘bagian 7ini- | terbagi kedalam 12

masalah. Denganvinti ‘kajiannya bahwa  hukum

syariat dibebankan kepada  mereka  yang
mampu melaksanakannya.Yang kemudian dapat
dirinci kedalam 3 bagian:™

a) Qudrah (Kemampuan) seorang hamba
adalah) ‘syarat |~dibénlakukannya pembebanan
hukum kepadanya,

b) Masyagqal (Kesusahan) dalam  pelaksanaan
hukum ['syafiat. (Pengertian Masyagqalh:
Masyaqqah yang  dianggap dan  tidak
dianggap oleh syariat; Masyaggah melawan
hawa nafsu: Tingkatan Masyagqah berbeda-
beda).

c) Wasathiyyah (tidak berlebih-lebihan) dalam
syariat islam.

4) Magashid Syari’ jika manusia sudah berada dalam
koridor syariat.

Pembahasan bagian terakhir dari Magashid

Syari’ ini  terbagi kedalam 20 masalah. Inti

™ {hid . him.9
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pembahasannya adalah bahwa tujuan syariat
diturunkan ialah untuk mengeluarkan manusia
dari kongkongan hawa nafsunya. schinggga ia
ikhlas dalam menjalankan titah Tuhannya. Tanpa
merasa terpaksa. Rincian pembahasan ini bisa
dibagi kedalam 9 bagian:*’

a) Magashid berdasarkan orientasinya terbagi
terbagi dua. Ashli (utama/pokok). dan Tabi'ah
(turunan/rincian).

b) Daruriypat terbagi dua; pertama: Manusia
mendapatkan kemaslahatannya  secara
langsung: Keédua: “Manusia tidak mendapat
kemaslahatannya secata langsung.

¢) Kewajiban  dalam ibadah setiap orang tidak
boleh diganukan”olch orang lain. Sedangkan
dalam hal mulamalali boleh ada pengganti.

d) Pelaksanaan Syariat bersifat Denvenn
{kontinuitas):

e) . Syariat __bersifat__ unjversal _ bagi  setiap
Mukaltaftidak ~dikhustiskan-? kepada pihak
atau golOngan tertentud Semuanya sama dimata

svariat.
f) Sepala Kelebihair=vang Adiberikan Allah Swt
kepada Rasululllah Saw.  juga diberikan

scbagiannya kepada umatnyva (karcna sifat
syariat yang universal itu tadi).

g) Prasvarat diterimanya Karamah para  wali
adalah bahwa karamah itu harus selalu dalam
koridor syanat islam.

h) Adat istiadat (kebiasaan) dalam tinjauan syanat
dan hukum adat,

* Thid



50

i) Besarnya Ketaatan dan kemaksiatan
berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang
ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Setelah selesai pembahasan mengenai Magashid

Syari’, Imam Syatibi melanjutkan pembahasannya

mengenai Maqashid Mukallaf yang ia bagi kedalam 12

masalah. Inti  pembahasan  mengenai Magqgashid

Mukallaf adalah bahwa setiap tindakan yang

dilakukan manusia sebagai seorang hamba, harus

sesuai dengan Magashid Syari’. Rincian kajian ini
dapat dibagi kedalam 6 bagian:®'

a) Hukum perbuatan manusia didasarkan kepada
niatnya.

b) Segala niat (perbitatany, yang menyalahi Magashid
Tuhan, makaiperbuatan 4tu dianggap tidak sah
(batal).

¢) Macam —macam—"tindakan' berdasarkan selaras
atau tidak selaras/dengan-Magashid Tuhan.

d) Macam -macam _ tindakan berdasarkan
kemaslahatan dan 'Kerusakan yang-ditimbulkan.

e) Hukum menggugurkan thak AllahSwt dan hak
hamba.

f) Tipu nuslihat dalannberibadah.

Pembahasan terakhir tentang Magqdashid Syari’ah

dalam Al Muwafaqat ialah tentang bagaimana cara

mengetahui Maqgashid Syari’. Dalam  hal ini, Imam

Syatibi mengajukan beberapa metode agar dapat

mengetahui Magqashid Syari'. yaitu sebagai berikut:**

a) Berdasarkan Amar (perintah) dan Nafi (larangan)
yang terdapat secara jelas dalam nash-nash Al
Qur'an dan Hadist.

8 ibid

82 thid

L hima1o
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b) Berdasarkan fllah Amar dan Nahi.vaitu untuk apa

diperintahkan. dan untuk apa dilarang.

¢) Dengan mengetahui Magashid 4shli dan Thabi'i

yang tersurat secara jelas pada nash.

Imam Syatibi merupakan scorang ulama besar yang
menggagas ilmu Magqashid asy-syari'ah dan al-muwafaqat.
karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiyah
dalam bidang ushul figih sekaligus salah satu bentuk
reformast ilmiyah syariah secara menveluruh. Buku ini.
bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul figih
dengan metodologi baru yang berlandaskan istigra”™ dari
sumber utama syariah-Istgmstapi juga menjelaskan dasar-
dasar utama untuk memahanyt svariah sccara menyeluruh.

Tidaklah berl¢bihan katau kita katakan bahwa scbaik-
sebaik yang telahi lImam-Svatibi persembahkan kepada Kita
lewat  bukunya  al-punvdfugar  adalah metodologi
pemahaman Al-Qursan dan—sunnah vang menyeluruh dan
konperchensif. Paling tidak boku af-mnwafagar ing bisa Kita
jadikan pegangan untuk mengubah cara berpikir sebagian
umatilslam yang sering\mchyibuldkan«dirt dengan masalah
Juz ivah (parsiah) jkepada jcaga berpikir secara kulnvyed
(universal). dari perhatian yang begitu besar terhadap hal-
hal vang sifatnyal fonmalitas menyjly, perhatian kepada inti
dan substansi. mengubah kadaan kita yang telah terlalu
lama tenggelam di dalam mengejar sarana menuju keadaan
vang lebih baik. yaitu selalu mengedepankan  tujuan,
mengubah kebiasaan dalam mempertahankan status quo
dan teqglid menuju generasi yang selalu kreatif dan penuh
inisiatif.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A, Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penclitian ini

adalah hukum normatif yang bersifat kualitatif yang digali
sumber-sumber kepustakaan (library research) oleh karena itu
perpustakaan merupakan tempat untuk menggali sumber data

utamanya yang ditunjang oleh sumber-sumber lain yang relevan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1.

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer>yaitu| bahdn | hukum yang bersifat

autoritatif artinya ‘mempunyai—otoritas. Bahan-bahan

hukum primer terdiri“dari”\pertndang-undangan. catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dap ptitusan-putusan hakim! yatus

a. kitab Al-Miwnvafagar karyasAs-Syatibi

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Undang-Undang Né 35 Tahun 20)4 dentang Perubahan
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tenlang
Perlindungan Anak, dan

d. Teori Magashid Syari’al As-Syatibi.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat

kaitannya dengan data primer dan dapat membantu

menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu:

him. 141,

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 20i0).
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a. “Maqashid Syari"ah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi
dalam Kitab Al-Muwafaqat™ karva Suyitno dalam
Jurnal Muaddib.

b. “Konsep Magqashid Svari’ah [mam Asy-Syatibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat™ karya Agung Kurniawan dan
Hamsah Hudaf dalam Jurnal Al Mabsut.

c. artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
sanksi tindak pidana klitih di Yogyakarta.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan:

penjelasan  mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekundepsBahan hokum tersier vang digunakan
antara lain :

a. kamus al-Muanawwir A kaimus Arab-Indonesia) karya
Ahmad WarsonNMupaw «ir.

b. buku Al-Figh ARJinavah (Hukum  Pidana islam)
Memahami Tmdak, Pidana Dalam Hukum Islam karya
Marsaid.

Hukum Pidana lslam karva Nurrohman.

e o

suzat Kabaf mews.hiputan com=—\regional kompas.com
dan lainya.

C. Tecknik Analisis\)ata

Data yang diperoleh  berdasarkan  studi kepustakaan
kemudian dianalisis menggunakan beberapa langkah sesuai teori
Miles. Hubberman dan Saldana. yaitu: pengumpulan  data,
kondensasi/reduksi data (duta condensation). menyajikan data
(deata display), dan menarik Kesimpulan  atau  verifikasi
(conclusion drawing and verification).” Dari data vang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan tiga langkah Yang dapat
diuraikan sebagai berikut :

* Mathew 3. Miles. A. Michael Hubberman dan Johnny  Saldana,
Qualitative Data nalsis | Vethods Sowrcebook. Edition 3. (USA Sage
Publications. 2014). him. 12.
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Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data. baik
pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan
tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih
kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin
Jumiahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian
data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan

Menyajikan Data

Dengan  mendisplay ;; atau’ “menyajikan  data  akan
memudahkan untuk memahami” apa yang terjadi selama
penelitian  berlangsung. Setelald’| itu  perlu  adanya
perencanaan kerja berdasarkan“apa yang telah dipahami.
Dalam penyajian data’‘selain/’menggunakan teks secara
naratif, juga dapat berupa bahasa_nonverbal seperti bagan.
grafik, denah./matriks/dan-tabel ~Penyajidn'data merupakan
proses pengumpulan informasi, yangi disusun berdasarkan
kategori  atau  pengelompokan-pengelompokan  yang
diperlukan.

Verifikasi data

Langkah terakhir dalam teknik analisis dala adalah
verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila
kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara.
dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi
dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan
yag dikemukan pada tahap awal. didukung dengan bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke
lapangan mengumpulkan data. maka kesimpulan yang
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dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat

dipercava.
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BAB 1V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. SANKSI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG
MELAKUKAN TIDAK PIDANA KLITIH

Saat ini dalam peraturan perundang-undangan belum
terdapat pengertian dan pengaturan mengenai klitih, namun
klitih dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan. Klitih
sendiri merupakan perilaku agresivitas yang dilakukan dengan
sengaja untuk melukai seseorang. Klitih tidak bisa lagi dianggap
sebagai bentuk kenakalan remaja.tapi-sebagai tindak kriminal
karena pelaku tidak lagi [menyasar pelajar dari sekolah Ilain,
melainkan pengendara-pengendara yang |ada di jalanan umum.
Mereka menyerang  tanpa \pandang’ bulu. bahkan dalam
beberapa kasus klitih korbannya meninggal dunia.

Delik penganiayaan merupakan_salah satu bidang garapan
dari hukum pidana. Penganiayaan olch) KUHP secara umum
diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak
pidana yang diatur~dalapi [KUHP ditentukén, pula ancaman
pidananya. Demikian jugapada dclik penganiayaan serta delik
pembunuhan. Kedua delik int anedman’pidananya mengacu pada
Buku I Bab II tentarig-Pidana’ KUK PierGiamapada Pasal 10. Di
dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua
macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Melihat
kontelks dalam pasal tersebut maka delik
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penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana
pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara. kurungan
dan denda.

KUHP mengatur secara khusus mengenai penganiayaan

pada Bab XX sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1

—

(h

Pasal 351
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah,
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.
Jika mengakibatkan| mati. diancam dengan pidana penjara
paling lama tuyuh tahun.
Dengan  penganiayaansgdisamakan  sengaja  merusak
kesehatan.
Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

Kecuali vang “wrsebut_dalampasal 353 «dan 356. maka
penganiayaan  vange~tidak smenimbulkan  penyakit atau
halangan unwk “menjalankan pekerjaan  jabatan atau
pencarian. Jdiarieam. Jsebagai pengania¥aan ringan. dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling banvak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat
ditambah sepertiga bagi orang vang melakukan kejahatan itu
terhadap orang yang bekerja padanya. atau menjadi
bawahannya.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353
Penganiay aan dengan rencana lebih dahulu. diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana
penjara paling lama delapan tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih
dahulu, diancam dengan pidana’ penjara paling lama dua
belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah
diancam dengan pidana_penjara paling lama lima belas
tahun.

Rasal 356

Pidana yang ditentuhaindatan pasal351, 353. 354 dan 355

dapat ditambah dengan s¢pcrtiva:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,
bapaknya yang sah. istrinya atau anaknya;

2. jika kejahatan it dilakukan terhadap seorang pejabat
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan
yang berbahava bagi nyawa atau kesehatan untuk
dimakan atau diminum.
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Pasal 357
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan
berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan
hak berdasarkan pasal 30 No. | - 4.

Pasal 358
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau
perkelahian di mana terlibat beberapa orang. selain tanggung
jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan
olehnya. diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan. jika akibatpenyerangan atau perkelahian itu ada
vang luka-luka berat:

I

dengan pidana penjaraypaling|lama empat tahun. jika
akibatnya ada yang mati

Berdasarkan catatanr Palda DLY laporan kejahatan jalanan
masuk sebanyvak 58 kasus-sepanjang=2021, meningkat. 6 kasus
dibanding periode sebelumnya..Sebanyak 40 kasus di antaranya
terselesathan dengan total 102" pelaka 'dipréses hukum. Dari 102
pelaku pada tahun inil @80/ orang, di antaranya masth berstatus
pelajar dan sisanyva merupakan pengangguran. Angka tersebut
menunjukan bahwa'sebagiap besar pelaku/adalah anak dibawah
umur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat 1 menyebutkan “Anak
hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan
ketentuan dalam UndangUndang ini.” Kemudian pada ayat 2
“Anak vang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat
dikenai tindakan™ sehingga anak vang dapat dikenai sanksi
pidana adalah anak vang berusia diatas 14 tahun. Penahanan
terhadap Anak hanva dapat dilakukan dengan syarat anak telah
berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih: dan diduga
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melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7

(tujuh) tahun atau lebih.!

Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan
dan pidana.”> Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan
demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang
berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan
pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses
peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili,
pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang
memahami masalah anak. namun sebelum masuk proses
peradilan. para penegak hukum-—keluarga, korban dan pelaku
serta masyarakat wajib mengupayakan| proses penyelesaian
diluar jalur pengadilan.®

Menurut Pasal 81 ayat (I} sampai dengan (6) Undang-
Undang Perlindungan Anak-meliputi: *

(1) Anak dijatuhi pidana penjaradisLPKA apabila keadaan dan
perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara vang dapat dijatuhkan kepada anak paling
lama ‘2 (satu) perdua) dari-maksimum/Zanciman pidana
penjara bagi orang dewasa,

(3) Pembinaan di LKPA ditaksanakan‘sampai anak berumur 18
(delapan belas) takwn]

(4) Anak yang iclah menjalanil/2(satu perdua) dari lamanya
pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai
upaya terakhir.

' Pasal 32 Ayat 2 U'ndang-1'ndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilat Pidana Anak

* Bagian dari Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor,
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 104

¥ Ibid. hlm, 105.

* 1hid. him, 89



61

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
20]2 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan
Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
Restoratif. Restorative justice telah muncul lebih dari 20 tahun
vang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan
pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mendifinisikan restorative justice sebaga
suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak
pidana tertentu duduk ; bersama-sama untuk memecahkan
masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada
masa vang akan datang.|Proses.restorative justice pada dasarnya
dilakukan melalui diskresi (kebijakSanaan) dan diverst yaitu
pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal
untuk diselesaikan secaramausydwarah, dengan tujuan untuk
mendapatkan_keseimbangan_atau pemulihan keadaan. Dengan
menggunakan.konsep \festoratifs dilarapikans dapat  membuat
berkurangnva jumlah andkfanakayang ditangkap, diatahan. dan
divonis penjara. menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan
anak menjadi manusial (norntal —selimggdn dibarapkan  dapat
berguna kelak di kemudian hari.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: a. penvidikan dan
penuntutan pidana Anak vang dilaksamakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. kecualt ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini: b. persidangan Anak yang
dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum: dan
¢. pembinaan. pembimbingan.  pengawasan. dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan
dan setefah menjalani pidana atau tindakan. Dalam Sistemn
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Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud wajib
diupayakan Diversi.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak
pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah
7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana.’®

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara
korban dan Anak. menyelesaikan perkara Anak di luar proses
peradilan. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan
rasa tanggung jawab kepada’Anak.°

Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Polda DIY
dalam kasus penganiyaangyang bermodel “klitih™ dilakukan
dengan menerapkan pasalZpada KUHP, dengan pertimbangan
melihat kondisi korban dan-ddsar-yuridisnya yaitu Pasal 351
KUHP yvang berbunyi: (1)Pengantayaan-diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat‘ribt/]lima. ratus-tupiah/(2) Jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat. yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan
mati. diancam dengapidana penjara-paling lara tujuh tahun.

Pencrapan ini didasarkan apabila dalam proses penegakan
hukum keadaan korban sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) dan (2)
yaitu luka ringan dan berat, maka pelaksanaan diversi dapat
dilanjutkan. namun jika korban tersebut kondisinya sebagaimana
terdapat Pasal 351 KUHP Ayat (3) maka pelaksanaan diversi
tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan
oleh Polda DIY dalam penyelesian kasus penganiayaan dengan
model “klitih™ tidak bisa terselesaikan hanya menggunakan

¢ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
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penerapan  diversi atau dengan  penerapan  ancaman
menggunakan Pasal 351 KUHP, karena masih banyak ditemui
pelaku yang menutupi peristiwa tersebut. Perwujudan keadilan
substansial terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penganiayaan dengan cara “klitih”  dilakukan  dengan
memberlakukan KUHP apabila kondisi korban tersebut memang
dianggap parah atau meninggal dunia. namun demikian proscs
secara formil dalam pengungkapannya tetap menggunakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak karena pada intinya dalam KUHP dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak hukunm pesitif yang saling melengkapi
satu dengan lainnya.

Pada tahap sc¢lanjitnya terkait dengan sistem peradilan
anak perlu dilakukani statusamandemen ataw perubahan yang
melibatkan pihak-pihak yang kre¢dibel dan perspektif terhadap
hak-hak anak. maka-Undangzundang Sistem Peradilan Anak
harus membuat prioritas’pada’ hukuman-hukuman pengawasan,
hukuman-hukuman percobaan nen institusi. Apabila hukum non
intitusi (noa penalMinibukan aang tevbaikedan ternyata pidana
penjara adalah yangdatrbaik untuk kepentingan anak. maka harus
dipastikan bahwa kesejahteraan dan hak-hak terpidana anak
harus  terpenuhi, lindang —=undangy, harus  memberikan
persyarakatan yang ketat atas segala standar minimal perlakuan
bagi narapidana anak. Diantaranya adalah jaminan keselamatan.,
kamanan anak dari berbagai kekerasan. diskriminasi. eksploitasi.
bebas dari stigma dan jaminan behwa dalam institusi
perampasan kemerdekaan (pidana penjara). anak-anak akan
belajar nilai-nilai  positif vang membuatnva paham  atas
kesalahan yang telah dilakukan. memahami dengan tepat
keberadaannya dalam istitusi pemidanaan, menghormati hak
orang lain. dan anak diberikan jaminan untuk tumbuh dan

I8

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
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kembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mandiri untuk
meraih masa depannya. Sebagaimana konsep parent patriae
dalam filosofi rehabilitasi, bahwa Negara berkewajiban
memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak
sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Atas
dasar konsep tersebut maka penanganan anak yang berhadapan
dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi
kepentingan terbaik anak. Anak dipandang sebagai korban
keadaan dan lingkungan, akan tetapi bukan pelaku kejahatan.

B. SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN
ANAK DIBAWAH UMUR ,DALAM TINJAUAN
MAQASID SYARI’AH

Para ahli hukum Islam“mengklasifikasikan kejahatan
menjadi 3 yaitu: hudud, gisas danda’zir. Jika dikaitkan dengan
tindak pidana klitih, klitih termésuk ddlam kategori kejahatan
qisas. Sasaran dari kejahatart, ini--adalah integritas tubuh
manusia, sengaja atau tidak-sengaja.-la’ terdiri dari apa yang
dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap
manusia atau \crimes! against!” persons.! fAdapiin  menurut
Abdurrahman  Madjriej ¢dan Fauzan, al-Anshari  dalam
menjelaskan  tentang macam-macam qishash menyebutkan.
bahwa ada dua macam/perbliatan‘melanggar hokum yang bakal
dikenakan hukum qishash, yakni; pembunuhan yang dilakukan
terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh
{(pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan terhadap anggota
badan tanpa hak.®

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama dalam
penjatuhan sanksi pidana dalam syariat Islam adalah sebagai
berikut.

" Suyitno, “Maghasid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat . Vuaddib, Vol.05 No.01 Januari-Juni 2015, him.80
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1. Pencegahan
Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang telah
melakukan jarimah agar tidak mengulangi perbuatan
jarimahnya, atau agar ia tidak melakukan terus-menerus
perbuatannya tersebut. Disamping mencegah pelaku
jarimah, pencegahan juga berfungsi untuk mencegah orang
lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimabh,
sehingga menjadi peringatan bagi yang lain untuk tidak
melakukan jarimah sebab mereka juga akan mendapatkan
sanksi serupa.
2. Perbaikan dan pendidikan
Tujuan hukuman~—yang kedua adalah mendidik pelaku
jarimah agar ia \menjadi orang vang baik dan menyadari
kesalahannya. Islam “sangat memperhatikan terhadap diri
pelaku jarimah, dengam.dijatuhkannya sanksi atau hukuman
diharapkan akan jdmbul dalam’diri pelaku kesadaran bahwa
ia menjau jarimah-bukan karena takut hukuman akan tetapi
karena kesadaran-diri/dan’ Kebencian terhadap jarimah serta
dengan harapan mendapat ridha dari Allah swi.
Dalam pendidikan Isfam_dikenalZadanyva=sidah v 1 'dih. Ta dib
berasat dari akar kata~"jadabA, ~Adab™ merupakan satw konsep
kunci yang digunakan Al-Attas yang pada  hakikatnva
merupakan inti ‘pendidikan damproses/pendidikan. Adab yang
dimaksud al-Attas adalah ilmu tentang tujuan  mencari
pengetahuan itu sendiri. Menurut al-Attas. istilah yang relevan
mencerminkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam adalah
to'dib. Karena, makna ra'dib tidak terlalu sempit  sekedar
mengajar saja. dan tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain
dari manusia.”
Selain itu 1¢'dib sendiri mempunyai hubungan erat dengan
kondisi ilmu dalam [slam yang termasuk dalam sisi pendidikan.

*Abdurrahman Madjric dan Fauzan al-Anshari. Qishash. Pemtbalasan
vung Hak. (Jakarta: Khairul Bayan. 2003). him. 19
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Al-Attas lebih cenderung menggunakan istilah fa’dib untuk
konsep pendidikan Islam, karena selain mencakup unsur adab.
struktur konsep fa'dib sudah mencakup unsur-unsur ilmu (%),
instruksi atau pengajaran (fa’/im), dan pembinaan yang baik
(tarbiyah). Karenanya tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep
pendidikan Islam adalah sebagaimana terdapat dalam tiga
serangkai konsep tarbiyah-ta'lim-ta'dib.}°

Selanjutnya, al-Attas memberikan definisi /a'dib sebagai
berikut:

“Ta'dib merupakan pengenalan dan pengakuan yang
secara berangsur-angsur-— ditanamkan kepada manusia
tentang tempattempat yang tepat dari segala sesuatu dalam
tatanan  penciptaan; Sedemikian rupa. sehingga
membimbing ke arah'pengenazlan dan pengakuan
kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan
eksistensinya.”!!

Maksud "pengenalan" dalam definisi di atas adalah
mengetahui kembali “Perjanjian 'Pertama anfara ~anusia dan
Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa semua materi sudah berada
pada tempatnya masingmasing dalam’ berbagai hirarki wujud.
hanya saja disebabkan\dleh (kebodohan dan Kkesombongannya.
maka manusia kemudian merubah tempat-tempat tersebut
sehingga terjadilah ketidakadilan.'?

Penjatuhan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku
jarimah berdasarkan pertanggungjawabannya. Apabila ia sudah
memenuht  syarat  untuk  mempertanggung  jawabkan

* Hasan Langgulung, -sas-asas Pendidikan Islam, {Jakarta: Pustaka al
Husna, 2003), him. 3

" Syed M. Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam. hal. 75
dalam Wastuti, Konsep Ta'dib Dalam Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Syed
Muhammad Naquib al-Attas), hlm.7

" ibid

"2 lsmail Fajrie Alatas. Risalah Konsep Hmwu dalom Islam. (Jakarta:
Diwan. 2006). him. 113
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perbuatannya maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan
yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir Audah
bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri
dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para
ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak
dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada
manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk
membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk
dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara
psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring
berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui
sesuatu berdasarkan kemampuannya. akan tetapi
pengetahuannva itu masih tegbatas Zilau masih sangat lemah.
Kemudian kemampuan) manusia cakan tumbuh  mencapai
kesempurnaan seiring pertumbphan akalnya. Oleh karena dasar
itulah dijadikan pertanggungjavaban |pidana bagi anak dalam
figib jinayah. Ada beberapa masa, yang dilalui manusia dalam
figih jinayah vaitu: masa dimand seseorang tidak mempunyai
kemampuan pntuk herfikizmaka udak_dikenakan sanksi pidana
baginya. mase’ dimany Kemampuan "berfikir “seseorang lemah
maka tidak ada sanKsi [pidafa baginva melainkan sanksi
pengajaran. dan kemampuan bertikir seseorang sudah mencapai
kesempurnaan atauN felabodewasa_maka /sanksi pidana sudah
sclayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.'”

Ada 3 masa vang dilalui manusia mulai dari lahir sampai
dewasa, dari masa-masa inilah bisa ditetapkan sanksi bagi
seseorang:

1. Masa adanya ketidak mampuan bertikir
Masa dimana sescorang discbut belum baligh atau belum
mumayviz. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya
seseorang sampai mencapai usia tujuh (7) tahun. Meskipun
realitanya  terkadang  seorang anak  sudah  dapat

" Abdul Qadir Audah, A-Tasyri H-dine§ Al-islamy. (Beirut: Dar
Alkitab Al araby . t.t). him. 600
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membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7
tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan
dalam menentukan sesuatu ini disebabkan oleh faktor
individunya, lingkungannya dan kesiapan akalnya.
Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak
berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan
berfikir tidak pada individu seseorang akan tetapi
berdasarkan usia dan ketetapan ini berlaku secara umum.
Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum. Dengan
adanya ketentuan sepertii ini, maka akan memudahkan
hakim dalam memutuskan perkara. Pada masa ini anak
dianggap belum mumayyiz-atau-belum dapat membedakan
mana yang baik dan baruk. Oleh karena itu. jika seorang
anak melakukan jarimah sebelum “mencapai usia 7 tahun
maka tidak dikenakan; sanksi~“pidana begitupun sanksi
pengajaran. Anak tersebut dikembatikan pada orang tuanya
untuk dididik lebih Kkeras.dagi.dan ' diawasi secara ketat
Meskipun pada masa”ini seseorang tidak dikenai sanksi
pidana bukan berarti terlepas tanggung jawab. Anak
tersebut tetap Jdimintaj/ pertanggungjawaban secara perdata
yaitu ganti kerugian, Karena pada dasarnya kaidah dalam
syariat islam bahwa harta‘dan darah’dijamin kesematannya
dalam syara’. Hahiiii Sestai [dengan ‘iagashid svariah yaitu
menjaga nyawa dan harta."”

Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh.
Secara umum. para ulama memberikan batasan kedewasaan
pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah
dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun
perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika
seseorang melakukan jarimah pada masa ini maka tidak
diberikan sanksi pidana baginya. melainkan sanksi
pengajaran meskipun sebenarnya itu juga merupakan

“ Jbid, him. 601.
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hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran
bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan
jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika
sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan. Berdasarkan
alasan seperti di atas maka anak yang melakukan jarimah
pada masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana melainkan
pertanggungan secara perdata. Hal ini dikarenakan anak
tersebut belum dianggap mumayyiz.

Masa kemampuan berfikir telah sempurna

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan
kesepakatan ulama secara umum atau mencapat usia 18
tahun seperti batasap-yang diberikan oleh Abu Hanifah dan
Imam Malik. Pada “masa_,ini seseorang yang melakukan
jarimah akan diberikan“sanksi pidana atas perbuatannya.
Jika dia melakukan Zinawataw'mencuri maka dikenai sanksi
hudud. jika dia melakukan perboatan yang dikenai sanksi
qishas maka akan dikenaiQishas-atas perbuatannya.

Berikut ini pendapat ulamatentang' batas usia kedewasaan

seseorang.

1.

Mazhab Hanaft

Mereka berpendapat~bahwasanyascorang laki-lakt tidak
dipandang baligh scbelum ja” mencapai usia 18 tahun.
Kedewasaan anak laki-lakinsebagarmana,yang diriwayatkan
dari [bnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak
perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih
cepat. oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi
satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada
usia 17 tahun. Pendapat vang masvhur di kalangan ulama
Malikivah sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.'
Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak dikenakan
pertanggung jawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan
baik jarimah hudud. gishas. maupun fa'zir. Akan tetapi ia
dikenakan pengajaran {« dibivah. Pengajaran ini meskipun

* fhid. him. 602
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sebenarnya berupa hukuman juga. akan tetapi tetap dianggap
sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana.
Untuk pertanggung jawaban perdata ia tetap dikenakan,
meskipun ia dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana.
Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya
maupun jiwanya.

Mazhab Syafi’i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan
perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali
bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah
haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah
baligh. Mereka juga— berhujjah~ dengan apa yang
diriwayatkan dari Ibnu Uimar bahwadirinya diajukan kepada
Nabi saw pada hari perang Uhud’sedang ia ketika itu berusia
14 tahun. kemudian Nabi“tidak”"mémperkenankannya ikut
dalam peperangan. Setelah Ibat Umiar telah mencapai usia
15 tahun beliau mengajukan dirinva kembali untuk ikut
berperang, maka nabi2pun--memperkenankannya untuk
berperang. Pada usia lima belas tahun anak tersebut sudah
dikenai pertanggung jawaban atas<pérbuatdnnya.

Jumhur Ulama Figh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum
kelaziman. Kebiasaan yang terjadi-adalah/Seteiah terjadinya
ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan
demikian. maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh
yang dipandang usia faklif (usia pembebanan hukum).
Sedangkan dalam literatur bahasa vang lain disebutkan juga
anak dengan istilah mumayyiz yaitu anak yang mengerti
maksud dari kata kata yang diucapkannya. Biasanya usia
anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun
maka belum dikatakan musmayyiz. Hukum anak mumayyviz
itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini
maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul
tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya
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pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang
perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati
usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi
perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia
sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu
sampai berusia 15 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf dan
Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki
18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga
berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut
mercka lafaz > yang diterjemahkan dengan dewasa
dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut
dianggap telah matapg dari segi Kematangan fisik dan psikis.
Kebanyvakan fuqaha|membatasi usia baligh (dewasa) dengan
lima belas tahun. Imam_Hanifal) menetapkan usia dewasa
dengan delapan belas tahupPendapat para fuqaha di atas
berdasarkan atas hadis nabi vang diriwayatkan oleh Abu
Daud. Berdasarkan hadis tersébut seorang anak yang belum
dewasa tidak dikenai“sanksi’/pidana awas jarimah-jarimah
vang dilakukannya. Semua.ulama_bersepakat bahwa yang
dapat dikenakan' sanksi-pidana-adalali-yang”sudah dewasa
atau  baligh. Scséorang Adapat / dibebani  sanksi  atas
perbuatannya apabila sudah dianggap cakap secara hukum
atau dischut [nikallaf.) BerdaSackan fbeberapa penjelasan
tersebut bahwa anak yang dapat sanksi pidana sebagai
pertanggungjawnaban atas perbuatannva adalah ketika sudah
bermimpi dan telah nampak tanda-tanda kedewasaannya.
Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah
dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Anak yang belum baligh atau dewasa tidak di kenai sanksi
pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai
hukuman gishas adalah orang vang sudah dewasa sedangkan
anak yang di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana atas
perbuatan yvang dilakukannya karena mereka bukan orang-
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orang yang terkena taklif syar’i dan mereka tidak
mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas.!®
Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak yang
masih di bawah umur tidak dapat diberi sanksi jarimah
hudud atau gisas atas perbuatannya dikarenakan belum
mampu mempertanggungjawabkan disebabkan
ketidakcakapannya (mumayyiz) melainkan dikembalikan
pada orang tuanya dan orang tuanya menanggung akibat dari
perbuatan anaknya secara perdata. Pendapat Sayyid Sabig
berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi
Dawud.

Beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang
anak tidak dapat dijatuhi |sanksi_ pidana. Hal ini dikarenakan
bahwa anak belum mampu’ "mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Anak yanguinelakukan’ suatu tindakan yang
bertentangan dengan syara/Zmaka hanvd diberi sanksi tindakan
seperti pengajaran atau dikembalikan-pada orang tuanya namun
tetap dikenai sanksi perdata.yaitu-membayar diyat oleh orang
tuanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Diyar yang
diberikan sesuai 'dengan perbuatam Yangidilakwkan-anaknya. Jika
anak melakukan penganiayaan ataw, pembunuhan maka sanksi
yang diberikan adalah diyvarl jarimah gisas. Di era modern ini
bagi kelompok liberalN{yang banyak—=dipelopori oleh JIL dan
JIMM). pembahasan qishash adalah pembahasan kuno karena
hal itu merupakan tradisi bangsa Arab pra-Islam yang kemudian
dimasukkan ke dalam bagian hukum Islam. dan bertentangan
dengan magqashid al-syari'ah untuk menjaga jiwa manusia.

Dalam karvanya al-Muwafaqat, al-Syathibi
mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan
maqashid al-syari’ah. Kata-kata itu ialah magashid al-syari ah,
al-magashid al-syar’iyyah fi al-syari'ah dan maqashid min

'* Sayyid Sabiq. Fikilt Sunnah. Ahli Bahasa Oleh A. Ali. Jilid 10 Cet.iv (
Bandung: Al Ma’arif, 1990), him. 46.
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svar'i al-hukm."” Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata
yang berbeda. mengandung pengertian yang sama yakni tujuan
hukum yang diturunkan oleh Allah swt.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Syatibi sendiri
vakni:

[RY F R P
3 : = ay

Ga ol 350 kel G G p M aplis B8 ZAD

Artinya: “syari'ah ini. bertyjuan uniuk mewujudkan

. . , . - 18
kemaslahatan manusia di akhirat dan dunia bersama.”

Dalam ungkapan lain. Al-Syathibi menyebut:
el Aial B § L ST

Artinya  :  “Hakwm-hulww, | disyari ‘atkan uniuk

kemastahatan hambu. &

Apabila ditelaah  pernyataan= Al-Syathibi tersebut. dapat
dikatakan bahwa kandungan megashid al-syart’'ah  atau tujuan
hukum adalah kemaslahatan_wmatumanusia.

Pemahaman Magdashidd Sytrl'ak)) mengambil porsi cukup
besar dalam karyva Al-Syathibi. Magashid al-SvarT'ah secara
tidak langsung dipaparkan-hampicr-dalam Ké-empat volume al-
muwalagatnya. Pemberian, porsi yang besar terhadap kajian
maqashid al-svari’ah oleh "*Ad-Syathibi® ini. bertitik tolak dari
pandangannyva bahwad EémaaWewdjibanl fokfif) diciptakan dalam
rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum
Allah dalam pandangan Al-Syathibi vang tidak mempunyai
tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan /aklif
ma  la yutag  (membebankan  seswatu  yang tak  dapat
dilaksanakan}. Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-
hukum Tuhan. Dalam mengomentar pandangan Al-Syathibi ini,
Fathi al-Daraini memperkuatkannya. dengan ia mengatakan
bahwa hukum-hukum 1tu tidaklah dibuat untuk hukum itu

7 As-Syathibi. af-Muwafagat fi T shot al-Syari ah, (Beirut: Dar al-Kutub
al-"Timivah, 2019)

“Ihed, Juz | hlm. 3

™ thid. hlin. 107
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sendiri. melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.
20

Muhammad Abu Zahrah dalam Kkaitan ini menegaskan
bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak
satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun
Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.?' Ajaran
(doktrin) Magashid al-Syari’ah  Al-Syathibi, menurut Khalid
Mas’ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur
penting dari tujuan-tujuan hukum.?> Agaknya tidak berlebihan
apabila dikatakan bahwa Maqgashid al-Syari’ah Al-Syathibi
berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan
kandungan hukum Tuhap—dengan—aspirasi hukum yang
manusiawi.

Jika dilihat dari kacamatatal-Syathibi, maka sesungguhnya
qishash merupakan pembahasan™dalam salah satu bagian
Magqgashid al-Syari'ah  yang tiga. yakniz 2

1. Dharurivat

Dhururivat lalah 'kebutuhan! yang harus ada dan
ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total.
Bila tingkat_kebttuhan irfi” tidak terpenuhiy, akan terancam
keselamatan umat manusia baik di,dunia maupun diakhirat
kelak. Menurut imant” asy-syatibi’ ada lima hal yang
termasuk dalam™kdtagoti ) imi. vaitu- megmelihara agama.
memelihara jiwa, memelihara akal. memelihara kehormatan
dan keturunan. serta memelihara harta. Dan supaya lebih
terperinci lagi Magashid Syari'ah di dalam dharuriyat
terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-
khamsah yaitu :

Al Daraini, Farki. al-\anahij al-Ushulivah fi liiihad bi al-Ra*vi fi al-
Tasyri'. (Damsyiq: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), him. 28

2 Muhammad Abu Zahrah, Ushul ai-Figh, Diterjemahkan oleh Saefullah
Ma’shum dkk.. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) . him. 548

IMuhammad Khalid Mas’ud, Islamic lLegel Philosophy, (lslamabad:
Islamic Research Institut, 1977), him. 223

I As-Syathibi, w/-\finvafaqgat.. . hlm. 72
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a. hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal
yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun
amal.

b. hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu
dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang
dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan
penyakit menular dan hukuman bagi pelaku
pembunuhan dan sebagainya.

¢. hifdz agl mencegah terjadinya cacat pada akal yang
dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas.karena
akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan
semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus
di jaga dari; hal-hal vang merusaknya seperti
minuman keras; narketika dan lain sebagainya.

d. hifdz nashl.|umelangsungkan kelestarian  generasi
dengan memudahkan proses pernikahan. menghindari
setiap  kebijaksghpan——yang  dapat  memutus
kelangsungan hidup-seperiivascktomi. tubektomi dan
scbagainya.

e. hifdz | “mald Imengembangkam\ ~.sumber-sumber
perekonomiad_rakyata menjamin hak milik pribadi
dan menjaga keamanan harta tersebut.

Sctiap ayat “hukunm_bilavditelitiyakan, ditemukan alasan

pembentukannya yang tidak lamm adalah untuk

memelihara lima pokok diatas.

Hajivear

Hajivar ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan
tidak sampai mengancam keselamatannya. namun akan
mengalami  kesulitan.  Hajivar vang dimaksud untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan
terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain
hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat
ringan, lapang, nyaman. dalam menanggulangi Kesulitan-
kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi
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kehidupan. Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan
beberapa hukum  rukhshah  (keringanan) bilamana
kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan
perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak
berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat
diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam
katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak
sengaja dan menangguhkan hukuman potong tangan atas
seorang  yang mencuri  karena  terdesak  untuk
menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

Tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat—kebutuhan yang apabila tidak
terpenuhi tidak menganeéam eksistensi salah satu dari lima
pokok diatas dan tidak €pul@, menimbulkan kesulitan.
Tingkat kebutuhan fini “berupa “kebutuhan pelengkap.
Tahsiniyat ini juga dapat disebutsuatu yang diperlukan
untuk menjadi kehidupan debih-—indah dan harmoni yang
dapat menghiasi kehidupan/sosial dan menjadikan manusia
mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih
baik. Dalam lapangan ibadat mentrut Abd- Wahab Khallaf,
umpamanya islam mensyariatkan,bersuci baik dari najis
maupun dari hadas. baik ‘pada badan maupun pada tempat
dan lingkungan! Islam mernganjurkan-bérhias ketika hendak
ke masjid. menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.
Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros.
kikir. menaikan harga dan lain-lain.

Pada bagian al-dharurivah-lah  sesungguhnya pembahasan
qishash berada, yakni pada penjelasan menjaga jiwa, di mana al-
Svathibi menjelaskan :

menjaga agama, fiwa, keturunan, harta dan aka

Jaty Jly iy aadly alt dade oY) A il gl ¢ past

Artinya: “Cakupan bahasan al-dharuriyat ada lima, yakni
]”24

¥ fhid. him. 73
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Sebelum menyampaikan kata-kata di atas. al-Syathibi
menyebutkan ;%

- L 2z
A..""A"'L ._a\::-l.u; e [ty

Artinya: “Seperti gishash dan diyat (yang masuk dalam
pembahasan menjaga) jiwa”’

Pada halaman yang lain ia menyebutkan, bahwa :
PUCSRV.G PP LR L Y ST PR PPN TR SRt R I [Pt
Artinya: “maka mengenai hal-hal vang serupa dengan
gishash maka ia tidak termasuk dolam hal yang dharuri
(primer), tidak nampak yang menguatkkannya masuk dalam hal
yang hajy (sekunder), akan tetapi iahanva sebagai pelengkap

(rersier)”

Syekh Abdullah Darraz=dalam| mensyarah kata-kata di atas
dengan menyebutkan

. e -
Slaa !l wado i st

Artinya:  “sesungeuwlmya  hal  tersebhut mernupukan

pelengkap dari adanyaHikiaah al-giShush 7

Hikmah-hikmah tersebui bertasal dart firman Aflah swt dalam
surat al-Baqarah ayat |79 §cbagai berikut :

.
[

085 Ll N 385 ol 3 2

Artinva : “Dalam penerapan kisas ada juminan hidup
bagini, hai orang yang berpikir cerdas. agar kamu sekalian
menjadi orang-orang vang bertakwa.”’

= Ihid

*thid

- Qur'an Kanm dan Terjemahan Artinya. Terjemah. Zaim Dahlan,
Cetahan Kesebelas (Yogy akarta: Ull Press. 1999). him. 47
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Juga atas perintah Allah untuk menghormati nyawa manusia
surat al-Isra’ ayat 33 :

Gl ol i S8 Gl 2 o3y AL ) T o T e
A 5@,5;3&.{1@ EMEE

Artinya : “Jangan kamu membunuh seseorang yang
dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq. Barangsiapa yang
dibunuh secara zalim, kami beri kuasa kepada ahli warisnya
untuk menuntui. Namun, jangan kamu berlebihan dalam
menuntul balas pembunuhan; Ja. sungguh berhak mendapat

!I.’
pertolongan. '8

Dan hadits Rasulullah saw yang'menyatakan bahwa :
RRUEE BN RUNEES SSE P U NRITI RN IO N
s AL by e W et Al e K0 1 Ny gl Ny e
B g ) Rxdym CA G e K s iy e Y L

Ay U3 gl S W L EIRATE 3T At i -

A O e

Artinya: “Dqri Abu Huragirahredhiyallahu  anhu, ia
berkata. Rasulullah shattaliahte” ‘aleihi™~wd' “sollam bersabda,
“Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusy
(menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganiah
saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual i
atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara.
Seorang muslim adalah  saudara wntuk muslim  lainnya.
Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan,
berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini-belicu
memberi isyarat ke dadanya tiga kali-. Cukuplah sescorang

*® Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah. Zaini Dahlan.
Cetakan Kesebelas (Yogyakaria: Ull Press, 1999), him. 502
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berdosa jika ia menghing saudaranya yang muslim. Setiap
muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya. dan
kehormatannya. ™ (HR. Muslim)™

Adapun dalam memahami maksud di atas.
pelaksanaannya melalui tiga cara, vakni :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
Penelaahan ‘illah al-amr (perintah) dan af-nahyu (larangan).
3. Analisis terhadap af-sukut ‘an svarivyvah al-‘amal ma’a
givam alma 'na ol-mugtadha lah (sikap diam al-Syari” dan
pensyaratan sesuatu).
Berdasarkan ke-tiga |cara i atas. maka sesungguhnyva
pembahasan hukum gishash dalamOlslam merupakan bagian
yang dikaji melalui “pen¢laahan) “i/lah|al-comr (perintah) dan al-
nahyvu (larangan)”. Salah satw| perintah tentang pelaksanaan
hukum qishash ini berasal dari fioman Allah swt dalam al-
Quran surat al-Bagarab™avat” 178-179 dan hadits Nabi
Muhammad saw, dilsebagaimana-y ang-telah penulis paparkan
sebelumnya. “Adaplm Yilfer=suaui=hukum adakalanya tertulis
secara jelas dan adakalanypa tiddk eruilis sccara jelas. Apabila
Jllah 1tu tertulis secara jelas di dalam ayat atau hadits. maka
menurut  al-Syathibi Lharus/ méngikwtd bgaiyvang tertulis itu.
Karena dengan mengikuti yang tertulis tersebut. tujuan bukum
dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Hal ini
menunjukkan bahwa gishash merupakan bagian dari “ilfal vang
telah tertulis secara jelas di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah
ayat 179 vakni “Dan dalam qgishash itu ada (jaminan
kelangsungan) hidup bagimu. hai orang-orang vang berakal.
supaya kamu bertakwa.” Dengan demikian artinya. gishash itu
jika dilaksanakan maka akan menjamin kelangsungan hidup
setlap manusia.

PHR. Muslim no. 2564 diakses melalui https:rumaysho.com 23991-
hadits-arbain-35-kita-itu-bersaudara.html pada 20 April 2022 pukul 15.00
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Sepintas, hukum gishash nampak kejam, tidak manusiawi,
primitif, barbar, atau ketinggalan zaman. bahkan melanggar
HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi sejatinya menjaminkan
kehidupan pada perlindungan korban dan keamanan masyarakat.
Menurut Teaching Human Rights vyang diterbitkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah
hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia. yang tanpanya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup
misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan
segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup.
karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan
hilang. Memang, gishash merupakan-hukuman yang kejam.
namun hal ini terjadi karend pelaku pembunuhan juga kejam.
bahkan sangat kejam. Seseorang dianggap melanggar HAM
ketika hukum qishash akan dijalankan. namun orang yang telah
membunuh orang lain tidakl terkena hukum HAM.

Kenyataan ini memperlihatkan_ambruknya wibawa dan
penegakan hukum. sehingga nyawal\manusia menjadi sangat
murah. Bila kejahatan ini terus dibiarkan, eksistensi kehidupan
manusia akan terancam. Kekejaman tnemang-hariis dihentikan
dengan hukuman yang esetimpal agar bisa menjerakan
(deterensif). Dengan qishash, maka" pelaku sebelum berbuat
Jahat akan berpikir |datiilu) Karena kerban| afdu ahli warisnya
(bila korban meninggal) berhak membalas dengan periakuan
setimpal.

Bagi sebagian orang, jenis hukuman ini dinilai tidak
manusiawi. primitif, barbar, atau ketinggalan zaman. bahkan
melanggar HAM. Karenanya. orang-orang yang telah menjadi
korban penyesatan opini semacam ini. menjadi benci terhadap
hukum Islam lalu memilih hukum lain (hukum positif). Padahal,
penyakit sosial yang bernama pembunuhan hanya akan efektif
dicegah dengan obat yang telah disediakan oleh yang
menciptakan nyawa manusia, yaitu dengan qishash. Dengan
hilangnya wibawa hukum, setiap tahunnya selalu ada kasus
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pembunuhan bahkan tak jarang yang disertai mutilasi. Hal ini
terjadi karena penjara bukanlah obat mujarab bagi para
pembunuh. Pasalnya. seringkali terjadi seorang pembunuh
“kelas teri” tiba-tiba berubah menjadi pembunuh “kelas kakap”
justru setelah keluar dan penjara. Karena. selama di penjara
rupanya ia sering berinteraksi dengan pembunuh lainnya yang
lebih profesional. Dia pun “belajar” kepada para seniornya itu.
Para pembunuh yang dipenjara yang berkemungkinan untuk
mengulangi kejahatannya. Obat memang harus diberikan sesuai
dengan penyakit yang diderita berdasarkan hasil diagnosis yang
akurat. Karena itu. Allah swt telah menyediakan obat mujarab
untuk menanggulangi bemukkejabatan terhadap manusia
melalui qishash. Sebaliknya._bila “manusia mengambil obat
selainnya, maka dimungkinkan “‘penyakit masyarakat tersebut
akan muncul kembali atauSkian=parah. Oleh karenanva. jika
dilihat dari aspek penegakan hukummaka sebenarnya ada dua
aspek penegakan hukum-yangharus-memenuhi asas ini, yakni :
I. Keadilan bagi korbawpenyelewengan hukum. keadilan bagi
masyarakat.
Daiam hal_ini. §ishaShimertpakan! mekanisme hukum dalam
mencari keadilan pang dibesikan Allah swt bagi manusia
vang dimgikan dalam Rasus  pelanggaran hukwm. Tanpa
pencgakan mekanismé inwanucsaja/hukum positif yang
ada belum mampu memberikan etek keadilan bagi si korban.

19

Aspek kedua adalah ctek jera bagi manusia lain.

Pelaksanaan hukum qishash akan menjadi pelajaran
berharga bagi orang lain. saitu memimbulkan rasa takut
kepada setiap orang sehingga tidak berani melakukan
kejahatan serupa. Mercha akan berpikii ribuan kali lipat
sebelum melakukan pembunuhan atau  pencederaan.
Qishash. bila diterapkan. akan mengadi piranti efekiif untuk
menumbuhkan efek jera Ji kalangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas. maka terlihat sekali apa vang
dinamakan adil olch al-Syathibi. adalah Kkemashlahatan yang
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terbagi ke dalam dua hal; al-mashalib al-dunyawiayah (tujuan
kemaslahatan dunia), dan al-mashalih al-ukhrawiyah (tujuan
kemaslahatan akherat). Pembagian ini menunjukkan muatan dan
skala prioritas dalam pengembangan hukum. Lebih dalam lagi
dari kajian gishash melalui ‘illah hukum adalah bahwa ‘illah itu
sesungguhnya mengandung arti yang sangat luas vakni
kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan
dengan, al-Awamir (perintah-perintah). al-Ibahah (kebolehan),
dan ai-Mafasid (kerusakan) yang berkaitan dengan al-Nawahi
(larangan-larangan). Qishash dalam hal ini. ‘illah-nya telah
tertulis secara jelas di dalam al-Qur an surat al-Bagarah ayat 179
yakni :
O, el NG SE sl g 22
Artinya : ““Dalam penerapan, kisus ada jaminan hidup
bagimu, hai orang yang berpikiy cerdas. agar kamu sckalian

menjadi orang-orang yang bertakwa.”™

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa gishash merupakan
akibat dari kejahatan terthadap-manusia dan si//dlnya adalah
untuk menjamin Kelangusngan hidup manusia. Dengan demikian
artinya. jika qgishash itu dilaksanakan\maka kelangsungan hidup
manusia di dunia akan terjamin, Lebib~jelasnya lagi adalah.
bahwa yang menjadi ‘tujvan=hukum= (moglishid al-syart'ah)
menurut al-Syathibi. sebagaimana vang diuraikan panjang lebar
di dalam kitab al-Muwafaqat-nya, bukan untuk membalas bunuh
bagi orang yang membunuh. tetapi ayat tentang qishash tadi
bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan,
keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Scbagaimana
sebelumnya, penulis sebutkan bahwa al-Syathibi
menyampaikan:

¥ Quran Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah. Zaini Dahlan,
Cetakan Kesebelas ( Yogyakarta: Ull Press, 1999), hlm. 47
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W il G0 2 les i g p S0 selis G 2D 5 A0 B
Artinya : “syari wh ini bertujuan untuk mewijudkan

kemastahaten nienusia di akherat dan dunia bersama. ™
Dalam ungkapan Al-Syathibi vang lain adalah :
Sl il B 3 5 &

Artinva “Hukum-hukum  disyari’atkan  untuk
kemastahatan hamba. ™

Dengan demikian/omaka qishash dalam hukum pidana
Islam merupakan hukum ydngysempurna untuk diterapkan,
karena ia dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh umat
manusia, dan sesuai dengan firhan Allah swt, bahwa “tidaklah
Kami (Allahy mengutus~enghaa, (Muhammad) kecuali untuk
membawa rahmat bagi sélurulyatam’™

Pada akhirnya dapat ditarik garis merah bahwa. konsep
Mugashid al{SVurrei\alFSvathubi Sappat pentifig artinya dalam
mengembangkan  metode-metode | itihad  yang  pernah
dikemukakan oleh ulama=tdama=—ushol figh baik dalam metode
iftilad bercorak M ifr-manpin | metade jijuhad yang bercorak
istishlahi. sekaligus sebagai sarana pembentukan hukum Islam
era ini. Penckanan pada pertimbangan magashid al-syari’ah
dapat menjadikan hukum Istam lebih mampu memberikan
jawaban permasalahan-permasalahan vang timbul. Kecuali itu.
pertimbangan  mugashid  al-yari'uh  dapat  disebut  sebagai
pendekatan Nlsatat hukum dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas. dapat disimpulkan bahwa anak
pelaku tindak pidana kliih yang belum baligh tidak dapat
dijatubi sanksi pidana. Hal ini dikarenakan bahwa anak belum
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang
melakukan suatu Undakan yvang bertentangan dengan syara’
maka hanva diberi sanksi tindakan seperti pengajaran atau
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dikembalikan pada orang tuanya namun tetap dikenai sanksi
perdata yaitu membayar diyat oleh orang tuanya sebagai
konsekuensi dari perbuatannya. Diyar yang diberikan sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan anaknya. Jika anak melakukan
penganiayaan atau pembunuhan maka sanksi yang diberikan
adalah diyat jarimah gisas.

Seorang anak yang belum berusia 15 tahun tidak
dikenakan pertanggung jawaban atas jarimah-jarimah yang
dilakukan baik jarimah hudud. gishas. maupun ta’zir. Akan
tetapi ia dikenakan pengajaran ta’dibiyoh. Pengajaran ini
meskipun sebenamya berupa hukuman juga. akan tetapi tetap
dianggap sebagai hukuman-pengajaran_dan bukan hukuman
pidana. Untuk pertanggung| jawaban perdata ia tetap dikenakan,
meskipun ia dibebaskan dari dpertangging jawaban pidana.
Apabila perbuatannya merugikan“orang Ilain. baik hartanya
maupun jiwanya.

Kebanyakan fuqahal-membatasi “usia baligh (dewasa)
dengan lima belas tahun" Imam ) Hanifah menetapkan usia
dewasa dengan delapan belas tahun. Seorang anak yang belum
dewasa tidak dikenai“sanksi pidana atas /arintal-fevimah yang
dilakukannya. Semua ulama , bersepakat, bahwa yang dapat
dikenakan sanksi pidana adatah-vafig saddht dewasa atau baligh.
Seseorang dapat dibiebani)sanksi, |4tas Cpetbifatannya apabila
sudah dianggap cakap secara hukum atau disebut mukallaf.
Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa anak yang
dapat sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas
perbuatannya adalah ketika sudah bermimpi dan telah nampak
tanda-tanda kedewasaannya. Pada masa ini sescorang yang
melakukan jarimah akan diberikan  sanksi  pidana  atas
perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka
dikenai sanksi hudud. jika dia melakukan perbuatan yang
dikenai sanksi gqishas maka akan dikenai qishas atas
perbuatannya.
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Sepintas, hukum gishash nampak kejam, tidak manusiawi,
primitif. barbar. atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar
HAM (Hak Asasi Manusia), tetapl sejatinya menjaminkan
kehidupan pada perlindungan korban dan keamanan masyarakat.
Lebih jelasnya lagi adalah, bahwa yang menjadi tujuan hukum
(magashid al-syart ah) menurut al-Syathibi, scbagaimana yang
diuraikan panjang lebar di dalam kitab al-Muwafaqat-nya, bukan
untuk membalas bunuh bagi orang yang membunubh, tetapi ayat
tentang gishash tadi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan
hidup. keamanan. keadilan. dan ketentraman dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemberian hukuman pidana terhadap
anak dibawah umur vapg- melakukan kfitih boleh dilakukan
untuk tercapainyva tujuan’hukum (magashid al-syari’ah) bukan
untuk  menghancurkan| ;masa; ‘depan  anak namun  untuk
menjaminkan  kehidupan o pada Z  perlindungan  korban.
memberikan pengajaran terhadap pelaku agar tidak mengulangi
perbuatanmya dan memiliki*“ masa—depan yang lebih baik.
menunjukan kepada masyarakat. bahwa anak usia sekolab juga
mendapatkan hukuman atas perbuatan pidananya, serta untuk
menjamin keterdiban, Ketenframan..dan keamanafbmasyarakat.



BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya

tentang sanksi bagi para pelaku tindak pidana Kitih yang

dilakukan anak dibawah umur di Yogyakarta dalam tinjauan
magdashid syari'ah. Maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal
sebagai berikut :

1. Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana klitih di
Yogyakarta dilakukan ~dengan—menerapkan pasal pada
KUHP. dengan pertimbdngan melihat kondisi korban dan
dasar yuridisnya vaitu Basal 351 KUHP.

2. Seorang anak yang belum berusia’ 15 tahun tidak dikenakan
pertanggung jawaban, Sedangkan jika pelaku tindak pidana
klitth yang berusia diatas—5" tahun—-akan diberikan sanksi
pidana atas perbuatannya/ Karénha~/sudah baligh sudah
dianggap cakap secara hukum. Yang menjadi tujuan hukum
(magashid al-syartah)y menurit -al-Syatkiibi, ~Bukan untuk
membalas dendam tewapi bertujuan, untuk mewujudkan
kelangsungan hidup. kéamanah. Readilan. dan ketentraman
dalam masyarakat.

B. SARAN

Setelah mengkaji dan manganalisa tentang sanksi bagi para

pelaku tindak pidana /itil yang dilakukan anak dibawah umur di

Yogyakarta dalam tinjauan magashid syari'ah. Akan tetapi

dalam tesis ini masih terdapat

86
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banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu
penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat
memberikan tambahan serta masukan untuk pihak lain yang akan
melakukan kajian lebih lanjut. Saran-saran tersebut yaitu :

1.

Kejahatan jalanan berupa klitih yang dilakukan oleh pelajar
cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu peran
dan fungsi masyarakat perlu ditingkatkan. Perlu dibuat
tempat pendidikan khusus bagi anak yang melakukan tindak
pidana klitih, dan batasan usia anak yang dapat dilakukan
penahanan harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan
keadaan saat ini yang semakin mengkhawatirkan.

Kepada mahasiswa, [dan~“para” dosen yang tertarik dengan
permasalahan ini untuk ghelakukan penelitian lebih lanjut
tentang sanksi bagi para®pelaku-tindak pidana kfitih yang
masih di bawah umur |di Yogyakarta dalam tinjauan
magdashid syart'ah Karena/penulis merasa dalam penelitian
ini perlu diperdalam dan peran pénelitian lebih lanjut sangat
diperlukan karena permasalahan ini merupakan fenomena
vang terjadi ditam ‘masyarakat.
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Menimbang:

bahwa anak merupakan amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
memiliki harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya:

bahwa untuk menjaga harkat dan
martabatnya, anakberhak mendapatkan
pelindungan khusus. terutama
pelindungan  hukum dalam sistem
peradilan;

bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak
dalam Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention_,on the Rights of the
Child) yapg “mengatur  prinsip
pelindungan . hukum terhadap anak
mempunyati kewajiban untuk
memberikan || pelindungan  khusus
terhadap anak yang berhadapandengan
hukum:

bahwa “Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang_Pengadilan Anak
sudahVv tidak™\ s&suai /~lagi> dengan
perkembangan,dan kebutuhan hukum
masyarakat— ‘karena’ belum secara
komprehensi{ memberikan
pelindungan” “kepada’ anak yang
berhadapan dengan hukum sehingga
perlu diganti dengan undang-undang
baru;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a. huruf b. huruf c. dan huruf d.
perlu. membentuk  Undang-Undang
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;
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Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1). Pasal 20, Pasal 28B ayat
(2). Pasal28G. dan Pasal 28] Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945:

2. Undang
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor [65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (L.embaran Negara
Republik Indenesia-Fahun 2002 Nomor 109,
Tambahan |[»Lembaran| Negara Republik
Indonesia Noemof 4235

Undang-Undangs. Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan™ Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia/Nomor 4635):
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan -Hukum |(l{embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan| Ollembaran/\ Negara  Republik
Indonesia Nomor 5248).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK.
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BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang

Sistem  Peradilan Pidana Anak adalah

keseluruhan proses penyelesalan perkara Anak

yang berhadapan dengan hukum. mulai tahap

penyelidikan sampai dengan tahap

pecmbimbingan setelah-menjalani pidana.
dimaksud dengani

2. Anak ...
%
e
Anak yvang Berhadapan|dengan Hukum adalah
anak yang berkonflik“dengan-hukum. anak yang
menjadi korban tindak pidana. dan anak yang

menjadi saksitindak pidana.

Anak yang“Begkonlliks déngan /AHuKom yang
sclanjutnya disebut Anak  adalah anak yang
telah berumur 142 Ledua belas) tahun. tetapi
betum benumue=] 8= Wdelapan ; belas) tahun
vang diduga "melaktkantmdak pidana.

Anak vang Menjadi Korban Tindak Pidana
vang selanjutnya discbut Anak Korban adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun  vang mengalami penderitaan fisik.
mental.  dan/atau kerugian  ekonomi  yang
disebabkan oleh tindak pidana.



10.
11.
12.

13.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana
yang sclanjutnya disebut Anak Saksi adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,
dan/atau dialaminya sendiri.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku. korban. keltuarga. pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait_untuk| bersama-sama
mencarl  penyelesdiand yang’| adil dengan
menekankan pemulihan®kembali pada

keadaan semula. damr bukan pembalasan.
Diversi adalah  pengalihan | penyelesaian
perkaraAnak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan’pidana:

Penyidik adalah, penyidik-/Anak.
Penuntut Umum‘adalab-pendntut umuni~Anak.

Haikitm adalah hakim-Anaké:
Hakim Banding adalah-hakim-banding Anak.
Hakim Kasast adalah hakimkasasi ‘Anak.

13. Pembimbing . ..

-4 -
Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan.
pengawasan. dan pendampingan terhadap Anak
didalam dan di luar proses peradilan pidana.



14.

15.

6.

18.

19.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang
yang bekerja. baik di lembaga pemerintah
maupun swasta, yang memiliki kompetensi
dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian
dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui
pendidikan. pelatihan. dan/atau pengalaman
praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan
tugas pelayanan dan penanganan masalah
sosial Anak.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang
vang dididik dansdilatih\secara profesional
untuk melaksanakang, tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial /dan/atau seseorang
vang bekerjaljbaitk-di fembaga pemerintah
maupun  swasta. | yang, ruang lingkup
kegiatannya di® bidang Jkesejahteraan sosial
Anak.

Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas
avah. | ibin] |da/atadJahggota Skeldarga  lain
vang dipercayaoleh Anak.

Wali adalah oraneg-\ /‘atau badan vang
dalamkemyataannya menpjalankan kekuasaan
asuh sebagailerang tua terhadap-anak.
Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh
Anak untuk mendampinginya selama proses
peradilan pidana berlangsung.

Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum
lainnya adalah orang yang berprofesi memberi
jasa hukum. baik di dalam maupun di luar
pengadilan. vang memenuhi  persyaratan
berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

[.embaga Pembinaan Khusus Anak yang
selanjutnya disingkat [LLPKA adalah lembaga
atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
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21. L.embaga. ..

-5-
Lembaga Penempatan Anak Sementara yan;
selanjutnya disingkat LPAS adalah tempa
sementara bagi Anak selama proses peradilai
berlangsung.
LLembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan
Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS
adalah lembaga atautempat—pelayanan sosial
yang melaksanakan
penyelenggaraan kesgjahteraan sosial bagi
Anak.
Klien Anak adalah Anak wyang berada
didalam pelayanan, pembimbingan.
pengawasan. dan pendampingan Pembimbing
Kemasyarakatan.
Balai  Pemasyarakatan  yang  sclanjutnya
disebut Bapasy adalah- unit~pelakgana—<teknis
pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan
fungsi penelitian kemasyarakatan.
pembimbingan. pengawasan. dan
pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan
berdasarkanasas:

—
.

SR Se R0 T

pelindungan:

keadilan:

nondiskriminasi:

kepentingan terbaik bagi Anak;
penghargaan terhadap pendapat Anak;

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak:

pembinaan dan pembimbingan Anak:
proporsional:

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai



-

upaya terakhir; dan

penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a.

et t i

°osgTH

p.

Diperlakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya;

b. dipisahkan . ..

-6 -
dipisahkan dari-orafngdewasa:
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain
secaraefektif;
melakukan kegiatan nekreasional:
bebas dari penyiksaan.  penghukuman atau
perlakuan lainsyang kejam. tidak manusiawi.
serta merendahkan derajat dan martabatnya:
tidak dijatuly pidana ~matj Atat-<pidana seumur
hidup;
tidak ditangkap._ ditahany atau dipenjara.
kecuali, sebagai. upaya. terakhir dan dalam
waktu vanglpalmg singkats
memperoleh keadilan di muka pengadilan
Anak vang objektif. tidak memihak. dan
dalam sidang yang tertutup untuk umum:
tidak dipublikasikan identitasnya:
memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan
orangyang dipercaya oleh Anak:
memperoleh advokasi sosial:
memperoleh kehidupan pribadi:
memperoleh aksesibilitas. terutama bagi anak cacat:
memperoleh pendidikan:
memperoleh pelayananan kesehatan: dan
memperoleh hak lain sesuai
dengan ketentuanperaturan



(1)

10

perundang-undangan.

Pasal 4
Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
mendapat pengurangan masa pidana;
memperoleh asimilasi;
memperoleh cuti mengunjungi keluarga:
memperoleh pembebasan bersyarat;
memperoleh cuti menjelang bebas;
memperoleh cuti bersyarat; dan
memperoleh hak /lain/sesuai dengan
ketentuanperaturan_perundang-undangan.

@ooan o

(2) Hak . . .



(2)

(1)
(2)

(3
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7.

Hak sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
kepada Anak yang memenuhi persyaratansebagaimana

diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Pasal 5

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan

pendekatan KeadilafSRestoratif,

Sistem Peradilan Pidada, Angk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

d.

penyidikan dan penunfutan pidana Anak yang
dilaksanakan “sesuai, dcngan ketentuan peraturan
perundang-undangan.(f-kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini:

persidangan Amakvang driakukadoleh pengadilan
di lingkungan peradilan umum: dan

pembinaan. pémbimbingdn. penvawasan. dan/atau
pendampingan selama=proses,pelaksanaan pidana
atau tindakan dan screlall menjalani pidana atau
tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurut b wajib

diupayakan Diversi.
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(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB 11 DIVERSI

Pasal 6
Diversi bertujuan:
mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan:
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan:
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7. ..

-18-
Pasal57
Pada tingkat penyidikan( penuntutan. dan
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib
diupayakan Diversi;
Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam .Dhal Atindak, pidana vang
dilakukan:
a. diancam dengan—pidana'“pefjara di bawah 7
(tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya. korban
dan/atau orang tua/Walinya. Pembimbing
Kemasyarakatan. dan Pekerja Sosial Profesional
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga
Kesejahteraan Sosial. dan/atau masyarakat.



(3)

(1)

(2)
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Proses Diversi wajib memperhatikan:
kepentingan korban:

. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak:
penghindaran stigma negatif:
penghindaran pembalasan:
keharmonisan masyarakat: dan

mean oD

kepatutan. kesusilaan. dan ketertiban umum.
Pasal 9

Penyidik. Penuntut__Umum._ dan Hakim dalam

melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

a. kategori tindak pidana:

b. umur Anak:

C. hasil penelitian Kemasyarakatan dari Bapas: dan

d. dukungan lingkungat’ keluarga dan masyarakat.
(2) Kesepakatan . ..

-9 .
Kesepakatan Diverst harus mendapatkan persetujuan
korban dan/atau JKeludwga= Amak) Korban serta
kesediaan Anak dan keluarganva. kecuali untuk:
a. tindak pidana vang berupa pelanggaran:
tindak pidana ringan:
tindak pidana tanpa korban: atau

oo g

nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah
minimum provinsi sctempat.

Pasal 10
Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan  tindak
pidana yang berupa pelanggaran. tindak pidana
ringan, tindak pidana tanpa Kkorban. atau nilai
kerugian korban tidak lebih dar nilar upah minimum
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provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik
bersama pelaku dan/atau keluarganya. Pembimbing
Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh
masyarakat.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi
Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
pengembalian kerugian dalam hal ada korban:
rehabilitasi medis dan'psik@sosial:

penyerahan kembali kepada orang tua/Wali:

an o

keikutsertaan dalam pendidiKan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atan LPKS paling lama 3
(tiga) bulan; atau

e. pelayanan masyarakat paling-iama 3 (1iga) bulan.
Pasal 11

Hasil kesepakatan|Divetsidapat berbentuk™ antata lain:

(1)

(2)

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian:
b. penyerahan kembalidkepada\orang tua/Wali:
c.  keikut sertaan.,_y:
510 =
d. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau LLPKS
paling lama 3 (tiga)bulan: atau
e. pelayanan masyarakat.
Pasal 12
Hasil  kesepakatan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk
kesepakatan Diversi.
Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab



(3)

(4)

(5)

di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan
negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan
dicapai untuk memperolch penetapan.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditakukan daiam waktu paling lama 3 (tiga)
hart terhitung sejak diterimanva kesepakatan
Diversi.

Penetapan  sebagaimana  dimaksud pada ayat
(3 disampaikarn kepada Pembimbing
Kemasyarakatan. PenyidikaPcnuntut Umum, atau
Hakim dalam waktg paling’ lama 3 (tiga) hari
scjak ditetapkan.

Setelah  menerima> penctapan  sebagaimana
dimaksud pada ayat~(H)oPéfrvidik menerbitkan
penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut
Umum  meneebithan == pEnetapon™ spefighentian
penuntutan.

Rasalpl 3

Proses peradilan pidanaAnzk 'dilamjutkan dalam hal:

a.
b.

proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan: atau

kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 ...

15
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Pasal 14

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan
pelaksanaankesepakatan yang dihasilkan berada
pada atasan langsung pejabat yang bertanggung
Jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai
dengan  kesepakatan Diversi dilaksanakan.
Pembimbing Kemasyarakatan/ wajib melakukan
pendampingan. pembimbingan. dan pengawasan.

(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak
dilaksanakan dalam |Wakti| yang ditentukan.
Pembimbing Kemasyarakatan segera
melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung
Jawab sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(4) Pejabat yang bertanggungrjawab ~sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib “menindaklanjuti
laporan dalam waktu paling ldma\Z/(tujuh) hari.

Pasal 15
Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses
Diversi. tata cara. dan koordinasi pelaksanaan
Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

16
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BARB III
ACARA
PERADILAN
PIDANA ANAK

Bagian KesatulUmum
Pasal 16
Ketentuan beracara  dalam  Hukum Acara Pidana

berlaku juga dalam acara/Spéradilan pidana anak.
kecuali ditentukan lain dafam dlndarg-Undang ini.

Pasal 17 ...
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Pasal 17

(1) Penyidik, Penuntut Umum. dan Hakim wajib
memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang
diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya
dalam situasi darurat.

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi
tanpa pemberatan.

Pasal 1§

Dalam menangani perkara|Anak. Anak Korban, dan/atau

Anak Saksi. Pembimbing Ké¢masyarakatan. Pekerja Sosial

Profesional dan Tenaga Késejalhiteraan| Sosial, Penyidik,

Penuntut Umum. Hakim. dan. Advokat atau pemberi

bantuan hukum lainnya wajib” ' memperhatikan kepentingan

terbaitk  bagi Anak dan mengusahakap~ suasana
kekeluargaan tetap“terpelihara:
Pasal 19

(1) Identitas Anak. Anak Korban. dan/atau Anak Saksi
wajib dirahasiakan ‘dalam-pemberitaan/di media cetak
ataupun elektronik.

{2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi
nama Anak. nama Anak Korban. nama Anak Saksi,
nama orang tua. alamat. wajah. dan hal lain yang
dapat mengungkapkan jati diri Anak. Anak Korban,
dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum
genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke
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sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan
melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Anaktetap
diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . ..
- 13 -
Pasal 21

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas)
tahun melakukan afau'diduga melakukan tindak
pidana. Penvidik. Bémbidibings Kemasyarakatan.
dan Pekerja Sosigl G Profesional mengambil
keputusan untuk:

a. menyerahkanaya kemball kepada orang
tua Wali: atau

b. mengikutsertakannyadalamprogram
pendidikany petiibinaam dan
pembimbingan di instans! pemerintah atau
I.PKS di instansi_yang/ ‘wignangani bidang
kesejahternan, sesialy sbaik. di tingkat pusat
maupun daerah? "paling™lama® 6 (enam)
bulan.

(2) Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) discrahkan ke pengadilan untuk ditetapkan
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Bapuas wajtb  melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program pendidikan. pembinaan. dan
pembimbingan  kepada  Anak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal hasil evaluasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan
pendidikan., pembinaan. dan  pembimbingan



lanjutan. masa pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan dapatdiperpanjang paling lama 6
(enam) bulan.

{5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
menyampaikan laporan perkembangan anak
kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara pengambilan keputusan serta program
pendidikan. pembinadn. S.dan “pembimbingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemeftintah.

Pasal 22 ...

N ¥ o
Pasal.22
Penyidik. Penuntut’ " Umum>—Hakim.! Pembimbing
Kemasyarakatan. Advokat<atau/\pemberi bantuan
hukum lainnya. dan petugas lain_dalam memeriksa
perkara Anak. Anak!!Korbah.’ danfatau> Amak Saksi
tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib
diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping
lain  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang- undangan.

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan. Anak Korban
atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua
dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban

20



dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau
terdakwa perkara yang sedang diperiksa.
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlakubagt orang tua.

Pasal 24
Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama
dengan orang dewasa atau anggota Tentara
Nasional Indonesia diajukan-“K¢ pengadilan Anak.
scdangkan orang dewdsa dtau ‘anggota Tentara
Nasional Indonesia diajukan ke “pengadilan yang

bervwenang.

Pasal 25
{1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib
dibuat secara || khusus [~ oleh | “lembaga yang
menangani perkara Anak.
(2) Ketentuan lebih | Janjul/~meagenai  pedoman
registerperkara anak sebagaimapa dimaksud pada
ax al (1) diatur"dengan~PeraturanPemetrintah.

Bagian Kedua . . .

- 15 -
Bagian KeduaPenyidikan

Pasal 20
(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan olch
Penyidik yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pejabat lain vang ditunjuk oleh

21



(2)

(3)

(4)

(1

(2)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak
Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah Anak;\dan
c. telah mengikuti |pelatiian ‘teknis tentang
peradilanAnak.
Dalam hal belum |terdapat Penyidik yang
memenuhi persyaratans sebagaimana dimaksud
pada ayat (3). tugas penyidikan dilaksanakan oleh
penyidik yang melakukan tugas penyidikan
tindak pidapa p yaugy pdilakukan -jeleh corang
dewasa.
Pasal 27
Dalam melakukan penyidikan.tethadap perkara
Anak. Penyidik'" wajib “meminta“perftimbangan
atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
Datam hal dianggap perlu. Penyidik dapat
meminta pertimbangan atau saran dari ahli
pendidikan. psikolog. psikiater, tokoh agama,
Pekerja Sosial  Profesional atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial. dan tenaga ahli lainnya,

(3} Dalam . ..

22
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(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak
Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta
laporan sosial dari Pckerja Sosial Profesional atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana
dilaporkan atau diadukan.

Pasal 23

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh

Bapas kepada Penyidik daldam/wakty paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh |empat), jam| setelah permintaan

penyidik diterima.

Pasal 29

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu
paling lama 7 (tujuh)-hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan ppaling/lama=30-¢tiga~puluir) hari setelah
dimulainya“Diversl.

(3) Dalam hal prosés| Divensi/| berhasil mencapai
kesepakatan. | Penyidik . nensampaikan berita acara
Diversi beserta " Ke€sepakatan “Diversi kepada Kketua
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal. Penyidik wajib melanjutkan
penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut
Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan
laporan penelitian kemasvarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30
(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan  guna
kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh
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empat) jam.
2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang
gkap waj
pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . ..

-17 -

(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum
ada di wilayah yang bersangkutan, Anak
dititipkan diLPKS.

(4) Penangkapan terhadap Asak wdjib dilakukan
secara manusiawi “deéngan/ ‘memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya.

(5) Biaya bagi setiap Anak yang iditempatkan di
LPKS dibebankan pada janggaran kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.

Pasal™31

(1) Dalam melaksanakans | pepyidikan. Penyidik
berkoordinasi dengan. Penuntut lmum.

{2) Koordinasi sebagaimana” dimaksud'‘pada ayat
(1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24
(satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai
penyidikan.

Pasal 32

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh
dilakukan dalam hal Anak memperoleh
jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga
bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan
menghilangkan atau merusak barang bukii.
dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan



(3)
(2)

25

dengan syarat sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun
atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau
lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat

harus dinyatakan secara tegas dalam surat

perintah penahanan.

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

{4) Sclama . . .

- 18 -
Selama Anak ditahan, Kebutuhan jasmani.
rohani.dan sosial Anak harusiwetap dipenuhi.
Untuk melindungi keamanan Anak. dapat
dilakukanpenempatai-Anak di L-RK S,

Pasal 33

Penahanan sebagaiuiiana danaksud dalam Pasal
32 untuk kepentingan ppepsidikan, dilakukan
paling lama 7 (tujuh) tari.
Jangka waktu penahanan schagaimana
dimaksud pada avat (1) alas permintaan
Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut
Umum paling lama 8 (delapan) hari.
Datlam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah berakhir. Anak wajib
dikeluarkan demi hukum.
Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
Dalam hal tidak terdapat LPAS. penahanan dapat
dilakukan di LPKS setempat.



(1)

(2)

(3)

Pasal 34
Dalam  hal penahanan  dilakukan  untuk
kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat
melakukan penahanan paling lama 5 (lima} hari.
Jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut
Umum  dapat diperpanjang oleh  Hakim
pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
Dalam hal jangka waktu'sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah® berakhir;| Anak wajib
dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . ..

26



(1)

(2)

3
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Pasal 35
Dalam  hal penahanan  dilakukan  untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,
Hakim dapat melakukan penahanan paling lama
10 (sepuluh) hari.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)atas permintaan Hakim dapat diperpanjang
oleh ketua pengaditammegeri paling lama 15
(lima belas) hari.
Dalam hal jangk# waktugseébagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum
memberikan putasan)) Anak| wajib dikeluarkan
demi hukum.
Pasal 36

Penetapan pengadilay pmengenaj <ypenyitaan  barang
bukti dalam ™~perkara Anak harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) hari. Pasaly37

(1)

(2)

(3)

Dailam hal . __penahapan. dilakukan  untuk
kepentingan pemeriksaah— ' "iitTgkat  banding.
Hakim Banding dapat melakukan penahanan
paling lama 10(sepuluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atas permintaan Hakim Banding dapat
diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling
lama 15 (lima belas) hari.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan
Hakim Banding belum memberikan putusan.

Anak  wajib dikeluarkan demi hukum.Pasal
38

27
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Pasal 38

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan
untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi,
Hakim Kasasi dapat meiakukan penahanan paling
lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat
diperpanjang oleh Ketua /Mahkamah Agung
paling lama 20 (dua puluh) bari.

(3) Dalam hal jangka wakeéu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2)7telah| berakhir dan
Hakim Kasasi belum memberikan-putusan. Anak
wajib dikeluarkan demi-hukum. Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan’ sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat.(3). Pasal 34, avat (3).

Pasal

35 ayat (3), Pasal 37 ayat! (3)! dan\Pasal 38 ayat (3)

telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus

segera mengeluarkan Anak demi hukum._Pasalh40

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau
penahanan wajib memberitahukan kepada Anak
dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh
bantuanhukum.

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayart (1).
penangkapan atau penahanan terhadap Anak
batal demi hukum.

Baglan Keempat . . .

28



(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
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Bagian KeempatPenuntutan

Pasal 41
Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh
Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Jaksa Agung.
Syaral untuk dapat diterapkan sebagai
Penuntut Umum seébagaimana | dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalamanisebagal penuntut uimums:
b. mempunyai minat. pethatian. dedikasi. dan
memahami masalah(Anak:dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang
peradijlanAsiak.
Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum
yvang  memenuhl persyaratan sehagaimana
dimaksud paday —ay sty (2} gas, pecnuntutan
dilaksanakan oleh ~“penuntut "umum  yang
melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana
vang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42
Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi
paling lama 7 (tjuh) hari sctelah menerima
berkas perkara dari Penyidik.
Diversi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan. Penuntut Umum menyampaikan

29



(4)

berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat
penetapan.

Dalam hal Diversi gagal. Penuntut Umum
wajib menyampaikan berita acara Diversi dan
melimpahkan perkara ke pengadilan dengan
melampirkan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan.

Bagian Kelima . .

30
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Bagian Kelima Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 43
Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara
Anak dilakukan (pléh-AMakimm yang ditetapkan
berdasarkan KcputgsangiKetua) Mahkamah Agung
atau  pejabat  lain? yang ¢ ditunjuk  oleh  Ketua
Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri
vang bersangkutan melaluilketga pengadilan tinggi.
Svarat  unwuk  dapat(((ditetapkan sebagai Hakim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengataman-sebagai hakim
dalamlingkungan peradilan umum;
b. mempunyai minat, perhatian.
dedikasi. dan memahamg-masalah Anak: dan
c. telah mengikuti‘petatihamteknis tentang peradilan
Anak.
Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh
hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44
Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam
tingkat pertama dengan hakim tunggal.

Ketua pengadilan negeri dapat  menetapkan
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pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit
pembuktiannya.
(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh

seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf2...
-23 .
Paragraf 2 Hakim/Banding
Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan) berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung atas “usul” kétua pengadilan
tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai’”/Hakim Banding.

berlaku syarat sebagaimana dimaksud.dalam, Pasal 43

ayat (2).

Pasal 47

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara
Anak dalam tingkat ) banding” déngan. hakim
tunggal.

(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan
pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau
sulitpembuktiannya.

(3) Dalam menjalankan tugasnya. Hakim Banding
dibantu oleh seorang panitera atau seorang
panitera pengganti.

Paragraf 3 Hakim Kasasi



Pasal 48
Hakim Kasasi ditetapkan
berdasarkan  Keputusan  Ketua
Mahkamah Agung.

Pasal 49
Untuk dapat ditetapkan sebagai
Hakim Kasasi, \ berlaku syarat
sebagaimana, dimaksud dalam
Pasal 43jayat (21

Pasal 50 ...
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(1)

(2)

(3)
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Pasal 50
Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara
Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim
tunggal.
Ketua M™Mahkamah Agung dapat menetapkan
pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) stahun atau lebih atau
sulitpembuktiannya.
Dalam menjalankan |tugasnyal (Hakim Kasasi
dibantu oleh seorang! paniterar |atau seorang
panitera pengganti. Paragraf -4 Peninjauan
Kembali Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan'mengenai perkara Anak
yang telah mempergleh, kekuatan-hukum tetap.~dapat
dimohonkan peninjauan’ Kembali ‘olelh Anak,“orang
tua/Wali. dan/atau Advokat latau’\pgmberi bantuan
hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai
dengan ketentuan peraturan-pecundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 52

(1)

(2)

(3)

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim
atau majelis hakim untuk menangani perkara
Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima
berkas perkara dari Penuntut Umum.

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua
pengadilan negeri sebagai Hakim.

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

34



(4)

(5)

(6)

(0

(2)

(3)
(1)

(2)

(3}
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Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang
mediasi pengadilan negeri.
Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan. Hakim menyampaikan Dberita
acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan.
perkara dilanjutkan/ke'tahap persidangan. Pasal
53
Anak disidangkan dalam,ruang’sidang khusus Anak.
Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari
ruangtunggu sidang orang dewasa.
Waktu sidang Anakrdidahulukan dari waktu
sidangorang dewasa.mPasal 54 Pasal 55
[Dalam sidang Anak. Hakim wajib
memerintahkan orang tua/Wali atau
pendamping. AdveRat_ ataw/ \pemberi bantuan
hukum lainnya, dan Pembimbing
Kemasyarakatan untuk™mendamping: Anak.
Dalam hal orang tua/Wali dan/atau
pendamping tidak hadir. sidang tetap dilanjutkan
dengandidampingi Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya dan/atau Pembimbing
Kemasyarakatan.
Dalam hal Hakim tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
sidang Anak batal demi hukum.
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Pasal 56
Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan
sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil
masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi

bantuan hukum lainnya. dan Pembimbing
Kemasyarakatan.
Pasal 57

(1) Setelah surat dakwaan/dibacakan,
Hakim memerintahkan

Pembimbing

Kemasyarakatan
membacakan laporan hasil

penelitian
kemasyarakatan mengenai -Anak
yang bersangkutan tanpa

kehadiran Anak. Kectah—Hakim
berpendapat lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. data pribadi’! Anak:~keluargas” 'pendidikan,
dan kehidupan sosial:

b. latar belakang dilakukannya tindak pidana:

C. keadaan korban dalam hal ada korban
dalamtindak pidana terhadap tubuh atau
nyawa;

d. hal lain yang dianggap perlu:

berita acara Diversi: dan

f. kesimpulan dan rekomendasi dari
PembimbingKemasyarakatan.

®©

Pasal 58

36



(1)

(2)

Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau
Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar
Anak dibawa keluar ruang sidang.

Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau
Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
orang tua/Wali. Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, dan Pembimbing
Kemasyarakatan tetaphadir.

(3) Dalam . ..
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(3)
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Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak
dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan
sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan
Anak Korban dan/atau  Anak Saksi didengar
keterangannya:
di Juar sidang pengadilan melalui perekaman
clektronik  yang  dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan
dihadiri oleh Penyidik atau Peénuntut Umum dan
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya: atau
melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat
komunikasi audiovisuaFdengan didampingi oleh orang
tua/Wali. Pembimbing Kemasyarakatan atau
pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan” serelah“~Anak’  diberitahukan
mengenai keterangan yanp- telalf\dibérikan oleh Anak
Korban dan/atau Anak Saksi pada_saat__Anak berada di
luar ruang sidang pengadilan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 60
Sebelum menjatuhkan putusan. Hakim memberikan
kesempatan  kepada orang twua/Wali  dan/atau

pendamping untuk  mengemukakan hal yang
bermanfaat bagi Anak.

Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan
oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang
perkara yang bersangkutan.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan
scbelum menjatuhkan putusan perkara.



(4)

(1)

(2)

(1)

(2}
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Dalam hal laporan penelitian  kemasy arakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dipertimbangkan dalam putusan Hakim. putusan
batal demi hukum.
Pasal 61 ...

-28 -

Pasal 61
Pembacaan  putusan pengadilan  dilakukan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dan
dapat tidak dihadiri folety'Anak.
Identitas Anak. Anak MKerban| dan/atau Anak
Saksi tetap harus dirahasiakan ‘oleh media massa
sebagaimana dimaksud dalam7Pasal 19 dengan
hanya menggunakansinisial tanpa gambar.

Pasal 62
Pengadilan wajib memberikan petikan putusan
pada hariputusdn diucapRaa-Nepada, Afak atau
Advokat atau pember: bantuan hukum lainnya.
Pembimbing Kemdsyarakatan/\ dan  Penuntut
Umum.
Pengadilan wajib=meémberikan™salinan putusan
paling lama 5 (lima) hari scjak putusan diucapkan
kepada Anak atau Advokat atau pembert bantuan
hukum lainnva. Pembimbing Kemasvarakatan.
dan Penuntut Umum.



BAB IV
PETUGAS
KEMASYARAKATAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 63
Petugas kemasyarakatan terdiri atas:
a. Pembimbing Kemasyarakatan;
b. Pekerja Sosial Profesional;dan
C. Tenaga Kesejahteraan Sosiak

Bagian Kedua . . .

40



41

- 29 -

Bagian Kedua Pembimbing Kemasyarakatan

(1)

(2}

Pasal 64

Penelitian kemasyarakatan. pendampingan,

pembimbingan. dan pengawasan terhadap Anak

dilakukan oleh Pembimbing Kemasy arakatan.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing

Kemasyarakatan sebagai-berikut;

d.

berijazah paling rendalydiploma tiga (D-3) bidang

ilmu  sosial |ataum wang’ | sectara atau  telah

berpengalaman beKerja scbagai pembantu

Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

1} sekolah menengdhNejufuan bidang pekerjaan
sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu)
tahuniatdu

2) sekolah menengab atas dan berpengalaman di
bidang pekegjaan fesialpaling singkat 3 (tiga)
1ahun,

b. zehuatjasmani dan roham:

c. pangkat/golongan ruang paling rendah
Pengatur Muda Tingkat 1/ 11/b:

d. mempunyai  minat.  perhatian.  dan
dedikasi di bidang  pelavanan  dan
pembimbingan  pemasyarakatan  serta
pelindungan anak: dan

e. telah mengikuti pelatihan teknis
Pembimbing Kemasyarakatan dan

memiliki sertfikat.
{3) Dalam hal belum  terdapat  Pembimbing
Kemasyarakatan vang memenuhi



42

persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing
Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas
LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya
LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh

petugas rumahtahanan dan lembaga
pemasyarakatan.
Pasal 65 ...
- 30 -
Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a.

membuat laporan penelitian _kemasyarakatan untuk
kepentingan DiversilY melakukan pendampingan.
pembimbingan, dan | pengawasan terhadap Anak
selama proses Diversi-dan pelaksanaan kesepakatan.
termasuk melaporkannya kepada 'pengadilan apabila
Diversi tidak, dilaksanakan:

membuat laporan "pcnelitian® Kemasyarakatan untuk
kepentingan penyidikan. pénuntutan. dan
persidangan dalam _perkara Amnak. baik di dalam
maupun di luar sidang! termasuk d¥ dalam LLPAS dan
LPKA:

menentukan program perawatan Anak di LPAS dan
pembinaan Anak di LPKA bersama dcengan petugas
pemasyarakatan lainnya:

melakukan pendampingan. pembimbingan. dan
pengawasan terhadap Anak yvang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan: dan
melakukan  pendampingan, pembimbingan. dan
pcngawasan terhadap Anak vang memperoleh
asimilasi. pembebasan bersyarat. cuti menjclang
bebas, dan cuti bersyarat.
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Bagian Ketiga
Pckerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Peckerja Sosial

Profesional sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma
empat (D-4) di IBidang \pekerjaan sosial atau
kesejahteraan sosjal:

b.  berpengalaman Kérja palingOsingkat 2 (dua) tahun di
bidang prakiik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan
kescjahteraan sosial:

. mempunyai . . .
-31] -

C.  mempunyai, | keahlanrHatauw ~Tketerampilan  khusus
dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk
membina. membimbingAdan/ \imembantu Anak demi
kelangsungan, hidup., perkgmbangan  fisik. mental.
sosial. dan'pclimdungan terhddap’Anak: dan

d. lulus wuji kompetensi  sertifikasi  Pekerja  Sosial
Proftesional  oleh  organisasi  profesi di  bidang
kesejahteraan sosial.

Pasal 67
Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga
Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
berijazah  paling  rendah  sckolah  menengah  atas
pekerjaan sosial atau kescjahteraan sosial atau sarjana
nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial:

b. mendapatkan  pelatihan bidang



(1)
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pekerjaan sosial;

berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di
bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; dan

mempunyai keahlian atau keterampilan khusus
dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk
membina, membimbing. dan membantu Anak demi
kelangsungan hidup, perkembangan fisik. mental,
sosial. dan pelindungan terhadap Anak.

Pasal 68

Pekerja Sosial Profesional, dan/ Tenaga Kesejahteraan

Sosial bertugas:

a. membimbing. membantu. » melindungi. dan
mendampingi Anak-dengan/melakukan konsultasi
sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak:

b. memberikanrpendampingandan-adyokasi sosial:

c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan
pendapat  Anak .>dan /-meuciptakan  suasana
kondusif:

d. membantu ‘“proses “pemuttihair "‘dan  perubahan
perilaku Anak:

e. membuat. ..
-32 -

e. membuat dan menyampaikan laporan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil
bimbingan, bantuan. dan pembinaan terhadap
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan
dijatuhi pidana atau tindakan:

memberikan pertimbangan kepada aparat penegak

hukum untuk penanganan rchabilitasi sosial Anak;

mendampingi penyerahan Anak Kkepada orang tua,
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lembaga pemerintah. atau lembaga masyarakat; dan

h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar
bersedia menerima  kembali Anak di lingkungan
sosialnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1). Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan
Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V
PMIDANAVDAN
TINBDAK AN
Bagian,KesatulUUmum
Pasal 69

(1)  Anak hanya dapatl |dijatuhl pidana atau dikenai
tindakan  berdasarkan  ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

(2}  Anak yapg belupr=berusia j14~ (empat belas) tahun
hany a dapat dikenai-tindakan.

Pasal 70
Ringannya perbuatan. keadaan_pribadi ,Anak. atau keadaan
pada  waktu dilakeKan I perbuatdn /~atau  yang terjadi
kemudian  dapat  dijadikan  dasar pertimbangan hakim
untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Bagian Kedua . . .
- 33 -
Bagian KeduaPidana
Pasal 71
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan:
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga:



C.

2) pelayanan masyarakat;
atau
3) pengawasan.
pelatihan kerja:

d. pembinaan dalam lembaga: dan

e.

(2)

penjara.
Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang

b. pemenuhan kewajiban adat.

(3)

(4}
(5)

Apabila dalam hukunf, materiil diancam pidana
kumulatif berupa penjaragdidan “denda, pidana
denda diganti dengan pélauhandkéria.

Pidana yang dijatuhkan kepadaAnak dilarang
melanggar harkat dan martabat Anak.

Ketentuan lebih lanjutimeéngenai-bentuk dan tata
cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ayvat)(2)./dam alal(3)diatur déngan
PeraturanPemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan meyupakan pidana-ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan-kebebasan anmak’

(1)

(2)

Pasal 73
Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh
Hakim dalam hal pidana penjara yang

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana
dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . ..

- 34 -
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(3} Syarat umum secbagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
seclama menjalani masa pidana dengan syarat.

(4) Syarat khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan  dalam  putusan hakim
dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama
daripada masa pidana dengan syarat umum.

(6) Jangka  waktu masalA/pidana  dengan  syarat
schaganmana dimaksud _pada dyat (1) paling lama 3
(tiga) tahun.

(7)  Sclama menjalani|> masa pidana dengan syarat.
Penuntut - Umum |Smelakukan  pengawasan  dan
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
pembimbingan agar Anak menempati persyaratan
vang telahy ditetapkans

(8) Sclama Ahak menjalani pidana dengan syarat
schagaimana dimaksud _padaavat (7), Anak harus
mengikuti wajib belajag 9 (sembilan ), tahun.

Pasal" 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar

lembaga scbagatmana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)

huruf b angka 1. lembaga tempat pendidikan dan

pembinaan ditentukan dalam putusannya.
Pasal 75

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa
keharusan:

a. mengikuti program pembimbingan dan
penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat
pembina:

b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa: atau
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c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol,
narkotika. psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2} Jika . . .
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(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat

(1)

(2)

(3)

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (4). pejabat pembina dapat mengusulkan
kepada hakim pengawas untuk memperpanjang
masa  pembinaan yang lamanya tidak
melampaui  maksimum (20 (dua) kali masa
pembinaan yang belum ‘dilaksanakan.

Pasal 76
Pidana  pelayanan masyarakat| merupakan
pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak
dengan  meningkatkap —kepeduliannya ¢~pada
kegiatan kemasyarakatan-yang positif.
Jika Anak tidak memenuhi se¢lurub/atau sebagian
kewajiban dalam menjalankan pidana
pelayanan masyarakat' tanpa''alasan /yang sah,
pejabat pembina dapat mengusulkan kepada
hakim pengawas untuk memerintahkan Anak
tersebut menguiangi seluruh atau sebagian pidana
pelayanan masyarakat yang dikenakan
terhadapnya.
Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak
dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling
lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77



(1)

(1)

(2)

(4)

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada
Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun.
Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak
ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut
Umum dan dibimbing olech Pembimbing
Kemasyarakatan.
Pasal 78 . . .

L 364

Pasal.78
Pidana pelatihan kerja |sebagiimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat(1)/hurufie dilaksanakan di
lembaga yang melaksanakan | pelatihan  kerja
yvang sesuai dengan usia Anak.
Pidana pelatihan\ kerja [Sebaganmmapa @imaksud
pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama |l _(satu)‘tahun.

Pasal 79
Pidana pembatasan ~ Kebebasan ° diberlakukan
dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat
atau tindak pitdana yang disertai dengan
kekerasan.
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan
terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum pidana penjara yang diancamkan
terhadap orang dewasa.
Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
terhadap Anak.
Ketentuan  mengenai  pidana  penjara  dalam
KUHTP berlaku juga terhadap Anak sepanjang

43



(D

(2)

(3)

tidakbertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 30
Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di
tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan
yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah
maupun swasta.
Pidana  pembinaan di dalam lembaga
dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak
tidak membahayakan masyarakat.
Pembinaan dalam lembaga-dilaksanakan paling
singkat 3 (tiga) bulan dangpaling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.
(4) Anak . ..
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(4) Anak yang telah menjalani (1/2((satu perdua) dari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

lamanya pembinaan di dalam lembaga dan
tidak kurang darin3j (tiga)-bulan dberkelakuarn baik
berhak mendapatkan pembébasan bersyarat.

Pasal 81
Anak dijatuhi pidapa.penjara di. LPKA apabila
keadaan dan perbuatan Anak akan

membahayakan masyarakat.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada
Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai
Anak berumur 18 (delapan belas) tahun,

Anak vang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan
baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pidana penjara terhadap Anak hanya

50



(6)

(1)

oo gw

e.
(2)

(3)

digunakan sebagai upaya terakhir.

Jika tindak pidana yang dilakukan Anak
merupakan tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian KetigaTindakan

Pasal 82
Tindakan vang dapat
dikenakan kepada Anak

meliputi:

pengembalian kepada orang tua/ Wali:
penyerahan kepada‘seseorang:
perawatan di rumah sakitgiwaz:
perawatan di LPKS:

kewajtban . ..
- 38 -
kewajiban |pmengikotispendidikan formal
dan/atau  pelatthan  yang diadakan oleh
pemerintah atau badan swasta:
pencabutan surat izin mengemudi: dan/atau
perbaikan akibat tindak pidana.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, huruf e, dap hurut [ dikenakan paling
lama 1 (satu) tahun.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam
tuntutannya. kecuali tindak pidana diancam
dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh)
tahun.

51



(4)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83
Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang
dilakukan untuk kepentingan Anak yang
bersangkutan. -
Tindakan perawatan terhadap Anak
dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali
dalam mendidik dan membetikan pembimbingan
kepada Anak yang bersangkditan.

BAB VI
PELAYANAN, PERAWATAN-PENDIDIKAN.

52

PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN

(1)
(2)

(3)

(4)

ANAK

Pasal 84
Anak yang ditahan ditempatkan.di L PAS.
Anak sebagaimana'—-dimaksud— pada Tayat (1)
berhak memperoleh pelayanan. perawatan.
pendidikan dan pelatihan. pembimbingan dan
pendampingan. serta hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPAS ...

-39 -
ILPAS wajib menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak
lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan



(5)

(1)
(2)

(4)

(5)

(1)

penelitian kemasyarakatan untuk menentukan
penyelenggaraan program pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
Pasal 85

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
LPKA.
Anak sebagaimanaSidimaksud pada ayat (1)
berhak memperoleh pémbindan. pembimbingan.
pengawasan, peidampingan. pendidikan dan
pelatihan, serta hak laf sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan.
pelatihan keterampilan. pembinaan. dan
pemenuhan,_jhak s leinr-seswai~dengarr ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Pembimbing K emasyarakatan melakukan
penelitian | kemasyarakatan .untuk menentukan
penyelenggaraan’ “program pendidikan dan
pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).
Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Pasal 86
Anak yang belum seclesai menjalani pidana di
LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun  dipindahkan ke lembaga
pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . ..
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(2)

()

(1)
(2)

(3)

(4)

- 40 -

Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani
pidana, Anak dipindahkan ke Iembaga
pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan
kesinambungan pembinaan Anak.

Dalam hal tidak terdapat lembaga
pemasyarakatan pemuda, sKepala\LPKA dapat
memindahkan Anak sebagaimmana’dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ke)lembaga pemasyarakatan

dewasa berdasarkan rekomendasi dari
Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 87

Anak yang berstatus” Klien "Anak menjadi
tanggung jawab Bapas.

Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhak mendapatkan pembimbingan.
pengawasan dan pendampingan. serta pemenuhan
hak lain sesuai! dengan’ 'ketentnan /peraturan
perundang-undangan.

Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan.
pengawasan dan pendampingan. serta
pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

54



Pasal 88
Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS. dan
LLPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII ..

41 —
BAB VII ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua
pelindungan dan hak yang, diaturOdalam Ketentuan

peraturan perundang-undangan:

(1)

(2)

(1)

Pasal 90
Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan sebawaimana
dimaksud ‘dalam Pasal®'89. "Ahak” Korban dan
Anak Saksi berhak atas:
upaya rchabilitasi_medis dan_rchabilitasi sosial.
baik di dalam'lembaga-matpunsdi laar lembaga:
jaminan  keselamatan. batk  fisik. mental.
maupunsosial: dan
kemudahan dalam  mendapaitkan  informasi
mengenai perkembangan perkara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak
Anak Korban dan Anak Saksi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Presiden.
Pasal 91
Berdasarkan pertimbangan atau saran
Pembimbing Kemasyarakatan. Pekerja  Sosial
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(2)

(3)

(4)

D
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Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial
atau Penyidik dapat merujuk Anak. Anak
Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau
lembaga yang menangani pelindungan anak atau
lembaga kesejahteraan sosial anak.
Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan
pertolongan segera. Penyidik, tanpa laporan
sosial dari Pekerja Sosial Profesional. dapat
langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit
atau lembaga yang mehnangani/pelindungan anak
sesuai dengan kondisi AnakdKorban.
Berndasarkan . . .

- 42 -

Berdasarkan hasil Penelitian (Kemasyarakatan dan
Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari
Pekerja Sosial Brofesional-ataucTenaga Kesejahteraan
Sosial, Anak;” Anak Korban. dan/atau” Anak Saksi
berhak memperoleh| rehabilitasi /medis. rehabilitasi
sosial, dan reintegrasi_. sosial. dari lembaga atau
instansi yang menangani-pelindungan 4mnak.

Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan
pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari
lembaga yang menangani pelindungan saksi dan
korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait



(2)

(3)

(4)
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secara terpadu.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus
dua puluh) jam.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
kementerian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan dan/ pelatihan \sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dialgr deflgan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTATMASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak

mulai dari pengegabhanpsampai~ demgan ceintegrasi sosial

Anak dengan*Cara:

da.

- 43 -
menyvampaikan laparan tegadinya pelanggaran
hak Anak Kepada‘pihak yaneberétnang:
mengajukan  usulan nengenai

perumusan dankebijakan
vang berkaitan dengan Anak:
melakukan penclitian dan pendidikan mengenai Anak:
berpartisipasi dalam penyclesaian perkara Anak
melalui - Diversi  dan  pendekatan  Keadilan
Restoratif:
berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi
sosial Anak. Anak Korban dan/atau  Anak
Saksi melalui organisasi kemasyarakatan:
melakukan pemantauan terhadap kinerja aparatl



(D

(2)

(3)

4

penegak hukum dalam penanganan perkara
Anak; atau

melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Anak.

BAB X KOORDINASI. PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI
Pasal 94

Kementerian yang mefiyelenggarakan urusan di
bidang perlindungan anak melakukan
koordinasi lintas sektorall _dengan Icmbaga
terkait.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan dalam  (rangka, sinkronisasi
perumusan kebijakan mengenai
Pemantauan. evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan “Sistem  Peradilan™ Pidana “Anak
dilakukan oleh kementerian fdan /komisi yang
menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan
anak sesuai !dengan‘-/ketentuan | peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan . ..
- 44 -
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan koordinasi. pemantauan. evaluasi,

dan  pelaporan  diatur  dalam Peraturan

Pemerintah.
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BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Pasal 14 avat (2). Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21
ayat (3). Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3). Pasal 29
ayat (1). Pasal 39. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4).
Pasal 35 ayat (1). serfa Pasal) 62, dikenai sanksi
administratif  sesuai  déngan), ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X1l KETENTUAN| PIDANA

Pasal 96
Penyidik.  PenurtutyUmume— dan —-Hakimm» vang
dengan  sengaja’ " udak "Avelaksanakan  “Keéwajiban
scbagaimana dimaksud datam Pasal/7 avat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 _(dua) tahun atau
denda paling banvak Rp200.0007000:00 (dua ratus juta
rupiah).

Pasal 97
Setiap orang vang melanggar kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banvak Rp500.000.000.00
(lima ratus juta rupiah}.

Pasal 98 . ..
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Pasal 98
Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
{dua)tahun.

Pasal 99
Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban /sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) /dipidapa dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua)tahun,

Pasal 1'00
Hakim yang dengan sengaja tidak —melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalamy, Pasal 35 ayat
(3). Pasal 37 ayat (3). dan Pasal'38 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama.2 (dua) tahun.

Pasgal-l.O]
Pejabat  pengadilan yangCdengan Aseéngaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 dipidanasdengan pidana.penjara paling
lama 2(dua) tahun.

BAB XIIl KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
perkara anak yang:
a. masih dalam proses penyidikan dan
penuntutan atan yang sudah dilimpahkan ke
pengadilan negeri. tetapi belum disidang harus

60



(1)

(2)

dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-
Undang ini; dan
b. sedang . ..
- 46 -
sedang dalam proses pemeriksaan di sidang
pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum
acara yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Pengadilan Anak.
Pasal 103
Pada saat Undang/Undang/int mulai berlaku.
anak negara dan/atau aiak sipil yang masih
berada di embaga (, pemasyarakatan  anak
diserahkan kepada:
a. orang tua/Wali:
b. LPKS/keagamaan:atau
c. kementerian atau dinas yvang
menyalenggarakan-nrusan” jpemerintahan  di
bidang sosial.
Pelaksanaan ketenwian_sébagaimana dimaksud
pada ayat (|l ditelapkan ~eleh jmenteri yvang
menyelenggarakam= Ofusan=—pemerintahan  di
bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan
perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan
Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.
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(1)

(2)

(3)

BAB X1V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105
Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun
setelahdiberlakukannya Undang-Undang ini:

a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;

62

b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum:

C. setiap pengadijlan wajib memiliki Hakim;

kémenterian . . .

- 47 -

d. kementerian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di “bidang "hukum  wajib
membangunBapas di-kabupaten/kota:

e. kementerian yang menyelenggarakan Ufusan
pemerintahan  di ~<bidagg, fAhitkum  wajib
membangun LPKA dan LPAS. di provinsi:
dan

f. kementerian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang sosial wajib
membangun LPKS.

Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas

dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ddan huruf f dikecualikan dalam hal letak

provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum tidak

memiliki fahan untuk membangun kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan



huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan
lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3668). dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 107
Peraturan pelaksanaan |‘Undang-Undang im1 harus
ditetapkan paling lambat I (satp) tahun sejak Undang-
Undang ini diberlakukan.

Pasal 108
Undang-Undang .ini, mulai..berlaku, setelah.2 (dua)
tahunterhitung sejak tanggal-diundangkan:

Agar. ..
- 48 -
Agar setiap orang ‘mengetahtinyasomemerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan

pencmpatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2012 PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA.

ttd.
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DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA/REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 20120 NOMOR; | 153
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Settawan
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4;.('?

"Jt

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK
INDBDONESTA
NOMOR i TTAIDUN
2002
TENTANG
SISTEM
PERADILAN
PIDANA ANAK

UMUM

Anak adalah bagian yvang tidak terpisahkan
dart  keberlangsungan hidup  muanusia  dan
keberlangsungan scbuah bangsa dan negara. Dalam
konstitusi Indonesta. anak memiliki peran strategis
yang sccara tegas dinyatakan bahwa negara
menjamin hak sctiap anak atas kelangsungan hidup.
tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karcna itu.
kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat
manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 2813
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat
kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi
Anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari
dampak negatif perkembangan pembangunan vang
cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. serta perubahan gaya dan cara hidup
scbagian orang tua yang telah membawa
perubahan sosial yang mendasar dalamkehidupan
masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai
dan perilaku Anak. Penyinipangan tingkah laku atau
perbuatan melanggar! hukiin yang dilakukan oleh
Anak. antara lain. disebabkan) oleh faktor di luar
diri Anak tersebut. “Data|"Anak| yang berhadapan
dengan  hukum dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan = menunjukan., bahwa tingkat
kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan
narkotika. jpsikotropikas; [dan~zatradikuf semakin
meningkat,

Prinsip pelindongan /hukum terhadap Anak
harus sesuai_ dengan_Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on the-Rights of
the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh
pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nangberhadapan i diri

sendiri. keluarga. masyarakat. bangsa.

dannegara. Namun, dalam pelak
berhadapan dengan  hukum cenderung
meru dan belum secarmberikan  pelindungan

khusus kepada Anak yang berhadap bertanggung
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jawab untuk meningkatkan kesejahteraan
Anak serta memberikan pelindungan khusus
kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
Penyusunan Undang-Undang ini  merupakan
penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar
dapat terwujud peradilan vang benar-benar
menjamin pelindungan kepentingan terbaik
terhadap

Anak yang berhadapdn, de¢ngan hukum  sebagal
penerus bangsa.

Undang-Undang ||ini "'menggunakan nama
Sistem  Peradilans Pidana tAnak tidak diartikan
sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik 1adencsia-Fatanct 945 yvang™ menvatakan
bahwa Kekuasaan Kehakiman “dilakukan oleh
sebuah Mahkamah _Afuns/dan badan peradilan
yang berada | di _bayabiy a- dalam lingkungan
peradilan umum? “Hngkumednw’ " peradilan agama.
lingkungan peradilan militer. lingkungan peradilan
tata usaha negara. dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Namun. Undang-{'ndang ini merupakan
bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun  substansi  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  ini. antara  lain.  mengenai
penempatan Anak yang menjalani proses peradilan
dapat ditempatkan di l.embaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar
dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan sccara
tegas mengenai Keadilan Restorati’ dan Diversi
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yang dimaksudkan untuk menghindari dan
menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga
dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak
dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara
wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal
tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya
Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun
bagi korban. Keadilan.Restoratif merupakan suatu
proses Diversi. yaitu semua pihak yang terlibat
dalam suatu tindak /pidanasertentu bersama-sama
mengatasi masalah< sefta menciptakan suatu
kewajiban untuk |membuat Osegala sesuatunya
menjadi lebih baik! dengan rmelibatkan korban.
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
memperbaiki. rekonsiliasi;-dan_menenteramkan hati
yang tidak berdasarkan penibalasan.

Dari kasus,yang mauneul-ada. kalanva Anak
berada dalam ‘status saksi dan/atau Korbam schingga
Anak Korban dansatau /AAnak/\Saksi juga diatur
dalam Undang-Undang  ini. _Khusus mengenai
sanksi terhadap'lAnak! ditentukan-\ berdasarkan
perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih
berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
dikenai tindakan. sedangkan bagi Anak yang telah
mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan
18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan
dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada
Anak dan demi pelindungan terhadap Anak.
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum
wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak
yang beradadi lingkungan peradilan umum. Proses
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peradilan perkara Anak sejak ditangkap. ditahan,
dan diadili pembinaannya iwajib dilakukan oleh
pejabat khusus yang memahami masalah Anak.
Namun. sebelum masuk proses peradilan, para
penegak hukum. keluarga. dan masyarakat wajib
mengupayakan proses penvelesaian di luar jalur
pengadilan. yaknt melalui Diversi berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan
proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan
dengan hukum mulai-tdahap )\ penyelidikan sampai
dengan tahap p&mbidibingan setclah menjalani
pidana.

II. PASAL ...

PASAL DEMI PASAIL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Tpelindungan™
meliputr kegiatan sang bersifat langsung
dan tidak langsung dari tindakan vang
membahayakan Anak secara fisik dan/atau
psikis,

Hurufl b
Yang  dimaksud  dengan  “keadilan™
adalah bahwa setiap penyelesaian perkara
Anak harus mencerminkan rasa keadilan
bagi Anak.

Hurufl ¢
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Yang dimaksud dengan
"nondiskriminasi™ adalah tidak adanya
perlakuan yang berbeda didasarkan pada
suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa. status
hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta
kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepentingan
terbaik  bagi Anak™ adalah segala
pengambilan  keputusan  harus selalu
mempertimbangkan v kelangsungan  hidup
dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e
Yang dimaksud“dengan “penghargaan
terhadap pendapat Anak”™ adalah
penghormatan | atas hak Anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan
pendapatnya dalam pengambilan
keputusan. terutama jika mienyangkut hal
yang memengaruhi/kehidupan Anak.

Huruf f
Yang [Idimaksud! dengaw ! /~kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang Anak™ adalah
hak asasi yang paling mendasar bagi Anak
yang dilindungi oleh negara. pemerintah.
masyarakat, keluarga. dan orang tua.

Hurufg . ..
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Huruf g
Yang dimaksud dengan “pembinaan”
adalah  kegiatan untuk meningkatkan
kualitas. ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. intelektual. sikap dan perilaku.
pelatihan keterampilan, profesional, serta
kesehatan jasmani dan rohani Anak baik
di dalam maupun di luar proses peradilan

pidana.
Yang dimaksud dengan “pembimbingan”
adalah pemberian tuntunan untuk

meningkatkair-Kualitas ketakwaan kepada
Tuhan Yanggd dMabip Esa, intelektual.
stkap dan perilaku, pelatihan
Kketerampilan. profesional. serta kesehatan
jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “proporsional”
adalehy segata rpenlakpan sertiadap  Anak
hWarus  memperhatitkan "batas™ keperluan.
umur. darkondisp Anak.

Hurut i
Yang hditmaksudi—dengam* “perampasan
kemerdekaan merupakan upaya terakhir”
adalah pada dasarnya Anak tidak dapat
dirampas kemerdekaannya. kecuali
terpaksa guna  kepentingan  penyelesaian
perkara.

Hurut ]
Yang dimaksud dengan “penghindaran
pembalasan™ adalah prinsip menjauhkan
upaya pembalasan dalam proses peradilan
pidana.



72

Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai
dengan umurnya”™ meliputi melakukan
ibadah  sesuai dengan agama atau
kepercayaannya. mendapat kunjungan dari
keluarga dan/atau pendamping, mendapat
perawatan rohani dan jasmani, mendapat
pendidikan dan pengajaran, mendapat
pelayanan Kkesechatan dan makanan yang
layak. mendapat bahan bacaan,
menyampaikan (keluhan) serta mengikuti
siaran media masséy

Huruf b
Cukup jelas!

Huruf ¢
Cukup jelas,

Hurufd. ..

Huruf d
Yang ''dimaksud! dengan | #rekreasional™
adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-
hari di udara terbuka dan Anak harus
memiliki waktu tambahan untuk kegiatan
hiburan harian. kesenian, atau
mengembangkan keterampilan.

Huruf' e

Yang dimaksud dengan “merendahkan
derajat dan martabatnya™ misalnya Anak
disuruh membuka baju dan lari
berkeliling. Anak digunduli rambutnya,
Anak diborgol. Anak disuruh
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membersihkan WC, serta Anak perempuan
disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf I
Cukup jelas.

Fluruf g
Cukup jelas.

Hurufl h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf |
Selama menjalani proses peradilan. Anak
berhak  menikmati=4kehidupan  pribadi.
antara lain Anak diperbolehkan membawa
barang\ ataw [“peclengkapanCpribadinya.
scpertl mainan, dan jika anak ditahan atau
ditempatkan__di-\ LPKA. Anak berhak
memilikie atau membawa selimut atau
bantal *pakdian "sendirii  dan diberikan
tempat udur yang terpisah.

Hurut m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Yang  dimaksud dengan  “peraturan
perundang-undangan™ antara lain Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana dan
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Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 4...

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan
perundang-undangan™antara lain Undang-
Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Ketentiran “pidana penjara di bawah 7
(tujuh) tahun”mengacu pada hukum
pidana-
Huruf b
Pengulangan tindak pidana dalam
ketentuan ini  merupakan tindak
pidana yang dilakukan oleh Anak,
baik tindak pidana sejenis maupun
tidak  sejenis. termasuk  tindak
pidana yang diselesaikan melalui
Diversi.
Pasal 8

Ayat (1)
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Orang tua dan Wali korban dilibatkan
dalam proses Diversidalam hal korban
adalah anak.

Avyat (2)
Yang dimaksud dengan “masyarakat™ ar
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9 ...
Pasal 9
Avat (1)
Huruf a
Ketentuan~1ni' merupakan indikator
bahwa- sémakin| rendah ancaman
pidanar ‘semakin| tinggi prioritas
Diverst.
Diversp tidak »dimaksudkan untuk
dilaksanakan-|térhadap pelaku tindak
pidana yang serius. misalnya
péntbuntldan) pemerkesadi. pengedar
narkoba, dan terorisme. yang diancam
pidanazdiatas-7 (tdjuh) tahun.
FHurufib
Umur® anak ~dalam” ketentuan  ini
dimaksudkan untuk menentukan
prioritas  pemberian  Diversi  dan
semakin muda umur anak semakin
tinggi prioritas Diversi.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayal (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga
Anak Korban™ dimaksudkan dalam hal
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korban adalah Anak di bawah umur.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindak pidana
ringan” adalah tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara atau
pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12 ...
Pasal 12
Ayat (1)

Kesepakatan| Diversi/dalam ketentuan ini
ditandatangani olehpara pihak yang terlibat.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
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Ayat (1)
Yang dimaksud “atasan langsung™  ant:
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan tersebut sekaligus berisi
rekomendasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud |dengan “situasi darurat”
antara lain ;situasi’(pengungsian. Kerusuhan.
bencana alam, dan "konflik bersenjata.
Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18 ...
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Pasal 18
Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan
hukum lainnya™ adalah paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang
membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak
menimbulkan ketakutan dan tekanan.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Sesuai dengan asas_praduga tidak bersalah.
seorang Anak yang _sedang dalam proses
peradilan tetap diangg@ap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan“yang mempunyai
kekuatan hukum tgtap.
Anak yang sudah'kawin dan-belum berumur 18
(delapan belas) tabhunltetap diberikan hak dan
kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.
Pasal 21
Ayat (1)
Batas umur 127(dua’ belas) tahun bagi Anak
untuk dapat )diajukan— ke | Sidang anak
didasarkan pada pertimbangan sosiologis.
psikologis. dan pedagogis bahwa anak vang
belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun
dianggap belum dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh
Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan
dalam rangka proses peradilan pidana.
melainkan digunakan sebagai dasar
mengambil keputusan oleh Penyidik,
Pembimbing Kemasyarakatan. dan Pekerja
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Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari
Pembimbing Kemasyarakatan berupa
laporan penelitian kemasyarakatan yang
merupakan persyaratan  wajib  sebelum
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan. dan
Pekerja Sosial Profesional mengambil

keputusan.
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb ..
Huruf b
Keikutsertaan program pendidikan.
pembinaan: dan pembimbingan
dalam ketentuan ini  termasuk

rehabilitasi | sosial dan rehabilitasi
psikososial.
Dalam-“ketentuan ini. Anak vang
masih _sekolab.tetap dapal mengikuti
pendidiean format: baik  vang
disg¢fehggarakan oleh instansi
pemerintah maupunswasta.
Dalam pelakSanaan program
pendidikan. pembinaan. dan
pembimbingan  dapat  melibatkan
dinas  pendidikan. dinas  sosial.
Pembimbing Kemasyarakatan atau
lembaga pendidikan. dan LPKS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan
bahwa Undang- Undang ini memberikan
perlakuan khusus -terhadap—-Anak, dalam arti
harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak
dan perlakuan terhadap »orang dewasa atau
terhadap anggota [Tentara’ Nasional Indonesia
dalam perkara koneksitas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Avyat (1)
Cukup jelas;
Ayat {2y~
Avyat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mempunyai
minat, perhatian. dedikasi, dan
memahami masalah Anak™ adalah
memahami:
1) pembinaan Anak yang meliputi
pola asuh keluarga. pola
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pembinaan sopan santun. disiplin
Anak, serta melaksanakan
pendekatan secara cfektif, afektif,
dan simpatik:

2) pertumbuhan dan perkembangan
Anak: dan

3) berbagai tata nilai yang hidup di
masyarakat yang memengaruhi
kehidupan Anak.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan i dimaksudkan agar

penyidikan tetap dapat  dilaksanakan
walaupun |di “daerah yang bersangkutan
belum ada penunjukan Penyvidik.

Pasal 27
Cukup jelas,
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar
pemeriksa pada tahap selanjutnya
mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan
sebab gagalnya Diversi.
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Pasal 30 ...

Pasal 30
Ayat (1)
Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam
masa penangkapanoleh Penyidik dihitung
berdasarkan waktu kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas;
Ayat (2)
Koordinasi!| dilakukan— dengdn memberi
petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas
dapat segera terpenuhi secara formal dan
materiil.
Pasal 32
Ayat (1)
Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk
kepentingan pemeriksaan. tetapi penahanan
terhadap Anak harus pula memperhatikan
kepentingan Anak yang menyangkut
pertumbuhan dan perkembangan Anak. baik
fisik. mental. maupun sosial. Anak dan
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Yang dimaksud dengan “lembaga™ dalam
ketentuan ini  adalah lembaga. baik

pemerintah maupun swasta. di bidang

kesejahteraan sosial Anak. antara lain panti

asuhan. dan panti rehabilitasi.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avyat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk

kebutuhan |intelektual Anak.
Ayat (5)
Cukup jelast

Pasal 33 ...

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukupgclas.
Pasal 35

Cukup Jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
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Pemberitahuan mengenai hak memperoleh
bantuan hukum dilakukan secara tertulis,
kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali

tidak  dapat

membaca, pemberitahuan

dilakukansecara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avyat (3)

Penuntut amuin yang  ditunjuk

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Avat (1)
Cukup| jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hakim  yang
kurangnya
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48

Pasal 43 ...

ditunjuk sekurang-
memahamimasalah Anak.

sekur
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Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54 . _.
Pasal 54
Pemecriksaan perkéra’ "Anak  harus  dilakukan
secara tertutup | di ‘ruang” sidang khusus Anak.
Walaupun demikian. | dalam hal tertentu dan
dipandang perlu—Hakim— dapat menetapkan
pemeriksaan perkara dilakukan sccara terbuka.
tanpa mengurangi hak Anak.
Hal tertentu dan dipandang [perlé-tessebut antara
lain  Karena psitat dap, keadaan perkara harus
dilakukan secara t€rbuka. "Suatu sifat perkara
akan diperiksa sécaminierbuka. misalnya perkara
pelanggaran lalu  lintas. dan dilihat dari
keadaan perkara. misainya pemeriksaan perkara
di tempat kejadian perkara.
Pasal 33
Avat (1)
Meskipun pada prinsipnya tindak pidana
merupakan tanggung jawab Anak sendiri.
tetapi karena dalam hal ini terdakwanya
adalah Anak. Anak tidak dapat
dipisahkan dengan kehadiran orang
tua/Wali.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Ketentuan “tanpa  kehadiran Anak*
dimaksudkan untuk menghindari adanya hal
yang memengaruhi jiwa Anak Korban
dan/atau Anak Saksi;
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Avat (1)
Cukup jelas;
Ayat(2) ...
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Batal demt hukum dalam ketentuan ini
adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan
dan putusan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Pasal 61
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Avat (1)
Cukup jelas;
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Fluruf b
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Hurufb . ..

Yang dimaksud dengan “kewajiban

adat”™ adalah denda atau tindakan
yang harus dipenuhi berdasarkan
norma adat setempat yang tetap
menghormati harkat dan martabat

Anak serta tidak

membahayakan

kesehatan fisik dan mental Anak.

Avat (3)
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Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 72

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka mwaktu/dalam-ketentuan/ini
merupakan masa percobaan.

Avyat (7)

Cukup jelas:

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
Avat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat
pembina™  adalah petugas yang
mempunyal kompetensi di bidang
yang dibutuhkan oleh Anak sesuai
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dengan asesmen Pembimbing
Kemasyarakatan.
Hurufb . ..
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Yang  dimaksud dengan “pelayanan
masvarakat]” adalah “kegiatan membantu
pekerjaan |di “lembaga pemerintah atau
lembaga kesejahteraan‘sosial,
Bentuk pefayanan masyarakat misalnya
membantu ansid, Serang cacat. atau anak
yatim piatuc/di./panti dan membantu
administrasi ringan di kantor kelurahan.
Avat (2)
Cukup jelass
Ayat (3)
Cukupyelas.
Pasal 77
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “pidana
pengawasan” adalah pidana yang khusus
dikenakan untuk Anak. yakni pengawasan
yang dilakukan oleh Penuntut  Umum
terhadap perilaku Anak dalam kehidupan
sehari-hari di rumah Anak dan pemberian
bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan.
Avat (2)
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Cukup jelas.
Pasal 78

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang
melaksanakan pelatihan kerja™ antara lain
balai latihan Kkerja. lembaga pendidikan
vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,
pendidikan. atau sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79

Avyat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) ...

Ayat (2)
Yang dimaksud. "/ depgan  “maksimum
ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa N | adalah [—\maksimum .Dancaman
pidana penjara- terhadap, tindak pidana yang
dilakukan sesuai—dengan ‘ketentuan dalam
Kitab Undang{Undang-Hukum, Pidana atau
undang-undang lainnya.

Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat {4)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
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Pasal 82
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penycrahan
kepada sescorang™ adalah penyerahan
kepada orang dewasa yang dinilai
cakap.  berkelakuan  baik. dan
bertanggung jawab, oleh Hakim scrta
dipercaya oleh Anak.

Huruf ¢
Tindakan 'ini-diberikan kepada Anak
yang “pada” waktu melakukan tindak
pidana mendérita gangguan jina atau
penyakit Jrwa:

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cokup jelas)

Huruf
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “perbaikan
akibat  tindak pidana” misalnya
memperbaiki kerusakan vang
disebabkan oleh tindak pidananya
dan  memulihkan keadaan scsuai
dengan sebelum terjadinya tindak
pidana.

Avyat (2)
Cukup jelas.
Avat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1) ‘
Apabila di dalam suatu daerah belum
terdapat LPKA.-~Anak-dapat ditempatkan di

LLembaga Pemasyarakatan yvang
penempatannya teepisah dari orang dewasa.
Avat (2)

Hak  yang |=diperolehn| Anak selama
ditempatkan |di HPKA” |diberikan sesuai
dengan Kketentuan/Undang-Undang tentang
Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak
tersebut. tetap/perlu-diperhatikan pembinaan
bagi Anak yang bersangkutan. antara lain
mengenai pertumbuhan’ dan perkembangan
Anak. baik/fisSik{ mentals matpin sosial.

Avyat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avyat (2)
Penempatan Anak di Lembaga
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Pemasyarakatan dilakukan dengan
menyediakan blok tertentu bagi mercka vang
telah mencapai umur 1|8 (delapan belas)
tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh
satu) tahun.

Pasal 87
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . ..
Ayat (2)
Yang dintaksud dengan “ketentuan

peraturan perundang-undangan™ aniara lain
Undang-Undang teplang Perlindungan
Anak. Undape-Endang tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-
Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. dan/““Undmig-Undang  tenang
Pemberantasan_Tindak Pidana Perdagangan
Orang.
Avai (3)
Cukup jelas.
Avyat (4)
Cukup jelas.
Pasal 88
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-
undangan”™ antara lain Undang-Undang tentang
Pemasyarakatan.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Avat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memerlukan
tindakan pertolongan segera™ adalah kondisi
anak yang mengalami penderitaan, baik
fisik maupun psikis. sehingga harus segera
diatasi.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis™
adalah proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk memulihkan kondisi fisik
Anak. Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
Yang dimaksud-dengan—rehabilitasi sosial™
adalah proses” kegiatanZ pemulihan secara
terpadu. baik fisik. mental maupun sosial.
agar Anak. Anak Kerban. dan/atau Anak
Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi
sosial dalam kehidupan-di. masyarakat.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial™
adalah proses penyiapan Anak, Anak
Korban. "dan/atau Anaksy Saksiuntuk dapat
kembali ke dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat.
Avat (4) . ..
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96 1
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Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100 . ..
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup'jehds.
AnGL (2) A
Ayat (2)
Cukupyelas!
Avyat (3)
Yang dimaksud dengan  “menviapkan”
adalah  memberikan dan menyerahkan hak
kepemilikan lahan kepada kementertan yang
menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
Cukup jelas.

TAMBAMHAN LEMBARAN NEGARA REPUBILIK
INDONESIA NOMOR 5332
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LAMPIRAN

Lampiran Surat Keterangan Cek Plagiasi

FAKULIAS | PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM | MAGISTER

ILMU AGAMA ISLAM
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No: 04/Perpus/IAIPM/V/2022
Assalamualaikum War. Wab.
Dengan ini menerangkan bahwa :
- 5 ISLAM
Nama : Dia Tri Caang ) /Z
Nomor Induk Mahasiswa  : 18913010 | & ¢ o
Konsentrasi * Hukum Islam| /7 v 0
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Dosen Pembimbing : Dr. H. Musli S, MS m
Fakultas/Prodi . Prodi llmu Aggna Isl j .,y....%a gister FIALUI
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SANKSI TINDAK PIDANA KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

DI YOGYAKARTA DAlﬂwgiﬁA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagias: :nmggungl an

Turnitin dengan hasil kemiripan (similurl%k 16 'AIMPCEHIL
Demikian surat keterangan ini diTNDﬂﬁNElgnImasnum a.

Wassalamu ‘alatkum War. Wab.
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Lampiran Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dia Tri Caang
Tempat, tgl Ihr :Grobogan,06 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat domisili

Des. Nglempong. JIn. Ngemplak. Umbulmanam Kec. Ngemplak,
Kab.Sleman. Yogvakdrta
Alamat asal )
Dusun Wonorelo Rt. 0]4 R <1()() dnga Biang. Kec. Kapuas

No. HP 08578 N
0
Email - diatjé&uang g4 @ gmail.com

PENDIDIKAN Jmﬂlkﬁrﬂlt‘:l

SD &8 ngan 2-20

P UNRYER SEhAS

MA :/\IJSI rif’ Sj lamgll -2014

Sl o Al bt Universitas  Islam
Indonesia 2014-2018

S2 INQ!QME§ itas Islam Indonesia

2018-2022
PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Santri Al-Ma’arif Sintang 2011-2012
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2014-2015
3. Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) 2016-2017

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Praktek Pengadilan Agama Yogyakarta, Desember 2017 -
Januari 2018

2. Praktek KUA Ngemplak Oktober - Desember 2017

3. Pengadilan Militer I1-11 Yogyvakarta 2017



